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Kata Pengantar

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas
berkat Rahmat dan ljin-Nya, LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025 selesal disusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKIP ini
dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2025, serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunnya laporan ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam perumusan
kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan serta sebagal acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah di tahun - tahun mendatang.

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
/J'TFRQWN\SI KALIMANTAN TENGAH,

<./"Pembina Utama Madya
- NIP. 19700228 199803 1 007




Ringkasan Eksekutif

Dalam upaya mewujudkan Mewujudkan Kalimantan Tengah Berkah, sesuai
dengan visi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029,
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029, pada tahun
anggaran 2025 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Alokasi Dana
Belanja sebesar Rp 38.990385.948 - dengan realisasi Rp 35.102.459.152,-
Realisasi Keuangan (90,03%), Realisasi Fisik (100%) untuk membiayai 2
Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan,

Palangka Raya, Januar 2026
ﬁEﬂALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 18700228 199803 1 007
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membaniu
kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang
lingkup yang luas sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat

2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum

yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
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b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau

perkada:dan

c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam
melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat,

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan
pelindungan masyarakat:

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat dengan instansi terkait:

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas

pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian kewenganan tersebut, diatur juga dalam dalam Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan, oraganisasitugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah, maka dari itu bisa diperan Satuan Polisi Pamong
Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan

salah satu unsur komponen penegak hukum dalam NKRL

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada
hakekatnya syarat mutlak dibutuhkan dalam suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya
dengan tentram, tertib dan teratur, oleh karena itu pemeliharaan ketenteraman
dan ketertiban merupakan langkah strategis yang menjadi modal dasar bagi
pemerintah dan masyarakat untuk dapat membangun dan salah satu kewajiban
kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsl keberadaan Satuan Polisi Pamong
Praja sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang sangat
berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penunjang

suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

e |
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Terlihat dari skala makro pelaksanaan otonomi daerah Seperti sekarang Ini
prospek ke depan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran
penting dan sinergitas yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam
membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda serta ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Dengan sasarannya adalah meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dalam rangka pertumbuhan yang transparan dan akuntabel.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 43 huruf d dan f dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai
kewajiban menegakkan seluruh perundang-undangan serta memelihara
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum untuk melaksanakan ketentuan
dimaksud maka Pasal 120 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta untuk penegakan peraturan
daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah
daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam undang-undang dimaksud maka
dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu
lembaga yang harus ada dan mandii serta dibutuhkan dalam tatanan

pemerintahan daerah, baik di pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan

Kabupaten/Kota

Dimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 3 Ayat 5 angka 17 huruf b
kewenangan Provinsi dalam bidang politik dalam negeri dan administrasi publik
adalah pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 lentang pedoman organisasi perangkat

daerah khususnya pasal 7 ayat 2 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
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menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah, agar dapat mengembangkan diri, sehingga output

atau end product dari pemerintah daerah adalah Publik Goods dan Publik
Regulations.

Sedangkan Publik Regulations melahirkan peraturan daeran baik Provinsi
maupun kabupaten/kota, jadi Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah
tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada law imporcement, maka peran Satuan
Polisi Pamong Praja sangat penting.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 1 yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat., seiring
dengan perkembangan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam
pertumbuhan penduduk pada saat ini, berbagai permasalahan sosial ekonomi
seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, Pedagang kaki lima, Peraturan
Daerah, Perdagangan minuman keras illegal, obat-obatan terlarang, prostitusi
maupun penyakil masyarakatl (pekat) lainya juga menunjukan kecenderungan
yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada

gilirannya berdampak pada munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan

ketenteraman warga masyarakat.
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B. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023

tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan

tugas pokok, fungsi dan Kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

mencakup :

1. KELEMBAGAAN

1) Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan global mau tidak mau

2)

memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan
pemerintahannya, utamanya dalam Kkaitan dengan penyelenggaraan
pelayanan dan pemberian fasilitasi kebijakan. Pada saat ini telah
diresponnya melalui perubahan kelembagaan instansi pemerintah
sehingga lebih efisien dan efektif. Kelembagaan instansi pemerintah pada
umumnya masih cenderung besar, sehingga menimbulkan hirarki yang

panjang dan memperlambat proses pelayanan dan pengambilan

keputusan.

Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sebagian masih berada dalam
kondisi masa lalu yang sentralistik. inefisien dan tertutup. Birokrasi yang
merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi belum dapat
berperan  memberikan dukungan secara semestinya dalam
penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta

pemberian pelayanan publik.
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3) Dimensi-dimensi kelembagaan diklat seperti bentuk organisasi,
kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban

belum tertata serta terlaksana dengan baik.

2. KETATALAKSANAAN

1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan Daerah, baik dalam tahapan
penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan
dan pengendalian masih sentralistk dan belum sepenuhnya
mencerminkan penerapan nilai dan prinsip ke pemerintahan yang baik
Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya

mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public

hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.

2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-
undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan
baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan

perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang

bertentangan satu dengan lainnya.

3] Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah
dilakukan pada tahun 2023 telah mendorong pensrapan penganggaran

dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif

3. KINERJA PELAYANAN

Dalam Melaksanakan Kinerja Pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang

ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

LAKTP Satpol PP Prov, 'Hm"imj
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a. Memberikan Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur;

b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

d. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak
warga masyarakat/lbadan hukum yang mengganggu ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;

e. Membantu perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

f. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya
tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan pidana:

g. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya
pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
Manajemen pelayanan kinerja terhadap masyarakat (Publik) masih bersifat

birokratis, belum merata, berbelit-belit, dengan adanya pungutan tidak resmi dan
KKN. Hal ini mengakibatkan birokrasi lebih mengedepankan sikap dan perilaku
ingin dilayani daripada melayani. Masyarakat sebagai obyek pelayanan bukan
menjadi fokus utama manajemen pelayanan. Hal ini diakibatkan karena belum
adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu juga belum adanya sistem

yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi

evaluasi pelayanan publik,
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4. KONDISI SAAT INI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan

unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Kalimantan Tengah serta membantu Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman

dan ketertiban masyarakat, sebagai gambaran tentang kondisi saat ini dalam

melaksanakan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah menjalankannya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Gubernur yang meliputi:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman

dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

organisasi dan alat kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan,

oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah;
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8) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman Pakaian Dinas,

Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah.

5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai
berikut:

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
tata cara reviu;

3) Peraturan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2018
kedudukan, susunan, oraganisasi tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,

4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:

DPPA/A.3/1 05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025

Tentang Pengesahan Anggaran DPPA SKPD Tahun 2025

6. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15
Februari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur
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Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, oraganisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan, yang membawahi:

« Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
« Bidang, terdiri dari:
+ Bidang Pembinaan masyarakat,
a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan
b. Seksi Pengembangan kapasitas
» Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

b. Seksi Ketertiban umum
« Bidang Penegakan Perda:
a. Seksi Penegakan, dan
b. Seksi Pengawasan.
» Bidang Perlindungan Masyarakat;
a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, dan

b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
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STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
( BERDASARKAN PERATURAN GUBERMUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 )
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7. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah:

1.

Tugas Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016 Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyal

tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program

kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung

jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja.

Kewenangan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016

a)

b)

d)

e)

Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang
mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubemur
dan keputusan Gubernur;

Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur ;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

Melaporkan kepada kepala Kepolisian Negara atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana:

Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya

pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
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g) Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh
kepala satuan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h) Melaksanakan pengamanan aset yang belum teradministrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat
Negara dan tamu Negara, dan

i) Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas.

3. Fungsi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 4

a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur:

b) Pelaksanaan  kebijakan pemeliharaan dan  penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di
daerah;

€) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketenteraman
dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan
peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat Kepolisian
Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat atau aparat
lainnya;

e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati

peraturan daerah dan peraturan Gubernur: dan
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fiy Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Fraja.

8. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan
dan tindakan yang tepat. Secara umum |su strategis dapat bersumber dari
lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, Isu Strategis yang melingkupi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai
berikut :

1) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, ODGJ di wilayah Kalimantan
Tengah yang menimbulkan keresahan masyarakat masih menjadi
perhatian Pemerintah Daerah walaupun akhir-akhir ini dijalan raya
sudah berkurang, namun beberapa kasus masih sering terjadi terkait
ODGY;

2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat

maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar
belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fi ingsi berjumiah 352
Orang terdiri dari jumiah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 86
(Delapan Puluh Enam) orang dan Jumiah PPPK 266 (Dua Ratus Enam
Puluh Enam) erang;

4) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;
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5) Sering Terjadi Perbedaan Pendapat dengan pemerintah Daerah
maupun Pusat yang berujung Demonstrasi dari
organisasi/Perkumpulan Masyarakat, kegiatan ini mempunyai Potensi
Kanflik yang sangat besar.

6) Kurangnya Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah untuk sarana dan Prasarana dan
Kegiatan.

9. KEADAAN PEGAWAI
Jumlah Personil PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah sampai Tanun 2025 adalah:

1) Sekretariat . 26 orang
2} Bidang Pembinaan Masyarakat © 11 orang

3) Bidang Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat - 18 orang

4) Bidang Penegakan Perda : 18 orang
2) Bidang Perlindungan Masyarakat ¢ 12 orang
JUMLAH : 86 orang

Jumiah Personil PPPK Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah sampai tahun 2025 adalah:

1) PPPK . 266 orang
Jumiah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2025 berjumlah 352 Orang terdiri dari jumiah Pegawai Negerl Sipil (PNS)

sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) orang dan Jumlah PPPK 266 (Dua Ratus

Enam Puluh Enam) orang.
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Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah:

JENIS KELAMIN _ JENIS KELAMIN
ASN TENAGA KONTRAK
Laki-Laki | Perempuan LakiLaki | Pefempuan |
86 66 20 266 220 48

10. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menempat

kantor yang merupakan ex kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Sarana peralatan kerja kantor belum merata baik dari segi kuantitas maupun
kualitas pada setiap sub bagian maupun seksi, karena dibutuhkan untuk
memperiancar ketugasan terutama untuk ketugasan yang kesehariannya
membutuhkan sistem aplikasi maupun jaringan internet, Selain itu, sarana mesin
ketik manual maupun mesin ketik elekironik sebagai sarana pendukung

administrasi yang juga masih minim jumlahnya, dan untuk sarana Pos Jaga
Kantor sudah terealisasikan di Tahun 2024

Data asset/ modal yang Digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah, disajikan berupa tabel berikut ini :

Tabel Data Aset yang Dikelola

No. | Nama Asset 2025 ]
1. Kendaraan roda 6 2 unit
2. Kendaraan roda 4 7 unit ]
3. Kendaraan roda 2 21 unit
4, Kendaraa |
endaraan Roda 4 (Bus) 1 Unit "
4. Komputer yang dapat digunakan 34 unit
5. Laptop 22 unit 7]
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6. Printer 51 unit
7 AC 17 unit J
B. LCD proyektor 5 unit

9 Kamera 3 unit

10. DRONE 2 unit

11. UupPs 1 unit

12. Handy talkie 10 unit

13. GPS 3 unit

14. Dispenser 10 unit

15, Bangunan Gedung Kantor 3 Unit

16. CCTV 16 Unit

Kondisi tersebut belum bisa di katakan ideal mengingat Jumlah pegawai
yang banyak, area parkir kendaraan dan mobil di lingkungan kantor masih
terbatas dan kurang luas sehingga perlu penambahan arealruang untuk parkir
tersebut. Walaupun sudah ada bangunan tempat area parkir di lingkungan kantor
tetapi masih belum cukup untuk memenuhi volume kendaraan pegawai di
lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

11. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Satuan Palisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025
berasal dari APBD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun anggaran
2025 Satuan Polisi Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 33.409.513.818,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp
33.409.513.818- dan belanja Modal sebesar Rp. 5580.872.130,- yang
diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan
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langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program
pendukung. Dengan 2 Program, 11 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.
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BAB I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 Mengangkat harkat martabat
khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah
(Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat
untuk menyambut Indonesia Emas 2045, maka misi pembangunan daerah jangka
menengah sebagai berikul:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan
pemanfaatan SDA lokal.

2. Peningkatan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang beretika
melalui pendidikan inklusif, sesuai dengan kaidah Belom Bahadat.

3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk
meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.

4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat,

5 Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam kebijakan dan program pemerintah

untuk mewujudkan Visi Indenesia Maju 2045,
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A. PERENCANAAN
Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen
yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
dari pada visi dan misi:

1. VISI

Terwujudnya Kalteng Berkah Melalui Penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakatl

2, Misl

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam
Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi
Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat
Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar
Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional,

4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta
Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat
Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu

/Pilkada dan Perlindungan Masyarakat:
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6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna

Menunjang Kelancaran Tugas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) TUJUAN
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama S tahun anggaran adalah:
“Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat"

2) SASARAN STRATEGIS

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Layanan
Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis. Satuan
Polisi Pamong memiliki tujuan "Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran
Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat" dimana tujuan tersebut dapat mendukung tujuan
Pemerintah Daerah ‘Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat
dalam Menjaga Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan
masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-
an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu
menjaga dan mengembangkan budaya di Provinsi Kalimantan Tengah",
Peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan dengan
melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuaj

dengan tugas pokok dan fungsinya,
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Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu "Peningkatan Layanan
Ketentraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis" mendukung
tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Meningkatnya kualitas hidup,
kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin
ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta mampu menjaga dan mengembangkan Kualitas Hidup®. Diharapkan Satuan
Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tujuan Pemerintah Daerah dapat terwujud apabila kepatuhan hukum, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah berserta indikator kinerjanya disajikan dalam

tabel sebagaimana berikut :

Tabel Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

|
. TARGET ! H;:REET KINERJA KE
DIKATOR oo
NO. | TUJUAN TUUAN | SASARAN 'Enma e it
Kondisi | Kondisi . [ = 1ol
Awal Akhir 1 2 3 4 5
19 @) (3) @ | ® R —
(6) (7} (8) | (%) (10) (11)((12) (13
Maningkatkan |1 Prosentaze 100 axtan = i
!Eamamann n Tnlngkatnya 100 E;;:;laan :;rlﬁngan 100 (100 |100 f00 [100
Magyarakat parrm;::::“ mﬁmmman gl 1
detarn Werlica dan Keladiban | dinl dan I:eqahi
el panrgguan Umum secara | dini pardinaan
ko mﬂ;r:m ::ttaman dan Humaniz  dan | dan =
li] = e |
UmL_rm serta | 2 Prosentase - bt pﬂnyulul_mn.
Perlindungan | Meningkainya e
masyarakat penegakan mmng.mh'
PerdaMargub ) I
rabupatan/Mola se- mwmal
[ Halimantan Tangah | pﬁnﬂg.aku:n
Perda/Pergub
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B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini

dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat, maka Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya

lebih mengedepankan prinsip “penataan’,

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu

ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan

sasaran merupakan strategi organisasi,

Tabel Strategi, Arah kebijakan
NG SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan  layanan | 1. Melaksanakan | 1) Melaksanakan Deteksl Dini
Kadonaman dan | Penegakan dan Cegah Dini, Pembinaan
Keigrtiban Umum | Ferda/Perkada  secara dan Penyuluhan, Pelaksanaan
. Yustisial dan  Nen patrol,  Pengamanan  dan
secara  Humanis  dan Y ustisial dengan Ketertiban Umum;

Harmonis mengedepankan 2) Melakukan Koordinasi dan
pendekatan  Persuasif Kolaborasi dengan Instanei
serta  memberdayakan dan pemangku kepentingan;
potensi Masyarakat | 3) Mengoptimaiisasi
untuk turut serta Pemberdayaan Satuan
berperan akdif Perlindungan Masyarakat'
mewujudkan 4)  Memperkuat Kehijakan
Kelentraman, Ketertiban kebijakan berkaitan dengan
Umum dan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat. Umum serta Perlindungan

Masyarakat;
3)  Mengoptimalisasi penyediaan
Layanan dalam rangka
dampak Penegakan Peraturan
Daaerah dan Peraturan Kepala
: _ Daerah.
2. Melakukan penguatan | 1), Melakukan Peningkatan

tata kelola internal untuk
mengoptimalisasi

Manajernen dan Kapasitas
SDM Satuan Polisi Pamong
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Penyelenggaraan Praja dan Satuan Perlindungan

Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, serta pemadam

Umum dan Pelindungan Kebakaran;

Masyarakat. 2). Melakukan Pengembangan
Kapasitas dan Karier PPNS;

3), Peningkatan Kapasitas
Kesiapsiagaan melalui
Penyediaan sarana dan
Prasarana Ketentraman dan
Ketertiban Umum (Kantor
Satpol PP, Kendaraan
Operasional, hingga peralatan
Pendukung);

4). Melakukan peningkatan
Keselarasan perencanaan,
Penganggaran, monitaring dan
Evaluasi Kerja.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan
yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik,
Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
mengacu pada dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta

dokumen pelaksana anggaran Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Program/ |

No. Kegiatan Indikator Kinerja Target
2 3 4
Program Peningkatan | Jumlah Prosentase Meningkatnya
ketentraman dan | Terlaksananya pencegahan gangguan
ketertiban Umum ketenteraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dinl dan cegah dini, 100%
pembinaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli, pengamanan,
dan pengawalan
| Jumiah Prosentase Meningkatnya
penegakan Perda/Pergub di 100%
Kabupaten/Kota se-Kalimantan
Tengah

D. RENCANA ANGGARAN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp

48.810.982.123 Yang kemudian anggaran di Perubahan ada pengurangan
menjadi Rp. 38.990.385.948,

Tabel Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah APBD Murni dan Perubahan Tahun 2025

Uraian Pagu Murni Target | Prosentase
Belanja Operasi Rp. 44.811.097.256-

 Belanja Modal Rp.  3.989.884 867 - ! 98,40%
L _..lullah_ | RPJE.B'ID.EEEJES: 100%
| Uraian Pagu Perubahan Target Prosentase
. Belanja t.‘_.)parasl Rp. 33.409.513.818 - 100%
| Belanja Modai Rp. 5.580.872.130 - 99,43%
L Jumlah Rp. 38.990.385.948 - 1 t'lﬂ%

£ _Tj{it?,‘i’u.!pdf PP Proy, 'Jl.,'uﬁl*ng

26




Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
Anggaran belanja Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan

masyarakat Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keaterangan
1 2 3 4 5
1. Meningkatniya Rp. 2,529.349,338 - 06,52 % Alokasi belanja
Ketentraman dan mendukung
Ketertiban umum serta lercapainya sasaran
Perlindungan stralegis
masyarakat

E. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam melaksanakan ketugasannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah mempunyai beberapa instrumen pendukung atau perangkat
pembantu. Agar mendapatkan data dan informasi yang valid, dan update terkait
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Website Aktif dan
PPID Satpol PP yang menjadi media online pemuat berita dan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan harapan
kami bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat Selain ity Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan Bulelin Tahunan yang merupakan
versi cetak yang diambil dari ringkasan kumpulan berita Website Resmi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

(WWW SATPOLPP KALTENG GO.ID) di tahun 2025, segala informasi yang

termuat di dalamnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2025,
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BAB lil

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya
dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat

capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi Kode
_ Kinerja Kinerja
1 91 <100 Sangat Baik

2. 7690 Tinggi

3, 66 <75 Sedang

4, 5165 Rendah

5. <50 | Sangat Rendah

Sumber: Parmendagri Nomor BB Tahun 2017

Pengukuran target kinerja darl sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator kinerja sebagal ukuran keberhasilan dari ujuan dan sasaran
strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah beserta

target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
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Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN INDIKATOR ’ KRITERIA
nee STRATEGIS KINER.JA SATUAN | VARGET | IREALISAS! PERSENTASE | /KODE
1 2 3 4 B 6 v
1. | Meningkatnya 1. Prosentase 100% 100% 100% 100%
keteritmEn umum WEE?:E
dan keteniraman pancegahan
ITWEH‘BIW! dan gﬂnggm
perindurgan festenteraman dan
kafertinan wrum
s/ L Prosentase
Meﬂ|ngh.l=h’l1ﬁi
panagakan
Perda/Pergub di
KabupatenKola se-
Kalimantan Tengah

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang terbagi ke dalam 1 (satu)
sasaran strategis. Pada tahun 2025, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang

ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator,

Tabel 1.5
Pencapaian Kimessa Pelavanan Pesanghat Daecah Satuan Bolisi Pamang Fraja
Pravinsl Kalimantan Tengah

Tl A . L = o 3
. s o S et Tewt . " i B e T
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1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yang dicerminkan dalam

capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk

setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, Dan

Perlindungan Masyarakat.
Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :

Formula penghitungan :

melalul kegiatan deteksi dini dan cegah dini,

pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol Rutin, pengamanan, dan

pengawalan, penegakan Perda/Pergub. Penjelasan hubungan sasaran,

indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO

Sasaran

Indikator

Mota Indikator

1

2

3

3

1

Meningkatnya ketertiban
umum dan ketentraman
masyvarakat dan
perlindungan
masyarakal

1. Prosentase meningkatnya
Terlaksananya pencegahan
gangguan ketenteraman dan
ketartiban umum

2. Prosentase Meningkatnya
penegakan PerdaPergub di
Kabupaien/Kola 58
Kalimantan Tengah

Parameter yang digunakan dalam
penghitungan indikator sasaran ini
diantaranya melalui: melalul kegiatan
deteksi dini dan cegah dini, pembinaan
dan penyuluhan, pelaksanaan patrolf
Rutin, pengamanan, dan pengawalan.
penegakan Perda/Pergub.  Semua
Kegiaton ini dilaksanakan d| Tahun
2025, Dengan demikian GCapaian
Kinerja Sasaran tersebut mencapal
100 %

Kinerja sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator Rerata jumlah

Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada

tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No Indikator Baseline 2025 Target | Capaiansi/d
Sasaran 2017 | Target | Realisasi Yo Alkhir 2023
Realisasi* | Renstra | terhadap
(20285) target
2025(%)
2 3 4 5 6 7 8
1. | Meningkatnya 100 100 100 100% 100 100%
katertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
dan
perindungan
masyarakat

Keterangan kolom (6] adalah: Angka realisasi 2025 dilenghapi dengan cara menghitung

unituk mendapatkan hasil capaian Kinetfa

Kinerja Satuan Palisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasar
indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat tercapal sebesar 100 %, yaitu dari 2 indikator kinerja
yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan kinerja yang
digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin. pengamanan, dan pengawalan,
penegakan Perda/Pergub, dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakal sebesar 100 %
didukung oleh 2 (Dua) program 11 (Sebelas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh
Sembilan) Sub kegiatan. Dari 39 Sub kegiatan pendukung capaian sasaran.
kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, deteksi dini dan cegah dini.
pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan

pengawalan, penegakan Perda/Pergub | Pengamanan Aset Pemda, Pembinaan
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Potensi Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) mempunyal peranan yang
penting dalam pencapaian target sasaran, dimana dalam kegiatan tersebut
dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi
terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota lingkup Provinsi

Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNl maupun instansi terkait lainnya.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Sasaran

SASARAN | Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
STRATEGIS | secara Humanis dan Harmonis
1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan
INDIKATOR | gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

KINERJA 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

TARGET 100%

|. PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Pelanggar
Perda/Perkada

- Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS

ll. PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUMf
x DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
PROGRAM/ I;"Iaayarakat
KEGIATAN | - Pengamanan Aset Pemda

- Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Tamu Daerah
Pengamanan Objek Vital Pemda
Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

jl. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas
Pembinaan SAR Linmas

Mobilisasi membantu warga yang terkena bencana
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Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor,

diantaranya :

v

Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;
Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan
Polisi Pamong Praja;

Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi
lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Lebih mengoptimalkan tindak preventif sebagai upaya
penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/

permasalahan diantaranya :

v

Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejolak sosial
masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan
beberapa kelompok masyarakat dikarenakan isu SARA.

Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak
berimbang yang mengakibatkan kurang optimainya pelaksanaan
Tupoksi,

Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
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v Citra publik atau pandangan Masyarakat yang kurang baik
terhadap Satpol PP karena seringkali dicap arogan dan sewenang
— wenang dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

v Sitem Layanan Pengaduan yang belum maksimal, serta
komunikasi yang belum optimal dengan Masyarakat sehingga
pelaksanaan tupoksi masih belum optimal ditengah — Tengah
Masyarakat.

v Terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP kadang tidak terlibat dalam
pembentukan Perda dan Perkada namun harus menegakkannya,
serta menghadapl Masyarakat yang kurang memahami Perda dan
Perkada tersebut.

¥ Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakan cara
pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identic
dengan hal - hal fisik belaka,

v Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk
prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak
jalanan masih terus terjad.

¥ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta
peran serta akif dalam rangka memelihara dan menciptakan
kondisi tertib meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib lingkungan:
tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib

pendidikan; dan tertib tata ruang.
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B. REALISASI ANGGARAN
Dari anggaran Pagu sebesar, Rp.38.990.385.949- Penyerapan anggaran
belanja untuk seluruh program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun

2025 terealisasi sebesar 90,03%, yang bisa dilihat di Tabel berikut:

REALISASI BELANJA TA. 2025

PAGU
URAIAN ANGGARAN REALISASI | % | SISAPAGU |
BELANJA DAERAH 38.990.385.040 | 35.102.450.152 | g 1, | 3:887.926.797
BELANJA OPERASI 33.400.513.040 | 20553555498 | oo .o | 3.855.058451
Belaiia Pegawi 22.049.444.122 | 18.488.609.865 | o o | 3.560834.257
T ——— 11.360.069.827 | 11.064.945.633 | o, o | 295.124.194
BELANJA MODAL §580.672130 | 5.548.003884 | oo . | 31068.476
Belaria Modal Peralatan dan Mesin 3380.872.130 | 3.363.646230 | oo .o | 17:226.800
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2200000000 | 2185257424 | g 5 14.742.576

Sementara realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program
peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.441.343.245 - dari

pagu anggaran 2.529.349.338 - atau 96,52%.

Keberhasilan untuk program/kegiatan pendukung sasaran strategis ini terlihat
antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian
sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran diatas 90 %

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2025 terserap dengan baik.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel
berikut;
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Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

Kinerja

# Realiszs|

Raalisasi
(Rp)

Presgram
pehingkatan
ketentraman  dan
ketertiban umum

1 Prozentase
meninghatmys
Tertzksamamya
pondegalian
HAnEguar
leitemberarman dan
ot i L
1. Proseniace
Wieningkatmya
poega ki
Piavia/Meipul o
Kb Lan Kt
ue=Knfimarntan

Tangah

96,52%

2,441.343.245,-

Frogram
peningkatan
kstentraman  dan
ketEriban ymum

1 Prosentaye
ealnglatngg
Tardalamanya
BEHBEANIn
g
ketentEraman dan
lteraan wrum
2 Pmsantase

WHRnirgkatityn
periggikan
Parda/Pergub di
Kalvupatnn Kot
s-Ha e L
Tapgah

100 100 96.52%

21529.349 338,

7441343245,

06, 52%

Program Penunjang
Urusan
Pamerintahan
Diaerah Prolas|

Promentass
Koteriaksannan

100 100 RO 56%

36,461 030,611, -

321661115907,

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya 290%)
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Analisis

Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat Telah mencapai kinerja sebesar 100%. Dan penyerapan
anggaran sebesar 9652% (realisasi Rp. 2.441.343245- dari pagu anggaran
2520.349.338-) dengan demikian, anggaran pada tahun 2025 untuk
program/kegiatan yang mendukung sasaran stralegis Satuan Polisi Pamong Praja

mencapai target kinerja sasaran yang dimaksud.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah
disusun.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2025 merupakan laporan terintegrasi dan
terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 secara

keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan keterkaitan antara realisasi

Rensira dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah 2025-2029.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada

berbagai program adalah sebagai berikut:

Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program dan Kegiatan Yang

bersumber 38.990.385.949,- yang mencakup seluruh program dan kegiatan
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yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang terdiri dari 2
(Dua) program mencakup 11 (Sebelas) kegiatan dengan capaian sebesar
Rp. 35.102.459.152,-. Dengan capaian Realisasi keuangan sebesar 90,03

%, sementara untuk realisasi Fisik sebesar 100%.

3. Realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program
peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.441.343.245,-

dari pagu anggaran 2.529.349.338,- atau 96,52%.

4. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran, Kinerja sasaran
dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian
tujuan yang fterluang dalam Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 20252028, yaitu:

1) Terwujudnya Ketenteraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib
sosial;

2) Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;

3) Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang
sarana dan prasarana yang memadai:

4) Adanya komitmen Pemerintah Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur

untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Provinsi, Kabuoaten

dan Kota di Kalimantan Tengah:;

5) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali
pelaksanaan dan pembinaan program — program Pembangunan bidang
Trantibum dan Transmas serta Perlindungan Masyarakat;

B) Terwujudnya PNS dan PPPK Satuan Polisi Pamong Praja yang

professional dan handal dalam melaksanakan tugas;
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7) Terbentuknya Satgas Siaga Trantibum (SST) di Tingkat Provinsi,

Kabupaten dan Kota,

8) Terwujudnya pengamanan kantor, Rumah dinas, bangunan Vital dan

aset milik pemerintah daerah,;

9) Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan

Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang

bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

B. Rekomendasi

1.

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Polisi
Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik
penganggaran, sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana serta faktor
pendukung lainnya, yang salah satunya dilakukan dengan faktor
perencanaan yang balk.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat

dilakukan antara lain melalui’

a. Perencanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang

memadai.

b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta Sosialisasi intensif terhadap
peraturan daerah, pergub, perkada di kalangan masyarakat,
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2025 sehingga terciptanya pengetahuan dan wawasan di

masyarakat tentang produk peraturan-peraturan yang berlaku dan harus
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ditaati oleh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyal kepentingan
(stakeholder) sehingga dalam prakiek pelaksanaan terhadap tugas
pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan

secara tertib, teratur, terkendali dan saling menguntungkan dengan

meminimalisir kesalahpahaman di kalangan masyarakat secara luas.

c. Perunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap melalui
kegiatan perencanaan kebutuhan diklat untuk membentuk SDM yang

berkualitas.

d. Perlunya upaya untuk memenuhi SDM yang berstatus sebagai PPNS
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan
kebutuhan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk memenuhi
tuntutan struktural dimana pada SKFD Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah sudah terdapat jabatan strukiural yang

membidangi penyidikan dan penyelidikan (Kepala Seksi Penyidikan dan

Penyelidikan).

3. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan
kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2025-2029,
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan

sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagal kekurangan

serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan

diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan.

Palangka Raya, 26 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
S| KALIMANTAN TENGAH,

. - 'BARU; S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NiP-19700228 199803 1 007
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| PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat ; JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
webegite : https://satpalpp kalteng.go.id emall © kalleng.palppi@igmaill.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARU, S.Pd., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ‘H. SUGIANTO SABRAN, S.IP
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan
indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibual sebagal pedoman dalam

pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Tuinh diandatangen s stara alekiionk ai=h Tﬂllﬂmlfﬂﬂmmngruu v Gtk St

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP Parbiye Uisin Madya
NIP. 18700226 199803 1 007

Diokumen inl telah ditandatangan sacara elskironik menggunakan sertdfikat =lekironik
dan Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



B PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
o.id emall : Kalten lppiE@amail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban

Umum,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MO gﬁ:ﬂgg Indlkatg;:;nerla | Cara Perhitungan Sumber Data
i Program Proseritasa Penetapan keberhasilan kegiatan yang « Bidang Trantibum
Peningkatan Meningkatnya difaksanakan yakni dengan cara perhitungan Satpal PP
ketentraman Teraksananya
dan ketartiban | pencegahan durmish target kegisianahun 1004
Umum ganggusmn
Jurmiah kegiatan vang lereksans
ketertaraman dan
ketertiban umum
melalul deteksi dini
dan cegah dini,
pemhbinaan dan
peanyuluban,
palaksanaan
patroli,
| pangamanan, dan
pengawalan
Prosentase Penetapan keberhasian kegiatan yang » Bidang Penegak
Meningkatnya dilaksanakan yakni dengan cara perhltungan: Parda Satpol PE
| penegakan
Perda/Pergub d Kogialan Pe_r:egakw:rj PardaPamgub
| Kabupaten/Kota 4800 iah diskaanghan —___x100%
se-Kallimantan ﬁ?ﬂgﬁﬂf Fenogakan
‘ Tengah
|
Palangka Raya,  Januari 2025
Pihak Kedua. Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Talah ditandatangas) sacarms elaktmnk nish

Telah diuectatangan secars slekironik oleh —I

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

BARU, 5.Pd., M.5I.
FPembina Utama Madys ‘
NIP. 15700228 199803 1 007

Dokumen ini tefah :iiif_m:lalnngani secara elektronik menggunakan sertifikat elekiranik
dan Balsi Serfifikas: Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sand| Negara



i PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: 1. Yos Sudarso No, 008 Palanghka Raya 73112
website: hops:/ featpolppkaltenggodd email @ lallengpelpp@gmall com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARU, S.Pd., M.5i.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.SUGIANTO SABRAN, S.IP
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak

tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

. Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
PROVINST KALIMANTAN TENGAH,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

r Tatah ddandatengsn secara elekiionk alah ‘

| H. SUGIANTO SABRAN, S.IP |
|

Dokuman ini telah ditandatangan| secara elsktron |k mengounakan sertifikat elektronik
dan Balal Sertfikasi Elskironik (BS(E), Badan Siber dan Sand Negara



I PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat |1 Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
satpolpnlkalienggoid email @ kalteng polpp@pmall.com

website !

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.. | Sassran Rrograny Indikator Kinerja ‘ Target
Kegiatan
1 2 3 +
1 Program Peningkatan | Jumlah Prosentase Meningkatnya
ketentraman dan Terlaksananya pencegahan gangguan
keteriban Umum ketenteraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini, ‘ 100%
pembinaan dan penyuluhan, .
| pelaksanaan patroli, pengamanan, dan |
pengawalan |
| Jumlah Prosentase Meningkatnya
penegakan Perda/Pergub di 100%
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah '
Program: Anggaran:

1. Program Penunjang Urusan

Pamerintahan Daerah Provinsi Ry 47.858.416.163 -

2. Program Peningkatan Ketentraman

dan Ketertiban Umum Rp- SIE0S Iy

TOTAL Rp.  48.810.982.123,-

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua Fihak Perta
A ma,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Telah citandstangan| secame eleltomx meh Telah drlandatangan sacars akidronik sleh

H. SUGIANTO SABRAN. S.IP | e e e

= o ¥ NP 19700228 188803 1 007

Dakumen ni telah ditandatangan| secara elektronik menggunakan sertmkat elaktronik
dari Balal Sertifikasi Elektronik (ES(E), Badan Siber dan Sand| Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : https://satpolpp kalteng.go.id email : kalteng volpp@ymal com

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda fangan dibawah ini :

Nama : BARU, S.Pd., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan)
sesuai dengan Dokumen Rencana Aksl Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai
pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama saiu tahun.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami bersama.

Fihak Pertama,
KERPALA SATUAN POLISI PAMOMNG
PRAJA PROVINS] KALIMANTAN TENGAH,

Tl diterEEEn0En decarm slekironik odeh

BARU, 5.Pd., M5,

Pembina Utama Madya
MIP 18700228 199303 1 007




S PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat ; JI. Yos Sudarso No, 008 Palangka Raya 73112
website ; https:/isatpolop. kalteng.go,id emall ; kalleng. polppiEgmall com

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan
1 i 3 A 5
1. | Program Peningkatan a. Jumlah Meningkatnya 100% = Persen
ketentraman dan Terlaksananya
ketertiban Umum pencegahan gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum melalul
deteksi dini dan cegah dini,

pemhbinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan, dan
pengawalan.

b. Jumlah Meningkatnya 100% Fersen
penegakan Perda/Pergub

| di Kabupaten/Kota se-

Kalimantan Tengah.

Palangka Rava, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

featiaky dltnnmnlnﬁﬂnn sECARE aakiranii abei |

Pembina Utama Madya:

BARU, 5.Pd., M.5I, |
__NIP 15700238 1599803 1007




i PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : 1. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website « hiths: / f=atpo

Ipp kallengpuid email ! kalteng.paol

B Eall.com

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Satuan
2 . 3 4 5
Program Peningkatan a. Jumlah Meningkatnya 100% Persen

ketentraman dan ketertiban
Lmum

Terlaksananya pencegahan
gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum melalui
deteksi dini dan cegah dini,
pemblnaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroll,
pengamanan, dan
pengawalan.

b. Jumlah Meningkatnya 100% Persen
penegakan Perda/Pergub di
Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, lanuari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Teldan |I|f|muaiu-rrgani SecAns sekimnik algh

BARU, 5.Pd., M.EI,
Pembina Utama Madya
MIE. 15700228°199803 1 Q07




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamal : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. hitps [/satpolppkalteng go id emall ; kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - JAYA, S.Pd, M.Si.
Jabatan : Pit. SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - BARU, S.Pd., M.Si.
Jahatan  KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yag
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

JAYA, 8.Pd., M.Si.
NIP. 19691230 199512 1 003




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : JI, Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. hitps /fsalpolppkalteng go |d email : kalteng, polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANGC SEKRETARIAT

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Meningkatnya Peresentase Perencanaan, Persen 100
Perencanaan, Evaluasi yang sesuaj dengan
Penganggaran, dan Peraturan dan Tepat Wakiu
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2. | Meningkatnya Peresentase Pelaporan Keuangan | Persen 100
Administrasi Keuangan yang Tepat Wakiu
| Perangkat Daerah
3. | Meningkatnya Administrasi | Terlaksananya Administrasi Persen 100
Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah
| Daerah —F
4. | Meningkatnya Administrasi | Persentase Lavanan Administrasi | Persen 100

Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah yang
Diselengarakan

5. | Meningkatnya Tersedianya Jasa Penunjang Persen 100
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah | B
6. | Pemeliharaan Barang Milk | Persentase Barang Milik Daerah Persen 100
Daerah Penunjang Urusan | yang Dipelihara
Pemerintahan Daerah

, _Kegiatan Anggaran Keterangan
1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rp. 203.000.000 APBD
Perangkat Daerah '
2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 32.128.765.133 AFBD
3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 368.805000 |  APBD
4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 2.755.908 282 APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 9.656.937.754 APBD
Daerah
6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Rp. 2.730.000.000 APBD '
‘ Pemerintahan Daerah

P e Palangka Raya, Januari 2025
J Pihak Kedua, - Pihak Pertama,

b
I.

BARU, S.Pd.,M.Si. JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007 NIP. 19681230 199512 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. hitps //satpolppkalteng go |d email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : | KETUT SUTAWAN, SE
Jabatan . Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama *JAYA, S.Pd,, M.SI.
Jabatan . Pit. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah seperti lampiran yag
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

JAYA, 5.Pd., M.Si. KETUT SUTAWAN, SE
NIP. 19681230 199512 1 003 NIP. 16730828 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SURB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. htips //salpoippkalteng go.id emall : kalteng.polpp@agmail.com

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja ga_ituan 'Targe't '
1. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Paket 275 |
Beserta Atribut Atribut Kelenakapannya
Kelengkapannya
2. | Tersedianya Penyediaan Jumiah Paket Komponen instalasi Paket 5
Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
listrik/penerangan bangunan Disediakan
kantor.
3 'Tarsediann;.ra Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 7
Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan
kantor.
4. | Tersaedianya Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 2
Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan,
5. | Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan 1
kunjungan tamu
6. | Terlaksananya Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat Dokumen 1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsuitasi |
SKPD o |
7. | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Laporan | 1
Menyural Menyurat
8. | Tersediannya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1
Komunikasi, Sumber Daya Alr | Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik |
dan Listrik yang Disediakan
9. | Terlaksananya Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 3
. Pelayanan Umum Kantor Pelayanan
| Terlaksananya Penyediaan Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 25
| 10. | Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
Pemeliharaan dan Pajak dan Dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. | Terlaksananya Pemeliharaan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 60
Peralatan dan Mesin lainnya Dipelihara
12. | Terlaksanaanya Pemeliharaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Unit 2
Rehabilitasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Prasarana Pendukung Gedung | Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan lainnya. |
= Sub Kegiatan ~ Anggaran | Keterangan |
1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Rp. 302.500.000 APBD
Kelengkapannya
2. | Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rp. 65.000.000 APBD
Bangunan Kantor
3. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 1.952.982.246 APBD
4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 70.000.000 APBD
5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 75.000.000 APBD
6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 440.188.036 APBD
SKPD
=5 Damradican [seas ©oratd AMamyw iral Ba 10 000 Dnn APBD




10. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Rp. 400.000.000 APBD
Pajak Kendaraan Perarangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan
11. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ‘Rp. 125.000.000 APBD
12. | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rp. 2.205.000.000 APBD

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

JAYA,S.Pd., M.Si. TUT AWAN, SE
NIP. 19691230 199512 1 003 NIP. 19730828 200701 1 017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website, hilps.//satpolppkalieng go. d email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - SISKA, SE
Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - JAYA, S.Pd., M.Si.
Jabatan - Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yag
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
JAYA S.Pd., M.Si. SISKA, SE

NIP. 19681230 199512 1 003 NIP. 19801008 201101 2 001



PEMERINTAH PROVINS|I KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. https [/satpolppkalieng go id email : kalteng. polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target |
1. | Terpenuhinya Pembayaran Jumiah Pembayaran Gaji dan Orang | 359
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -
| Tunjangan ASN |
2. | Terlaksananya Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laperan 1

Penyusunan Laparan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
3. | Terlaksananya Koordinasi Jumiah Laporan Keuangan Laporan 2
Penyusunan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Bulanan/Triwulan/Semesteran | Laporan Keuangan
SKPD
Sub Kegiatan Anggaran ___Keterangan
1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 32.083.765.133 ' APBD
2. | Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Rp. 15.000.000 ' APBD
Akhir Tahun SKPD
3. | Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Rp. 20.000.000 APBD
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
JAYA, S.Pd., M.Si. SiSﬂSE

NIP. 19691230 199512 1 003 NIP. 19801008 201101 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No, 008 Palangka Raya Kode Pog.73112
Website, hitps //satpolppkalteng go.id email : kalteng. polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :YERI, A.Md
Jabatan - Pit. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - JAYA, S.Pd., M.Si.
Jabatan . PIt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran yag
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

JAYA, 5.Pd., M.Si.
NIP. 19681230 199512 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SURB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. https //satpolppkalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

JAYA, S.Pd., M.Si.
NIP. 196881230 198512 1 003

M\
v

YER
NIP.

Md

' No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Teraksananya Penyusunarn Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 2
Dokumen Perencanaan Perangkat | Perangkat Daerah
Daerah
2 | Teriaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen 1
Penyusunan Dokumen RKA- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen RKA-SKPD
3 Terlaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen Perubahan RKA- Dokuman 1
Penyusunan Dokumen Perubahan | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
4 | Terlaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen DPA-SKFD dan Dokumen 1
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
DPA-SKPD
8. | Terlaksananya Koordinasidan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dakumen 1
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
SKFD Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
| 6 | Terlaksananya Koordinasi dan Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan | Laporan 4
panyusunan Laporan capalan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
kinerja dan ikhtisar Realsasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinarja dan lkhtisar
_ ] | Realisasi Kinerja SKPD
7. | Teriaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Laporan 1
Perangkat Daerah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Keteriiban dan Ketentraman Umum
. dan Perlindungan Masyarakat
B. | Terlaksananya Dukungan Jumiah Dokumen Pelaksanaan Sistem | Dokumen 1
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintahan Berbasis Elekironik | pada SKPD
pada SKPD
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 20.000.000 APBD
2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 15.000.000 APBD
3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp. 15.000.000 APBD
4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 15.000.000 APBD
5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 15.000.000 APBD
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp. 58.000.000 APBD
lkhtisar Realisas) Kinena SKFPD
| 7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 65.000.000 APBD
2 | Dukungan Pelakzanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Rp. 73,000.000 APBD
Elektronlk pada SKPD
Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

80515 200903 1 001




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Mo. 008 Palangka Raya 73112
wehsite : hitns satpolpp kalfeng.co id emal | aakda. polppkalleng@amail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama - DEDI SETIADI, SE

Jabatan - Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - BARU, S.Pd. M.Si

Jabatan - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak Pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pembernian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 6 Januan 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,,
:f}‘f’é} i
It: ’ .
A S.Pd.,M.Si DEm SETIADI, SE.

NIP. 19700228 199803 1 007 NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Mo. 008 Palangka Raya 73112
website © hifos satpolpn kallend dodd emall @ gakda polppkallznafamail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Terlaksananya Kegiatan
Menyediakan Layanan Dalam Penyedia Layanan
Rangka Dampak Penegakan Dalam Rangka Dampak
1. Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Dokumen | 1 Tahun
Peraturan Kepala Daerah Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.
Te;l_aksananya .
Meningkatkan Kualitas Kegialan sesklisas)
) Sosialisasi dalam Pelaksanaan giﬁg{?ggﬁa Dokmen | 1 Takis
Eggeggﬁ:rg’:ghubreapnﬂaemh Penegakan Peraturan
g Derah Provinsi dan
Peraturan Gubernur
Meningkatkan Kualitas Eﬂ?aﬁinggxaawasan
Kegiatan Pengawasan Atas Atags Kep atuhgn
B e Dacran | 1éhadap Pelaksanaan | Dokumen 1 Tehun
Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Gubernur DAt it
Terlaksananya
Meningkatkan Kualitas Ko nognan
Penegakan Peraturan Daerah g9
4. Provinsi dan Peraturan Peraturan Daerah dan Dokumen | 1 Tahun
Gl Peraturan Gubernur
Se-Provinsi
Kalimantan Tengah
Terlakasananya
Meningkatkan Pembinaan kegiatan guna
5. | Penyidik Pegawai Negeri Sipil mendukung Dokumen | 1 Tahun

(PPNS) Provinsi

Operasional Sekretarniat
PPNS




KEGIATAN ANGGARAN KET |
1. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan |
Ketertiban Umum Lalu Lintas Daerah Kabupaten/ Rp.48.314.000 - .
Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
2. | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur
3. | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Provinsi

Rp.178.526595- | -

Rp.30635520- | -

Palangka Raya, 6 Januar 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertamag

5

1
{44‘/ /‘.-l
Ny

[
, S.Pd.,M.Si DEDJ SETIADI, SE.
NIP. 19700228 199803 1 007 NIP. 19660722 198910 1 001




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : hitos safpolpp kallena.go.d ‘email : gakds polbpkaltena@amail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - NELLYANA, S.STP.,M.Si

Jabatan . Kepala Seksi Penegakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - DEDI SETIADI, SE

Jabatan - Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanj akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuail
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerna jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capian kinerja dan penanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 6 Januan 2025
Pihak Kedua, -~ Pihak Pertama,
i

DEDI SETIADI, SE. Me.q_ \NA, S.STP., M.Si
NIP. 19660722 198910 1 001 NIP-19830214 200112 2 001




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : hitos safpolpp kallena.go.d ‘email : gakds polbpkaltena@amail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENEGAKAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatkan Terlakasananya kegiatan
Pembinaan Penyidik guna mendukung

1. Pegawai Negen Sipil Operasional Sekretariat Dolumen (1 Tahun
(PPNS) Provinsi PPNS

Terlaksananya Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Penanganan Atas

Penegakan Peraturan Pelanggaran Peraturan
2. Daerah Provinsi dan Daerah dan Peraturan Dokumen | 1 Tahun
Peraturan Gubemur Gubemur Se-Provinsi

Kalimantan Tengah

Terlaksananya Kegiatan
Penyedia Layanan Dalam
Rangka Dampak
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Menyediakan Layanan
Dalam Rangka Dampak
3. | Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Dokumen | 1 Tahun

SUB KEGIATAN ANGGARAN | KET

1 gg!:‘l}*s{eglatan Dukungan Operasional Sekretariat Rp.48.314.000- | -

2 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubermnur Rp.45.216.000,- | -

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka

3. | Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan | Rp.76.000.000-| -
Kepala Daerah

FPalangka Raya, 6 Januan 2025
Pihak Kedua, ~ FPigak Pertama,

¥t 0\
\ 'YANA, $.STP., M.Si

DEDI SETIADI, SE. :
NIP. 19660722 198910 1 001 NIF~19830214 200112 2 001




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : hitos safpolpp kallena.go.d ‘email : gakds polbpkaltena@amail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - FERDO HUTKRIANTO., SH.

Jabatan . Kepala Seksi Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - DEDI SETIADI, SE

Jabatan - Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanj akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuail
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerna jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capian kinerja dan penanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 6 Januan 2025
Pihak Kedua, ~ Pihak

f:}r ol g

DEDI SETIADI, SE. F HUTKRIANTO, SH.
NIP. 19660722 198910 1 001 NIP. 19650817 201001 1 008




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website * hitfos salpolpp kalteno go.id email @ gakds poivpkalfeng@amail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PENGAWASAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
' Meningkatkan Kualitas Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi dalam Sosialisasi dalam Rangka
1. | Pelaksanaan Penegakan Pelaksanaan Penegakan Dokumen | 1 Tahun
Peraturan Daerah dan Peraturan Derah Provinsi
 Peraturan Gubernur. dan Peraturan Gubermnur
Meningkatkan Kualitas Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan Pengawasan Atas Pengawasan Atas
Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Terhadap
2 Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dokurvary |4, kahun
Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur Gubernur.
| SUB KEGIATAN ANGGARAN KET
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan
1 | Daerah dan Peraturan Gubemur Rp.69.867.385,- B
| Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan
2. | Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Rp.63.443.210 - -

| Peraturan Gubemur

Pihak Kedua, ~
f?f{é
N

1\

DEDVSETIADI, SE.
NIP. 19660722 198910 1 001

Falangka Raya,FE Januari 2025

Pihak

HUTKRIANTO, SH.

NIP. 19850817 201001 1 008




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No 0pg Palangka Raya 73112
o= EI: httgs;#satgulgg. kaltena.go.id email - kﬂlteng.golgg@gmail.ccm

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawakh inj -

Nama * Lugikaeter, S.Hut., M.Sj,

Jabatan :  Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Baru, 5.Pd,, M.Si.

Jabatan - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak periama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuaj lampiran
pPerjanjian ini, dalam rangka mecapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Pefjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Baru, S.Pd., M.Si. Lugik§eter, S.Hut.,
NIP. 197002281998031007 NIP. 197301221999031006



PEMERINTAH PROVINS] KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat: Jalan Yos Sudarso No.00g Palangka Raya 73112

we fa id emair:kaﬂeng.gulgg@gmail_cum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

; Sasaran Strategis ] |‘_ === Indikator Kinega | Satuan |Target|
} 1

|
_‘_-'_'_‘—-—_‘__ ____—'__‘——_'____‘— __‘_‘—-'_“__"— P T
Msnlngkatny_a kap_asl_ras SOM  Satuan Poiigi | | Terlaksananya Pendatasn Pendidikan | Data T
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan Pelatihan Satuan Polisi Pameng | |
| Praja Provinsi Kalimantan Tengah
| 2 Teriaksananya Pengadaan buku saky H.'egiatan| 1

— Satuan Polisi Pamong Praja B i .
| | | 3. Pelatihan Pengendaiian Massa dan l'Kegl'stan 1

__Kerusuhan Massa. - |
!KEQJaian| 1 _|

l I 4. Perlatihan Baris Barbaris

2 ]Tﬂaningkamya pembinaan Penyidk Pegawai Terlaksananya Pendidikan dan Pslatihan | Orang | 1
Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah | Pembentukan PPNS

| 3

———— e

Terse!anggafanya penyuluhan kepada Tertaksananya koordinasi, pemantauan dan |Kegiatan- 1 _‘
|mas}famkat terkait keamanan dan ketertiban | Peayuluhan terkait keamanan ::{arr|
L_|ﬂ'r3§L'='1kat E——— kﬂwﬁa_ﬂ_rnﬁxﬂ_ra!ﬂ._____ el |
| 4 | Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama Terlaksananya koordinas dan Kefjasama |Kegiatan] 71 |
| dengan  stakeholder terkait  peningkatan | peningkatan kemampuan anggota Satuan | |
| kapasitas anggots Satuan Polisi Pamong Praja | Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan | | {

Provinsi Kalimantan Tengah Tengash  ° -
5 | Penyelenggaraan Keterbukaan Informas; Publik Terlaksananya kegistan  Keterbukaan |h:ag'ratsn| 1
| pada Peiabat Pengelola  Informasi dan
|Dﬂkumentasl (PPID) Pelaksana Satuan F'crrisi|
| | Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah |

Informasl  Publik pada Satuan  Palig|
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah |

No Kegiatan Anggaran Ket

1 Peningkatan Kapasitas SDM di Satuan Polisi Rp. 153.401.905 -
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

2 Penigkatan Kapasitas dan Karir Penyidik Pegawai Rp. 47.424 000 -
Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Tengah

3 Koordinasi Pemantauan dan Penyuluhan Terkait Rp. 0-
Keamanan dan ketertiban masyarakat

4 Koordinasi  dan Kerjasama Peningkatan Rp. 0.-

Kemampuan Anggota Satuan Polisi Famong Praja
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

5 Keterbukaan Informasi Publik pada Satuan Polisi Rp. -
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 18700228 199803 1 007 NIP. 19730122 199903 1 o006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112
website : ht_tgs.ﬁaatg-:lgg.kalt&ng.g ail f kaite.nmqmail_m

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS KESUMA WIDODO, A.Md
Jabatan . Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ©  LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Jabatan :  Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperii yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama

LUGIKAETER, §|ut,, M.Si. AGUS KESUMA WIDODO, A.Md

NIP. 197301221999031006 NIP. 196703031989031007




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112

website : hitps //satpolpp kalteng o id email : kaltena polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKS|I PENGEMBANGAN KAPASITAS

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target
1. | Meningkatnya Kapasitas SDM | 1. Terlaksananya Pendataan Data 1
Satuan Polisi Pamong Praja Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kalimantan Tengah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
2. Terlaksananya Pengadaan | Kegiatan 1
Buku Saku Satuan Polisi
Pamong Praja
3. Pelatihan Pengendalian Kegiatan 1
Massa dan Kerusuhan
Massa
4. Pelatihan Baris-Berbaris Kegiatan
2. | Terselenggaranya  Koordinasi | Terlaksananya koordinasi dan | Kegiatan 1
dan Kerjasama dengan | Kerjasama peningkatan
stakeholder terkait Peningkatan | kemampuan anggota Satuan
Kapasitas anggota Satuan Polisi | Polisi Pamong Praja Provinsi
Pamong Praja Provinsi | Kalimantan Tengah
| Kalimantan Tengah
No Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas SDM di Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah.

Koordinasi dan Kerjasama dengan
stakeholder terkait Peningkatan Kapasitas
anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah.

Rp. 153.401.905 -

Rp. 0.-

Palangka Raya, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, FiekPettame,

AGUS KESUMA WIDODO, A.Md
NIP. 19670303 1983903 1 007

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730122 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73112
website . https://satpolpp.kaltena go.id email

kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . HERRY PRIADY JAYA, S.E.

Jabatan . Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Jabatan . Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama

b
[
LUSIKAETER, S Hut., M.Si. HERRY PRIADY JAYA, S.E.

NIP. 18730122 199903 1 006 NIP. 19780420 200501 1012




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI| BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jalan Yos Sudarso No.00B Palangka Raya 73112
website : hitps /satpolpp kalteng. go.id email

kaltenqg.polpp@amail.com

Peningkatan pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan

Tengah

Koordinasi pemantauan dan penyuluhan
terkait keamanan dan

masyarakat

ETER, E.Eut, M.Si.
NIP. 19730122 199903 1 006

Rp.

ketertiban

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan | Target
1. | Meningkatnya pembinaan | Terlaksananya Pendidikan dan | orang 1
Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Pelatihan Pembentukan PPNS
(PPNS) Provinsi Kalimantan
Tengah
2. | Terselenggaranya penyuluhan | Terlaksananya koordinasi | Kegiatan 1
kepada masyarakat terkait | pemantauan dan penyuluhan
keamanan dan  ketertiban | terkait keamanan dan
masyarakat ketertiban masyarakat
No Kegiatan Anggaran Keterangan

Rp. 47.424.000,00

0-

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

%

HERRY PRIADY JAYA, S.E.
NIP. 19780420 200501 1 012




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website | hitps.//satpolpp kalteng.go.id/ emall : kalteng. polpp@amail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BARU, S.Pd., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

OF ., M.Si. ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
“~ ‘fﬂ 228 199803 1 007 NIP. 19790717 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat ' JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website . hitps.//salpolpp. kalteng . go.id/ email : kalteng. polpp@gmail.com

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meanyelenggarakan kegiatan Jumlah Pencegahan Gangguan Bokurmen 1 Tahun
Pencegahan Gangguan Ketenteraman, | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Keteriban Umum dan Perlindungan Perlindungan Masyarakat melalui
Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Deteksi Dinl dan Gegah Dini,
Cegah Dini, Pembinaan dan Pembinaan dan Penyuluban,
Penyuiuhan, Pelaksanaan Patroli, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan
Pengamanan dan Pengawalan. Pengawalan, =
2. Menyelenggarakan kegiatan Jumlah Penindakan atas Gangguan Dokumen 1 Tahun
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan | Perda dan Perkada melalui Penertiban
Perda dan Perkada melalui Penertiban | dan Penanganan Unjuk Rasa dan
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa,
Kerusuhan Massa, S
3. | Menyelenggarakan kegiatan Jumlah Crokumen hasil Pelaksanaan Dokumen 1 Tahun
Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Ketehleraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Perlindungan Masyarakat Tingkat
Provinsi. L Pravinsi,
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Rp. 111.298.124 - APBD
dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Rp. 115.382.905.- APBD
Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda
dan Perkada melalul Penertiban dan Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan Massa.
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Rp. 80.000.000 - AFED

dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Pertama,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : hitps://satpolpp.kalteng go.id/ email * kalteng.polpp@amail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD HUMAINY, SH.
Jabatan : KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.5i.
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
fi

_,.f"_
ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si. Ml;l:lﬁﬂ HLiMAlN‘l’. SH.
NIP. 1

NIP. 19790717 200312 1 006 98440409 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKS| KETERTIBAN UMUM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112

website : https://satpolpp kalteng.go.id/ emalil : kaltena.polpp@amail.com
“

J_Nr}

Sasaran Strategis __Indikator Kinerja | Satuan Target |

1. | Menyelenggarakan kegiatan Jurnlah Dokumen hasil Pelaksanaan Dakumen 1 Tahun

Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Tingkat Ferlindungan Masyarakal Tingkat

Provinsi, Provinsl.

Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Rp. 115.382.805,- APBD

Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk

Rasa dan Kerusuhan Massa.

Pihak Kedua,

ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790717 200312 1 006

Palangka Raya, 10 Februari 2025

Pihak Perta a,

NIP. 19

__F'_'_'__,-o-"' e
MU D HUMAINY, SH.
40409 201001 1 009




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : hilps.//satpolpp kalteng.go.id/ email : kalteng. polpp@amail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P.
Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Palangka Raya, 10 Februari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
B
ERIC DOVICO L, LAMPE, S.Sos., M.Si. SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P,

NIP. 18790717 200312 1 006 NIP. 19930916 201507 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website ! hitps://satpolpp kalteng.go.id/ email : kalteng. polpp@amail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKS| OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

[No | Sasaran Strategis [ Indikator Kinerja Satuan Target
+ Meanyelenggarakan kegiatan Jurmnlah Penindakan atas Gangguan Dokumen | 1 Tahun
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Ketenteraman, Ketertiban Umurm dan Ferindungan Masyarakat berdasarkan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan | Perda dan Perkada melalul Penertiban
Perda dan Perkada melalui Penertiban | dan Penanganan Unjuk Rasa dan

dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa,

Kerusuhan Massa.

Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Rp. 111.298.124 - APBD
dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Rp. 80.000.000 - APBD
dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Palangka Raya, 10 Februari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

1/

‘.--"""_H_F._-_-_H

ERIC DOVICO L. LAMPE, §.Sos., M.Si. SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P.
NIP. 19790717 200312 1 006 NIP. 19930916 201507 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. hitps:/ /satpolppkalteng.go.ad email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efeklif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
Jabatan . Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . BARU, S.Pd., M.5i.
Jabatan . Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya.6 Januari 2025
Pihajs Pertama,

MIKELSON DAMEK, S.T. M.T.
NIP. 19680107 199603 1 002




.\-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. hittps://satpolppkalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT

BARU, S.Pd. M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007

No Sasaran Kegiatan i Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Menyelengarakan Sistem | Terlaksananya Sistem Dokumen | 1 Tahun
Keamanan Lingkungan dan Keamanan Lingkungan dan
Deteksi Dini Gangguan Deteksi Dini Gangguan
Kamtibmas dan Bencana. Kamtibmas dan Bencana.
2. | Melaksanakan Pendataan Tersusunnya Database Dokumen | 1 Tahun _‘
| Database Anggota Satiinmas se- | Anggota Satlinmas
Kalimantan Tengah se-Kalimantan Tengah
3. | Asistensi / Penguatan Satgas | Terlaksananya Satgas Linmas | Dokumen | 1 Tahun
Linmas se-Kalimantan se-Kalimantan Tengah
| Tengah
' No. Kegiatan / Sub Kegiatan B Anggaran Keterangan |
|. | Pemantauan Fungsi Linmas Peningkatan Siskamling Rp 69.670.133 APBD
" 2. | Pendataan Database Satlinmas se-Kalteng Rp. 78.916.972 APBD
" 3. | Asistensi / Penguatan Satgas Linmas se-Kalteng Rp. 38.995 800 APBD
pr“"_""‘x Palangka Raya, 6 Januari 2025
& Pihak Kedua, Pihak Pertama,
a2\

MIKELSON DAMEK, S.T.,M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. https.//satpolppkalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Membuat Database Anggota Tersusunnya Database Dokumen | 1 Tahun

Satlinmas se-Kalimantan Tengah Arnggota Satlinmas

se-Kalimantan Tengah

2. | Asistensi / Penguatan Satgas Terlaksananya Satgas Dokumen | 1 Tahun |
Linmas se-Kalimantan Tengah Linmas se-Kalimantan
. Tengah
[No.| ~ Kegiatan/Sub Kegiatan . Anggaran Keterangan |
1 Pembuatan Database Satlinmas se-Kalteng Rp 789164972 APBD
| -
2. | Asistensi { Penguatan Satgas Linmas se-Kalteng Rp. 38.995.800 APBD

Palangka Raya, 6 Januari 2025
Pihak Kedua, Pj

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. ittps://satpolppkalieng go.id email ; kalteng polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . INGE MAWARNY, SE
Jabatan : Pit. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
Jabatan . Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 6 Januari 2025
PihakKedua, Pihak Pertama,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T. INGE MAWARBNY, SE
NIP. 19690107 189603 1 002 NIP. 19821 200801 2 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : |1, Yos Sudarse No. 008 Palangka Raya Kode Pos. 73112
Website. hnps:/ /satpolpplaltens go ld emall : kalteng.polpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI BINA PELINDUNGAN MASYARAKAT

No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. (Manyalﬁngarakan Sistem Terlaksananya Sistem Dokumen | 1 Tahun
Keamanan Lingkungan dan Keamanan Lingkungan dan
Deteksi Dini Gangguan Deteksi Dini Gangguan
| Kamtibmas dan Bencana. Kamtibmas dan Bencana.

"2 | Asistensi/ Penguatan Salgas | Teriaksananya Satgas Linmas | Dokumen | 1 Tahun
Linmas se-Kalimantan Tengah se-Kalimantan Tengah

No. | W Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
|
i | Pemantauan Fungsi Linmas Peningkatan Siskamling | Rp. 69.670.133 APEBD
2. | Asistensi / Pengualan Satgas Linmas se-Kalteng | Rp. 38.995.800 APBD

Palangka Raya, & Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya Kode Pos.73112
Website. hittps://satpolppkalteng go.id email : kaltengpolpp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama : DANIEL, S.Kom.
Jabatan . Kepala Seksi Bina Pelindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIKELSON DAMEK, §.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti lampiran
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 8 Januari 2025
Pihak-Kedua,

MIKELSON DAMEK, S.T., M.T.
NIP. 19690107 199603 1 002




LAPORAN

KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

|
|

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112



Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan | Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri
Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbilitas dan Pergub No. 37 tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2025 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan

pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan |, Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja
Triwulan | ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin,
walaupun demikian SAKIFP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang
dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi
dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya
serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , April 2025

1 r" 45 i

“~ BARU, 5{?/ M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 198803 1 007
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BAB |
KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang — Undang
No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol.PP dibentuk untuk menegakan perda/pergub.
melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami

susun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :

LErSAFEL =L

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
seperti penangan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai
penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (salu)
Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.298.124 - (Seratus
Sebelas Juta Dua Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh
Empat Rupiah) dan sampai akhir Tnwulan | sudah terealisasi sebesar Rp
4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.382.805 - (Seratus Lima Belas Juta
Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai
akhir Triwulan | sudah terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah).

. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna
memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan
nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan
kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

FLgpiel MeliameLia PRl 2esidin



P

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 187.582 905 - (Seratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan
sampai akhir Triwulan | sudah terealisasi sebesar Rp. 33.750.000 - (Tiga Puluh
Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
153.401.905,- (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan
Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan | sudah terealisasi
sebesar Rp. 23.360.000 - (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan |
sudah terealisasi sebesar Rp. 8.360.000- (Delapan Juta Tiga Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur,

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di
Provins| Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam
Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh
Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan | sudah terealisasi sebesar Rp.
2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu fugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan
penerfiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu Ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada dan tindakan administratif
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Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan | sudah
terealisasi sebesar Rp. 21550000 - (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat
di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69.867.385,- (Enam Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
dan sampai dengan akhir Triwutan | masih belum terealisasi dan masih belum
berjalan,

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000 - (Empat Puluh Delapan Juta

Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan sampal akhir Triwulan | masih belum
terealisasi dan masih belum berjalan.
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BAB II.
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari indikator sasaran“Melaksanakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
dan Peraturan Kepala Daerah” telah menunjukkan tingkat progress realisasi,
namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan
antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dar Perda/Pergub dan
Keputusan Kepala Daerah.

2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub,
sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pameng Praja akan
penguasaan tentang Perda/Pergub.

3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan
yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh
untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja

sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat
pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faklor
internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperiukan waktu yang cukup dan
koordinasi yang baik. Dari segi faktor internal yaitu masih terbatasnya dana yang
dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di segi faldor eksternal
Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi
seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap
untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh
langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut.

a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP} dengan
Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan
khususnya untuk pengembangan SDM.

b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan
Satpol PP

d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan. Kursus
maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.

&. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.

f. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa
meakomedir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polis|
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan | tahun 2025 berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja {Renja) yang telah disusun
sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah
menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan | sebesar Rp.
3.831.676.857 .- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 48.810.982.123-. Capaian
kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial,
Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

3. Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana
dan persarana yang memadai;

4. Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional
dan handal dalam melaksanakan tugas;

5 Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik
pemerintah daerah;

6. Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional,
Pejabat Pusat dan tamu-tamu MNegara dalam kegiatan yang bersifat Regional,

Masional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimaiisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
melalui peningkatan berbagal sumber daya baik pengangaran, Sarana dan
Prasarana serta faktor pendukung lainnya.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 tahun
2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar)
karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan
penuh terkait masalah anggaran.
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4. Melalui Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 triwulan | ini dapat
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya
sesual dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
triwulan | tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat
untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya
berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini
dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus sebagai
bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, April 2025

/""Tma\‘ ATUAN POLIS| PAMONG PRAJA

_K-

BARU, S.Pd., M.SI.
Pembinha Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007
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LAPORAN

KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik
vang diferbitkan oleh Balal Besar Serdifikasi Elekironik (B5rE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinera Trniwulan Il Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seinng dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menien
Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang
Fedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbilitas dan Pergub No. 37 tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan |l Tahun 2025 pada Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalmantan Tengah ini dibuat sebagal perwujudan
pertanggungjawaban kinera.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan |l, Satuan Polisi Pamong Praja
Frovinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 i, kami menyampaikan terima kasih kepada
narasumber vang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja

Trowulan | ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebaik mungkin,
walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
tidak terlepas dar kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang
dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalul koordinasi
dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Frovinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan kontribusi dalam
Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya
serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , 31 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIFP. 19700228 199803 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serdifikal elektronik
vang diferbitkan oleh Balai Besar Serdifikasi Elekironik (B5rE), Eadan Siber dan Sandi Megara (BSSM).



BAB |
KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsl Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang — Undang
No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol PP dibentuk untuk menegakan perda/pergub,
melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami
susun pernanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :
a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
melalul deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
seperti penangan unjuk rasa, Kkerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai
penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar
Rp. 150.639.000 - ( Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Rupiah) dari Pagu awal Rp. 111296124 - (Seratus Sebelas Juta Dua
Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan
total Pagu sekarang Rp. 261937124 - (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan
sampal akhir Triwulan |l sudah terealisasl sebesar Rp. 73637 227 - (Tujuh
Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 47.381 000 -
{(Empat Puluh Tupuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan
Pagu awalnya sebesar Rp. 115.382 905 - (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat ini
Rp. 162.763 905 - (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh

Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan |l sudah
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serdifikal elektronik
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terealisasi sebesar Rp. 52 809.855- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus
Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

¢. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna
memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan
nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesual dengan
kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 215.475.000 -
(Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 187.582.905 - (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta
Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dengan total
Pagu Rp. 403.057.905- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Tnwulan |l sudah terealisasi
sebesar Rp. 92 950 330 - (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh
Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Safpol PP dan S3atlinmas termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
153.401.905 - (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan
Ratus Lima Rupiah) dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 23.350.500 -
(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Pagu
Anggaran saat int Rp. 130.051.405 - (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu
Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Tnwulan |l sudah
terealisasi sebesar Rp. 46.681.800,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus
Delapan Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan ada penambahan Anggaran
sebesar Rp. 51.360.000 - (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam FPuluh Ribu
Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 131.360.000 - (Seratus Tiga Puluh Satu
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan Il
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sudah terealisasi sebesar Rp. 29.991 250 - (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur.

Kegiatan inl dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di
Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam
Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh
Hupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 40.530.000 -
(Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini
sebesar Rp. 22 .913.210 - (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu
Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan 1l sudah
terealisasi sebesar Rp. 15.210.000 - (Lima Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan
penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000 - (Empat Puluh Lima Juta Dua
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan mengalamal pengurangan Anggaran
sebesar Rp. 13.580.000 - (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah) dan total Pagu saat inl sebesar Rp. 31.636.000 - (Tiga Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan
Il sudah terealisasi sebesar Rp. 25 750.000 - (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat
di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69667 385 - (Enam Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 42.600.000 - (Empat Puluh
Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp.
27.267.365 - (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga
Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan |l sudah
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lerealisasi sebesar Rp. 6410000 - (Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah).

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000.- (Empat Puluh Delapan Juta
Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran
sebesar Rp. 20.646.000 - (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27466 000 - (Dua Puluh
Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir
Triwulan |l sudah terealisasi sebesar Rp.14 546 114 - (Empat Belas Juta Lima
Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
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BAB II.
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dar indikator sasaran“Melaksanakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
dan Peraturan Kepala Daerah” telah menunjukkan tingkat progress realisasi,
namun demikian masih jauh dar berhasil dikarenakan kendala dan hambatan
antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dan Perda/Pergub dan
Keputusan Kepala Daerah.

2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub,
sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan
penguasaan tentang Perda/Pergub.

3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan
yvang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh
untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja

sangat kurang.

Masih adanya beberapa fakior yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat
pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, balk karena faktor
internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperiukan wakiu yang cukup dan
koordinasl yang baik. Dan seqi faktor internal yaitu masih terbatasnya dana yang
dialokasikan pada Satuan Polist Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di segi faktor eksternal
Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportas
seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap

untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagal upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh

langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai benkut

d.

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan
Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan

khususnya untuk pengembangan SDM.

. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan

Satpol PP

Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus
maupun Bimtek  bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.

Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.

Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dan Pemenntah untuk bisa
meakomodir kegiatan urusan wajb dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinera Instansi Pemerintah Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tnwulan Il tahun 2025 berdasarkan

Rencana Strategis (Rensira) dan Rencana Kinera (Renja) yang telah disusun

sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah

menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Trwulan |l sebesar Rp
12.429.577.5898 - darn total pagu anggaran sebesar Rp. 50.673.375.623 -. Capaian
kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1.
2.
3

Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana
dan persarana yang memadai;

Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional
dan handal dalam melaksanakan tugas,

Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik
pemerintah daerah;

Terwujudnya pelaksanaan tugas—tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional,
Pejabat Pusat dan tamu-tamu Megara dalam kegiatan yang bersifat Regional,

Masional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1:

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
melalui peningkatan berbagal sumber daya baik pengangaran, Sarana dan
Prasarana serta faktor pendukung lainnya.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesual dengan UU 23 tahun
2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar)
karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan

penuh terkait masalah anggaran.
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4 Melalui Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Paolisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tniwulan Il ini dapat
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya

sesual dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 20212026

Demikian Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIP)
triwulan 1l tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat
untuk diyadikan bahan sebagal bentuk pertanggung jawaban dan SKPD, tentunya
berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini
dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kntik sangat diharapkan sekaligus sebagai
bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 31 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BARU, 5.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIFP. 19700228 199803 1 007
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Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerna Tnwulan Il Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Semnng dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menten
Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang
Fedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbilitas dan Pergub No. 37 tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Ferangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun 2025 pada Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagal perwujudan
pertanggungjawaban kinerja

Dengan telah tersusunnya Laporan Trniwulan I, Satuan Polisi Pamong Praja
Frovinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinera

Trwulan H ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi
Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebailk mungkin,
walaupun demikian SAKIP 5Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
tidak teriepas dan kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang
dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalul koordinasi
dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Frovinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 serta dapat memberikan koninbusi dalam
Fenyelenggaraan Pemenntahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya
serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya , 13 Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,

BARU, S.Pd., M.5i.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007
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BAB |
KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsl Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang — Undang
No. 23 tahun 2014 Pasal 225 Satpol PP dibentuk untuk menegakan perda/pergub,
melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami
susun pernanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :
a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
melalul deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
seperti penangan unjuk rasa, Kkerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai
penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar
Rp. 150.639.000 - ( Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Rupiah) dari Pagu awal Rp. 111296124 - (Seratus Sebelas Juta Dua
Ratus Sembilah Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan
total Pagu sekarang Rp. 261937124 - (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan
sampal akhir Triwulan |l sudah terealisasi sebesar Rp. 98 337527 - (Sembilan
Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 47.381 000 -
(Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari
Pagu awalnya sebesar Rp. 115.382 905 - (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat ini
Rp. 162.763 905 - (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh

Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Tnwulan 1l sudah
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terealisasi sebesar Rp. 120.326.905 - (Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

¢. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna
memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan
nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesual dengan
kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 215.475.000 -
(Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 187.582.905 - (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta
Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dengan total
Pagu Rp. 403.057.905- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan [l sudah terealisasi
sebesar Rp. 403.057905- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Lima Rupiah).

d. Peningkatan Kapasitas SDM Safpol PP dan S3atlinmas termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
153.401.905 - (Seratus Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Sembilan
Ratus Lima Rupiah) dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 23.350.500 -
(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Pagu
Anggaran saat int Rp. 130.051.405 - (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu
Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan [l sudah
terealisasi sebesar Rp. 103.412 841 - (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Dua belas
Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

e. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan ada penambahan Anggaran
sebesar Rp. 51.360.000 - (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam FPuluh Ribu
Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 131.360.000 - (Seratus Tiga Puluh Satu
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan 11
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sudah terealisasi sebesar Rp. 45 334 650 - (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus
Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

f. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur.

Kegiatan inl dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di
Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 63.443.210,- (Enam
Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh
Hupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 40.530.000 -
(Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan total Pagu saat ini
sebesar Rp. 22 913.210 - (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu
Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan [l sudah
terealisasi sebesar Rp. 15.210.000 - (Lima Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah).

g. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan
penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 45.216.000 - (Empat Puluh Lima Juta Dua
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan mengalamal pengurangan Anggaran
sebesar Rp. 13.580.000 - (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah) dan total Pagu saat inl sebesar Rp. 31.636.000 - (Tiga Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan
lll sudah terealisasi sebesar Rp. 25.750.000- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat
di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 69667 385 - (Enam Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
dan mengalami pengurangan Anggaran sebesar Rp. 42.600.000 - (Empat Puluh
Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp.
27.267.365 - (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga
Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan Il sudah
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terealisasi sebesar Rp. 8 190.000 - (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah).

i. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 48.314.000.- (Empat Puluh Delapan Juta
Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan mengalami pengurangan Anggaran
sebesar Rp. 20.646.000 - (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp. 27466 000 - (Dua Puluh
Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir
Triwulan Il sudah terealisasi sebesar Rp.19.946 114 - (Sembilan Belas Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
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BAB II.
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Walaupun dar indikator sasaran“Melaksanakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
dan Peraturan Kepala Daerah” telah menunjukkan tingkat progress realisasi,
namun demikian masih jauh dar berhasil dikarenakan kendala dan hambatan
antaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dan Perda/Pergub dan
Keputusan Kepala Daerah.

2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub,
sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polist Pamong Praja akan
penguasaan tentang Perda/Pergub.

3. Kurangnya anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan
yvang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh
untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja

sangat kurang.

Masih adanya beberapa fakior yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat
pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, balk karena faktor
internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperukan wakiu yang cukup dan
koordinasl yang baik. Dan seqi faktor internal yaitu masih terbatasnya dana yang
dialokasikan pada Satuan Polist Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di segi faktor eksternal
Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportas
seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap

untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagal upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh

langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai benkut

d.

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan
Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan

khususnya untuk pengembangan SDM.

. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan

Satpol PP

Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus
maupun Bimtek  bagi personil/Anggota Satpol PP Provinsi Kalteng.

Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.

Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dan Pemenntah untuk bisa
meakomodir kegiatan urusan wajb dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinera Instansi Pemerintah Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan [l tahun 2025 berdasarkan

Rencana Strategis (Rensira) dan Rencana Kinera (Renja) yang telah disusun

sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah

menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Tnwulan [l sebesar Rp.
20437 858.642 - dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.673.375.623 -. Capaian
kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1.
2.
3

Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial;
Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana
dan persarana yang memadai;

Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional
dan handal dalam melaksanakan tugas,

Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik
pemerintah daerah;

Terwujudnya pelaksanaan tugas—tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional,
Pejabat Pusat dan tamu-tamu Megara dalam kegiatan yang bersifat Regional,

Masional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1:

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
melalui peningkatan berbagal sumber daya baik pengangaran, Sarana dan
Prasarana serta faktor pendukung lainnya.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesual dengan UU 23 tahun
2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar)
karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan

penuh terkait masalah anggaran.
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4 Melalui Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Paolisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tniwulan 1l ini dapat
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya
sesual dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 20212026

Demikian Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIP)
triwulan 11l tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat
untuk diyadikan bahan sebagal bentuk pertanggung jawaban dan SKPD, tentunya
berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini
dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kntik sangat diharapkan sekaligus sebagai
bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 13 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BARU, 5.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIFP. 19700228 199803 1 007
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Kata Pengantar

Puiji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
bimbingan dan anugrah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan amanat Undang-undang serta memperhatikan Peraturan Menteri
Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementas| Sistem Akuntanbilitas dan Pergub No. 37 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tala HKerja
Perangkat Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Pravinsi Kalimantan Tengah
pada Bab XXIX Pasal 649. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat sebagai perwujudan
pertanggungjawaban kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Triwulan IV, Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
narasumber yang telah banyak membantu hingga penyusunan Laporan Kinerja
Triwulan 1V ini.

Penyusunan Laporan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah diupayakan sebalk mungkin,
walaupun demikian SAKIP Satuan Polisi Pamong Fraja Provinsi Kalimantan Tengah
tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang
dihadapi, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi
dengan pelaksana kegiatan. Semoga SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 serta dapat memberikan kantribusi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya
sarta bangsa dan negara pada umumnya.

Palangka Raya, 6 Januari 2026
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KINERJA

A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansi

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Undang — Undang
Ne. 23 Tahun 2014 Pasal 225 Satpol PP dibentuk untuk menegakan perda/pergub,
melayani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah kami
susun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Meliputi kegiatan :
a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan pengawalan sebagai awal penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
seperti penangan unjuk rasa, kerusuhan massa. Kegiatan ini sebagai
penunjang semua kegiatan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar
Rp. 115.000.000- ( Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dari Pagu awal Rp
261.837.124,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan total Pagu sekarang Rp.
376.937.124.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan sampal akhir Triwulan 1V
sudah terealisasi sebesar Rp. 361.345.387 - (Tiga ratus Enam Puluh Satu Juta
Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Fenanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di Provinsi Kalimantan
Tengah. Pagu untuk kegiatan ini ada penambahan Anggaran sebesar Rp.
85.000.000.- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) darl Pagu awalnya sebesar Rp.
162 763.805.- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga
Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan total Pagu saat inl Rp. 247.763.905,-
(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV sudah terealisasi
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sebesar Rp. 230.224.445 - (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua ratus
Dua puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

Kegiatan ini di selenggarakan untuk Pembinaan teknis Operasional guna
memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan
nya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan
kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

Pagu kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 360.000.000 -
(Tiga Ratus Enam Fuluh Juta Rupiah) dari Pagu sebelumnya sebesar Rp.
403.057.905,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus
Lima Rupiah) dengan total Pagu Rp. 763.057.905,- (Tujuh Ratus Enam Puluh
Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) dan sampai akhir
Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 757.707.697,- (Tujuh Ratus Lima
Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Rupiah)

. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam

Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
130.051.405,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima
Rupiah) dan ada penambahan anggaran sebesar Rp. 338.058.6884 - (Tiga Ratus
Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan
Puluh Empat Rupiah) dan Pagu Anggaran saat ini Rp. 468.110.289,- (Empat
Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan
Puluh Sembilan Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi
sebesar Rp. 444 456 160 - (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus
Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan agar menjadi penunjang dalam melaksanakan
kegiatan tugas Satpol PP di lapangan. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.
131.360.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah) dan ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh
Juta Rupiah) dengan total Pagu saat ini Rp. 201.360.000,- (Dua Ratus Satu Tiga
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan |V sudah
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terealisasi sebesar Rp. 170.234 662 - (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan,
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap masyarakat di
Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu kegiatan ini sebesar Rp22.913.210- (Dua
Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)
dan mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp. 120.000.000 - (Seratus Dua
Puluh Juta Rupiah) dan total Pagu saat ini sebesar Rp. 142.913.210- (Seratus
Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh
Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp.
142 491,533,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Satu Ribu Lima ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

. Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan
penertiban non-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada dan tindakan administratif.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 31.636.000- (Tiga Puluh Satu Juta Enam
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan mengalamai Penambahan Anggaran
sebesar Rp. 120.000.000- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan total Pagu
saat ini sebesar Rp. 151.636.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus
Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah
terealisasi sebesar Rp. 151.128.405 - (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus
Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka mewujudkan Pelaksanaan,

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemnur terhadap masyarakat
di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 27.267.385 - Dua Puluh Tujuh Juta Dua
Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan
mengalami Penambahan Anggaran sebesar Rp, 60,000.000 - (Enam Puluh Juta
Rupiah) dengan total Pagu saat ini sebesar Rp 87.267.385,- (Delapan Puluh
Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima

Rupiah) dan sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp.
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86.477.929..- (Delapan Puluh Enam juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Dua Fuluh Sembilan Rupiah).

Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan layanan ini dilaksanakan dalam Rangka dampak dari Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat di Provins
Kalimantan Tengah.

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. . 27.466.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta
Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sampai akhir Triwulan IV
sudah terealisasi sebesar Rp.27.088.400,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A.Kendala dan Permasalahan

Walaupun dari Indikator sasaran“Melaksanakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
dan Peraturan Kepala Daerah” telah menunjukkan tingkat progress realisasi,
namun demikian masih jauh dari berhasil dikarenakan kendala dan hambatan
antaranya adalah;

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan
Keputusan Kepala Daerah.

2. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub,
sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan
penguasaan tentang Perda/Pergub

3. Kurangnya anagaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan
yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan maksimal, salah satu contoh
untuk pengamanan Pilkada, Karena itu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja

sangat kurang.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat
pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor
internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan
koordinasi yang baik. Darl segi fakfor imternal yaitu masih terbatasnya dana yang
dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di segi faktor eksternal |
Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung, salah satunya transportasi

seperti truk dan kendaraan patroli, sarana prasarana yang masih belum lengkap

untuk Satuan Polisi Pamong Praja Pravinsi Kalimantan Tengah.

LAporRe Kantn® Trwlan (V Tahus 2025



B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh

langkah-langkah / antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

4

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan
Pemerintah Pusal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan
khususnya untuk pengembangan SDM.

. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan Unit/Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan

Satpol PP.

. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Felatihan, Kursus

maupun Bimtek, bagi personil/Anggota Satpol PP Provins| Kalteng.

. Mengusulkan anggaran dana yang memadal untuk pelaksanaan kegiatan.

Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dari Pemerintah untuk bisa
meakomodir kegiatan urusan wajib dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

| T TR i L o _|"I O g T F S P .'?l'-u:l-'. 1



BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV tahun 2025 berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun

sebelumnya.

B. Capaian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja telah

menyerap anggaran Belanja Langsung (BL) pada Triwulan |V sebesar Rp.
35.102.459.152,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 38.990.385.948,-. Capaian
kinerja yang optimal tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

e
&
3,

Terwujudnya Ketentraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial|
Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur;
Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana
dan persarana yang memadai,

Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional
dan handal dalam melaksanakan tugas;

Terwujudnya pengamanan kantor, rumah dinas, bangunan vital dan aset milik
pemerintah daerah;

Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional,
Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regicnal,

Masional dan Internasional.

C. Rekomendasi

1.

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
melalul peningkatan berbagai sumber daya baik pengangaran, Sarana dan
Prasarana serta faktor pendukung lainnya.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan UU 23 Tahun
2014 Pasal 12 masuk dalam urusan pemerintahan wajib (Pelayanan Dasar)
karena itu sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mendapat dukungan
penuh terkait masalah anggaran.

LoAporie e L@ Tl fln | TN ZM=S
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4. Melalui Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Triwulan IV ini dapat
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya
sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026.

Demikian Laporan Sasaran Akuntanbilitas Kinarja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Triwulan |V Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dar| SKPD,
tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam
laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan sekaligus
sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.

Palangka Raya. 6 Januari 2026

T a Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

LAABorise Muodsv |3 Tidssalin 1Y TRawe. 2055
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Dasar

Kepada

Untuk

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website | https_satpolpp kalteng.go.id email : gakda polppkalteng@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 300.1/221/POL.PP

ek

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemenntahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat
dan Pelindungan Masyarakat:

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah;

7. Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 188 44/49/2013

Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMERINTAHKAN

Daftar Nama-nama yang tercantum dalam lampiran pada surat tugas ini:

Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi seria

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagar wujud

Penegakan Peraturan Daerah Frovinsi Kalimantan Tengah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,

Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Tugas dilaksanakan pada Han Selasa, Tanggal 9
Desember 2025.

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

3. Setelah selesal melaksanakan tugas agar menyampaikan hasilnya
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

4  Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini diadakan perbaikan

Drokumen ini felah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSHN).



sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Palangka Raya, 8 Desember 2025
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.5i.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan serifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH)



LAMPIRAN :

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURAT TUGAS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor - 300.1/221/POL PP
Tanggal - & Desember 2025
NAMA - NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS
JABATAN
NO. NAMA KET.
STRUKTURAL/ TUGAS
FUNGSIONAL
1 DEDI SETIADI, SE Flt. Kepala Bidang Penanggung
- | NIP. 19660721989101001 Penegakan Peraturan Daerah|  Jawab
NELLYANA, S.STP., M.Si. : Koordinator
2 | NIP. 198302142001122001 Repala Seisi pencaaian | e
FERDO HUTKRIANTO, SH : Koordinator
3. | NIP. 198508172010011008 Kepal Sole Rengawasan . | (o iaar i
4 | JAYA, SPd. M.Si Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
" | NIP. 196912301995121003 Madya
5 | SARAH, SE Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
" | NIP. 196709161999032006 Madya
Anggota
FRANYADI, A.Md . . _
6. NIP. 196904041998021007 Polisi Pamong Praja Penyelia
;| HATNO PRANOTO, S. Sos Polisi Pamong Praja Anggota
" | NIP. 197304212007011014 Ahli Muda selaku PPNS
g | SATELIT, S.Sos Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
| NIP. 197312232007011017 Mmuda / PPNS
g | ITACHRISTINA, SE Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
| NIP. 198305182010012005 Muda
TRIYONO = ; Anggota
100 NIE. 197003112007011017 Pengadministrasi Perkantoran
IPANSYAH i = Anggota
| NIP. 197410102007011026 Polist Famong Praja N
Anggota
SUDARMO R
12 NIP. 197411062007041014 Pengadministrasi Perkantoran
13 | RIZKI AULIA SYAHBANI, S.Sos Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
* | NIP. 199103042025041001 Pertama
14 | GUSTIRAHMAT FAJAR, SH. Polisi Pamong Praja Ahli Anggota

NIP. 189303052025041003

Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sedifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH)




ADITIA ARISTA, S.H

Paolisi Pamong Praja Ahli

Anggota

15 | NIP. 199711182025041003 Pertama
16 | HUMAIDI, SH. Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
- | NIP. 199910222025041002 Pertama
17 | DIKO DWI DARMAWAN, S.H Polisi Pamong Praja Ahli Anggota
- | NIP. 200104292025041004 Pertama
Anggota
HERI GALUNG, SH :
18 | NIPPPK 198611192025211024 | | cnata Layanan Operasional
Anggota
HERY KUSWARA, SH _
19| NIPPEK 199107252025211023 Penata Layanan Operasional
—
NI KADE LIONA DWI C., SH | o nggo
20. | NIPPPK_ 199308092025212038 | | enata Layanan Operasional
Anggota
RILANIWATI :
21| NIPPPK_ 197708142025212007 Pengelola Trantibum
Anggota
KRISOPRAS MARTIN P. .
22. | NIPPPK 198903222025211021 Pranata Trantibum
Anggota
DETRINA RUTNELA _
23 | NIPPPK. 199001012025212068 Franata Trantibim
Anggota
RADO GUNARSA E.F.ACEH :
24 | NIPPPK._ 199008072025211024 Pranata Trantibum
Anggota
SAMUEL :
25 | NIPPPK_ 199707022025211010 Pranata Trantibum
FEBY CHRITINA PAKPAHAN Anggota
26. | NIPPPK_ 199802222025212004 Frapeta Trnibun
57 | SHELA ARMENIA DESTYANA B R el Anggota
" | NIPPPK. 199809092025212003 engadministrast Ferkantoran
' Anggota
SISI ANDELA .
28- | NIPPPK_ 199809172025212001 Peanats Fantiam
5g | OPVIE HELMIA JELITA PUTRI o Anggota
- | NIPPPK. 190002092025212007 Pengadministrasi Perkantoran
a0, | FEBRY YOLY _ Anggota
- | NIPPPK_200002172025212006 Pranata Trantibum
41 | RIKOKIORI WATAMIKA y e Anggota
- | NIPPPK_200003242025211009 ranata Trantibum
ap | HENGKIPRANAJAYAAPANEO | . ... .. . Anggeta
* | NIPPPK_ 199009062025211008 Slicaiiiie s o bbb
Anggota
33 WLHAIRAD AL L 5. kom Pranata Ahli Humas

NIF. 199908162025041006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sedifikat elekironik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH)




Anggota

BIO SETIA PRATAMA - '
34 NIP. 200210212025041002 Polisi Pamong Praja Pemula
' DEAN SON | Anggota
35 NIM. 23%‘?2?]? UREE' ANSER Mahasiswa Universitas PGRI a8
Anggota
36. m,”gggﬁg‘gz Mahasiswa Universitas PGRI
97 STENLI Mahasiswa Universitas PGRI Anggota

NIM. 2367201001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sedifikat elekironik

FPalangka Raya, 8 Desember 2025

KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M. 5i.

Pembina Utama Madya (IV/id)
NIP. 187002281998031007

yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH)




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

Website : https://satpalpp kalteng.go.id Email : kalteng.polpp@@gmail.com
DAFTAR HADIR ANGGOTA
Hari Selasa
Tanggal 8 Desembser 2025
Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan
Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5§ Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan
Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
NO TANDA
B NAMA JABATAN TANGAN
1 2 3 4 /7
y DEDI SETIADI, SE Pll. Kepala Bidang
* | NIP 19660721989101001 Penegakan Peraturan Daerah \L
' NELLYANA, S.STP., M.Si.
| 2. | NIP. 198302142001122001 Kepala Seksl Penegakan
FERDO HUTKRIANTO, SH . /
3 | NIP. 198508172010011008 Ropet Sews TengAasn ( m/
S L] . —_
R i
JAYA, 5.Pd., M.Si : i g
4. NIP. 186912301995121003 Polisi Pamong Praja Ahli Madya
SARAH, SE — ; ; ;
5 | NIP. 198709161999032006 Polisi Pamong Praja Ahli Madya W
i o . s M
FRANYADI, A.Md " ; J
6. NIP. 196504041898031007 Polisi Pamong Praja Penyelia Ar
2 HATNO PRANOTO, S. Sos Polisi Pamong Praja
" | NIP. 197304212007011014 Ahli Muda selaku PPNS
= = L
8 SATELIT, S.Sos Polisi Pamong Praja Ahli Mmuda / (
" | NIP. 187312232007011017 PPNS
ITA CHRISTINA, SE - N %
9. | NIP: 198305182010013005 Polisi Pamong Praja Ahli Muda M’IY/
TRIYONO . ; |
| ) |
10| NIP. 197003112007011017 [ FeRECHTRINTSLT- SR t“d@
IPANSYAH ; . -
M | NiP. 197410102007011026 FOMERITIONG - ga: St ﬁﬁé"‘/"ﬂ‘
SUDARMO o -
12. NIP. 197411062007011011 Pengadministrasi Parkantoran g,-
13, | RZKIAULIA SYAHBANL $:508. | o Prja Ani Petams 412/




GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H.

%.

14, NIP. 199303052025041003 Polisi Pamong Praja Ahli Pertama |
15. :Eﬂ;;‘:ﬁg’azsﬁg1ma Polisi Pamong Praja Ahli Pertama M
16. ::éﬁég;1ggznm1 i Polisi Pamong Praja Ahli Pertama % ;
% W gl o _ l;l-:ul-isi Paﬁm;g Praja Al Pertama -
18. :E?F?l{gelﬁ ?Szﬂzsm 1024 | Penata Layanan Operasiona
MFETTC I PR———— 7 5
20. ::Fﬁ?{E 1” ggaﬂu?;ggzcsé?zl:m Penata Layanan Operasional /’w./
21. | NIPPPK 167708142025212007 | Pengelola Trantibum Vﬂ v |
2 [KSOPRASMARINE. 1 | Pronata et Kl
. Eﬁ:ﬁzﬁggﬂgguzszuusa Pranata Trantbum | 'Q‘m o
20 RADO SUMREA EFAGEH, | prants Tt #
7
4% %:#P% 169707022025211010 | Franata Trantibum |
26, | Y CHRITINA PAKPAHAN, | Pransta Tasbun (4
27, |SHELA ARMENIA DESTYANA | oo oiiricrag; arkantoran e
_23' sh‘lﬁi;jrs 60800172025212001 | Pranata Trantioum _j@f
_;_?df;!i;ﬁg;ﬁ%g%% Pengadministrasi Perkantoran @U.U/

30. :IIEF'BF'HI.:;(YEEEEDETTEGZEEHUM Peanata Trantioaw % | |
1. |RNOKORIWATAMIA. | o T |

HENGKI PRANAJAYA
32. | A.PANEO Pengadministrasi Perkantoran

NIPPPK. 189009062025211008 )
sy | MUMAMMAD ALLSLION | prana An Hums p B
I, A 1002 Polisi Pamong Praja Pemula ' ?
35, | A Ry NOERSON | Mahasiswa Universitas PGRI % ‘




36. :ﬁ?%ﬁ% Mahasiswa Universitas PGRI n,%
37. STENLI Mahasiswa Universitas PGRI

NIM. 2367201001

Plt. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah,

DEDI SETAIDI, SE
Pembina (I\V/a)
NIP. 1866072218B9101001




PEMERINTAH PROVINS] KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat ; JI. Yos Sudarso Mo. 008 Palangka Raya 73112
website | hitps, satpolpp kalteng go ld email | gakda polppkaiteng@gmail com

LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROL!I PENGAWASAN DAN DAN SOSIALISASI
SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN DAERAH SEBAGAI WUJUD
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH NOMOR &
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

A. Pendahuluan

1. Umum

Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang
aman, damai, tertib dan tenteram melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor @ 300.1/221/POL.PP Perihal melaksanakan
kegiatan patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan atas pelanggaran
Peraturan Daerah sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor § tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Rabu, tanggal 8 Desember 2025

2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamang Praja;

¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

d. Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur
Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

e. Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat,

f Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah;

g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/45/2013 tentang
Petunjuk Teknms Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengabh;



h. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP, tanggal 09 Desember 2025
Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan Dan Dan Sosialisasi
Serta Penenganan Atas Pelanggaran Daerah Sebagai Wujud Penegakan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor § Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,
dan Pelindungan Masyarakatdi Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah.

. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti perintah pimpinan
melalui surat tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor @ 300.1/221/POL.PP fanggal 09 Desember 2025. Perihal
melaksanakan kegiatan patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan
atas Pelanggaran Daerah sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakal dan Pelindungan Masyarakal di wilayah
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

. Kegiatan yang dilaksanakan

. Anggota Satuan Polisi Pameng Praja Provinsi Kalimantan Tengah bersama
seluruh anggota Bidang Penegakan Perda yang terlibat dalam Surat Tugas
Kepala Satuan dengan nomor : 300.1/221/POL.PP. Melaksanakan Kegiatan
Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengabh.

. Pukul 08.00 WIB dilaksanakan Breafing/Pengarahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dilapangan sekaligus pembagian anggota Tim seria
pembagian jalur-jalur yang akan dilaksanakan patroli pengawasan disampaikan
oleh Kepala Seksi Penegakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
patroli pengawasan dan sosialisasi serta penanganan atas Pelanggaran Daerah
sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota
Palangka Raya, dilaksanakan penanganan media luar ruang, Pedagang Kaki
Lima, sosialisas: kepada pelajar dan warga masyarakat.

. Tim Patroli Jabatan Fungsioanal Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Jaya, S Pd.,
M.Si selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya pada Bidang Penegakan Perda,
melaksanakan Patroli Pengawasan dan Penanganan atas pelanggaran Perda
di area seperti di JI. S. Parman Taman Tugu Soekarmno, Pesanggrahan Isen
Mulang, JI. Brigjend Katamso, Ji. DI. Panjaitan, JI. Ir. Juanda, JI. Let. Jend.
Soeprapto, JI. Gajah Mada, JI. W.Sudirchusodo, Stadion Sanaman Mantikei, Ji.
Ahmad Yani Palangka Raya, JI. Temanggung Tilung area Pameran, Gudang
Aset Pemda Jalan G obos dan M Thambrin Palangka Raya.

. Tim patroli Jabatan Fungsional melaksanakan Patroli Pengawasan di seputaran
Jl. §. Parman menemukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan pagar
Pesanggarahan Isen Mulang yang berjualan BBM eceran seperti Pertalite dan



Pertamax padahal sebelumnya sudah ditegur, ditindak dan disita barang
dagangan, petugas menghimbau kepada Pedagang Kali Lima tersebut agar
segera memindahkan barang dagangannya karena berjualan pada tempat yang
tidak sesuai denga peraturan yang berlaku, petugas juga memberikan arahan
dan penjelasan kepada Pedagang Kali Lima Ini agar dapat menjaga kebersihan
dan keamanan disekitar lokasi dan tidak menumpuk barang dagangan di dalam
pagar pesanggarahan Isen Mulang Palangka Raya.

5. Tim Jabatan Fungsional melaksanakan patroli pengawasan di seputaran Ji. W.
Sudirchusodo, Stadion Sanaman Mantikei dan Jalan Ahmad Yani memberikan
memberikan sosialisasi dan arahan kepada Masyarakat dan Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani agar dapat menjaga
kebersihan dan keamanan di sekitar lokasi tersebut dan tidak membuang
sampah sembarang di lokasi Sanaman Mantikei, tim juga menemukan pelajar
yang sedang berolahraga di lokasi tersebut petugas memberikan arahan agar
para pelajar apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan olahraga agar
segera kembal ke lingkungan sekolahnya masing-masing.

6. Setelah itu tim melanjutkan patroli ke area Pameran Temanggung Tilung pada
lokasi ini kembali petugas memberikan arahan kepada pelajar yang ditemukan
dilokasi agar kembali ke sekolah apabila jam sekolah belum selesai dan agar
segera pulang kerumah apabila memang sudah pulang sekolah, kemudian tim
kembali melanjutkan patroli ke Gudang Aset Pemda di Jalan G, Obos dan Jalan
Tambrin Palangka Raya.

. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan Patroli Pengawasan, Sosialisasi, dan Penanganan
Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor
300.1/221/POL.PP, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2021 di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Dibawah kepemimpinan Bapak Jaya, S Pd., M.Si, kegiatan ini mencakup area
strategis seperti JI. S. Parman, Taman Tugu Soekarno, Pesanggrahan Isen
Mulang, Stadion Sanaman Mantikei, serta sejumiah ruas jalan utama lainnya. Tim
Jabatan Fungsional berhasil memberikan arahan kepada pedagang kaki lima
mengenai kewajiban menjaga kebersihan, menertiibkan kembali aktivitas
pedagang BBM eceran yang sebelumnya telah ditindak, serta menyampaikan
sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar terkait larangan bolos sekolah dan
pentingnya menjaga ketertiban. Seiain itu, pengawasan terhadap aset-aset milik
daerah juga lerlaksana dengan baik, disertal penguatan edukasi mengenai
kebersihan dan keamanan di kawasan publik seperti depan Gedung Tambun
Bungai dan lingkungan Pameran JI. Temanggung Tilung, Gudang Aset Pemda JI.
G. Obos, serta JI. M. Thamrin. secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada
terciptanya kondisi lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan terarah sesuai
ketentuan Peraturan Daerah.

. Kesimpulan dan saran

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Melaksanakan Kegiatan Palroli Pengawasan, Sosialisasi, dan Penanganan
Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor



300.1/221/POL.PP, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor
5§ Tahun 2021 di wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta menjalankan tugas
dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah. Disarankan agar patroli dilakukan lebih rutin pada
jam rawan pelanggaran, sosialisasi kepada pedagang, pelajar, dan warga
ditingkatkan melalui penyampaian langsung atau media sederhana, serta
penanganan pedagang BBM eceran dilakukan dengan tegas dan konsisten.
pengawasan asel daerah sebaiknya dilakukan berkala, kerja sama lintas instansi
diperkuat, dan kebersihan area publik dijaga melalui penyediaan tempat sampah
serta kesadaran bersama masyarakat dan pedagang.
E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagal bahan
laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindak lanjut bentuk pelaksanaan tugas
yang diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut

Dibuat di . Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Polisi Pamong Praja Ahli Madya,

JAYA, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IVic)
NIP. 196912301995121003
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PADA SATUAN

Pelaksana Kegiatan

Hari/Tanggal

Nama Kt—:-gnat:an_

“Tem pat

KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

' JAYA, S.Pd., M.Si selaku Polisi Pamong Praja Ahli
\Madya dan anggota Bidang Penegakan Peraturan
| |Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
|Kalimantan Tengah

. |Selasa, 9 Desember 2025

: [Melaksanakan  Kegiatan Patroli  Pengawasan,
Sosialisasi dan Penanganan Pelanggaran Peraturan
Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor

| 300.1/221/POL.PP Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

- |JI. S. Parman, Taman Tugu Soekarmno, Pesanggrahan
lIsen Mulang, Stadion Sanaman Mantikei, JI. G. Obos,
‘Jl. Temanggung Tilung, JI. Thamrin Palangka Raya dan

| beberapa area strategis lainya.

Lampiran

‘ . |Foto Pelaksanaan Kegiatan
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LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI
SERTA PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI
WUJUD PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS| KALIMANTAN TENGAH.

A. Pendahuluan
1. Umum

Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang
aman, damai, tertib dan tenteram melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1/221/POL.PP Perihal Melaksanakan

Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas
Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di

Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 20235.

2. Landasan Hukum

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat;

f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan.



g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat,

h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

i. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor @ 188.44/49/2013 tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah,

. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021,

Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 300.1/221/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan

dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai

wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalmantan Tengah Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman

Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal

9 Desember 2025.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindaklanjuti Perintah Pimpinan
berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 300/413/Pol PP/2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli
Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagai wujud Penegakan Peraluran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada han
Selasa, tanggal 9 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dari Bidang
Penegakan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Bpk. FERDO HUTKRIANTO,
S.H selaku Polisi Pamong Praja Penata Tingka | memberikan arahan perihal
kegiatan patroli yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025.

2. Kegiatan ini merupakan patroli ke beberapa lokasi yang telah ditentukan di wilayah
kota Palangka Raya, yailu beberapa jalan seperti jalan Tjiik Riwut |
Tingang,Rajawali, Antang, Bukit Keminting, Bundaran Garuda Bukit Raya Sangga
Buana Lawu Serta J| Yosudarso

3. Anggota Satuan Polist Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan
kegiatan patroli untuk melakukan kegiatan pengawasan sterilisasi parkiran di bahu
jalan di sekitar area jalan (Tjilik Riwut ) dan tidak ada ditemukan pelanggar yang
Reklame.Spanduk dan Baliho tersebut,



4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan
kegiatan patroli ke jalan Antang dan melakukan Patroli Reklame Spanduk dan
Baliho . Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan Terhadap
Ketertiban Masyarakat

5 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan
kegiatan patroli ke area jalan Rajawali dan Tingang anggota menenukan beberapa
spanduk dan beberapa baliho yang masih terpasang di Tiang listrik dan Pohon
dikarenakan sangat menggagu pemandangan dan menghalang penglihatan
pengendara motor atau mobil yang melewati jalan Fasilitas Umum tersebut.

6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan ke
daerah yang sudah di tentukan dan ditemukan pedagang yang melebihi batas
berjualan (jalur hijau) di jalan Rajawali Bpk. FERDO HUTKRIANTO S.H selaku
PPNS Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perningatan agar dapat
memindahkan barang dagangan nya ke dalam area yang diperbolehkan.

7. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan
kegiatan patroli ke area jalan Bukit Keminting dan Bundaran Rajawali ditemukan
beberapa spabuk dan Baliho dan bendera yang masih Melekat/Terpasang di Tiang
dan Pohon di bahu jalan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga
menghimbau untuk memperhatikan sampah dagangan agar tidak berserakan.

8. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan
kegiatan patroli dari Bukit Raya, Sangga Buana, Lawu sampai Jalan Yosurdarso
dan di temukan Beberapa Spanduk yang masih Banyak Melekat/Terpasang dari
Muara Bukit Raya, sangga Buana, Lawu sampai || Yosurdarso. Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. langsung mengeksekusi
Spanduk dan Baliho tersebul sampai Tidak tersisa dari area Jalan Bukit Raya.

9. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mejalankan
tugas patroli pengawasan, sosialisasi serta penanganan media luar ruang yang
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2021 dengan kondusif
tanpa ada hambatan dan halangan yang mengganggu dilapangan.

. Hasil yang dicapai

Hasil dari melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sosialisasi serta penanganan
media luar ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 2021 di
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan ini menemukan beberapa
pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 sehingga
diberikan peringatan agar dapat memindahkan barang jualan nya di area yang
diperbolehkan.



D. Kesimpulan dan Saran

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dari Bidang
Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sosialisasi
serta penanganan media luar ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 5§ Tahun 2021 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjalankan tugas
dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Anggota Satua Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Penutup
Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan
laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindaklanjut bentuk pelaksanaan tugas yang
diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal . 10 Desember 2025
Kepala Seksi Pengawasan,

FE ANTO S.H
Penata Tingkat | (Ill/d)
NIP. 19850817 201001 1 008
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KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pelaksana Kegiatan : | FERDO HUTKRIANTO S.H Kepala Seksi Pengawasan Selaku
(PPNS) dan Anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

HarilTanggal : | Selasa, 9 Desember 2025, Jam 08.00— 11.00 WIB

Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi
serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi
Nama Kegiatan - | Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tempat : | Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengabh.

Lampiran : | Foto Pelaksanaan Kegiatan.
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LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DIWILAYAH
KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan
1. Umum
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP, tanggal 8 Desember 2025 Perihal
Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan
Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di
Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja,

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praija,

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat,

e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat
dan Pelindungan Masyarakat;

f Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah
Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah:

g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021;

i Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL PP Perihal Melaksanakan
Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas



Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di
Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 8
Desember 2025;

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan lugas ini sebagai langkah menindaklanjuti Perintah Pimpinan melalui
Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 300.1/221/POL.PP, Tanggal 8 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang
Penegakan Peraturan Daerah yang terlampir dalam surat tugas Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300.1/221/POL.PP
Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan
Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Keteriban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di
Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Sebelum Melaksanakan Kegiatan berkumpul di Halaman Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengarah terlebih dahulu
yang diberikan oleh Kepala Seksi Penegakan dan Kepala Seksi Pengawasan.
Kegiatan ini dibagi menjadi 3 Tim dengan menggunakan 3 Kendaraan Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Tim Seksi
Penegakan yang dipimpin oleh lbu Nellyana, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi
Penegakan, Tim Seksi Pengawasan yang dipimpin oleh Bapak Ferdo Hutkrianto,
S.H selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Tim Jabatan Fungsional yang dipimpin
oleh Bapak Jaya, S.Pd., M.Si selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya

Kegiatan ini difokuskan kepada Aset Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
serta Media Luar Ruang yang berada di posisi yang tidak pada peruntukannya. Tim
Seksi Penegakan yang dipimpin Ibu Nellyana, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi
Penegakan Melakukan Patroli di Wilayah Kota Palangka Raya seperti di Jalan Yos
Sudarso, Jalan Galaxi, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan C. Bangas, Jalan Beruk
Angis, Jalan Damang Batu, Jalan Nyai Udang, Jalan Raden Saleh dan Jalan
Hasanudin.

Pelaksanaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Paragraf 5 tentang Tertib dan Tenteram
Lingkungan Pasal 12 Setiap Orang dilarang huruf d Mencoret-coret, menulis,
melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/rekiame di dinding/tembok,
jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, pohon,
kendaraan umum dan sarana lainnya.

Dari hasil Patroli yang dilakukan anggota menertibkan Media Luar Ruang yang
terpasang di Tiang Listrik dan Pohon dikarenakan Pemasangan yang cukup tinggi
serta pengikat yang menggunakan kawat membuat beberapa media luar ruang
yang cukup sulit dilepas. Anggota menertibkan media luar ruang dengan
menggunakan peralatan yang dibawa seperti Tangga, Linggis, Palu dan Tang.
Hasil Kegiatan yang dilakukan angota berhasil menertibkan sebanyak 104 Media
Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.



C. Hasil yang dicapai

Anggota Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan
Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini
dilaksanakan agar dapat terciptanya Kota Palangka Raya yang Aman, Tertib, Bersih
dan Indah.

D. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari Tim Seksi Penegakan Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan
Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
berhasil menertibkan sebanyak 104 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada
peruntukannya,

E. Penutup
Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan
laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindaklanjut bentuk pelaksanaan tugas yang
diberikan Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 Desember 2025
Kepala Seksi Penegakan,

NE ANA, S.5TP., M.Si
PemBina (I\V/a)
NIP. 198302142001122001
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KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pelaksana Kegiatan

NELLYANA, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan
Daerah.

HarifTanggal

Rabu, 9 Desember 2025.

Pukul

08.00 WIB s.d. 11.00 WIB

Nama Kegiatan

Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan
Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tempat

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran

Foto Pelaksanaan Kegiatan.







Dasar

Kepada

Untuk

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamal | JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website - hitps salpolpp kalteng godd emall : gakda,polppkalleng@amall.com

SURAT TUGAS

Nomor : 300.1/233/POL.PP

—

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat
dan Pelindungan Masyarakat;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah:;

7. Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah MNomor 188.44/48/2013

Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan

Polisi Famong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMERINTAHKAN :

Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran pada surat tugas ini:

: Melaksanakan HKegiatan Patroli Pengawasan dan  Sosialisasi  serls

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nemeor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat di Wiayah Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dilaksanakan pada Hari Senin s.d. Sslasa,
tanggal 15 s.d 16 Desember 2025 Pukul: 0B.00 WIB s.d selesai.

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab:;

3. Setelah selesal melaksanakan tugas agar menyampaikan hasilnya
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Dokurrien i telsh ditandatangant secars efektronlk mengguriakan sarlifkat elakdronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikas! Ekckironik (BSE), Badan Slber dan Sandi Megara (BESEN),



Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab,

Palangka Raya, 15 Desember 2025
KEPALA SATUAN,

BA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197002281898031007

Dokumen ink kxlah dilandzlangan| secara alekironik manggunzkan sartifikat elektranik
yang ditebilan olah Balal Besar Sartifkasi Elakiranik (BSrE), Badan Siber dan Sand| Megara (BSSN),



NIP. 199910222025041002

Pertama

LAMPIRAN : SURAT TUGAS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor . 300)1/233/POLPP
Tanggal . 15 Desember 2025
NAMA - NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS
JABATAN ]
NO. NAMA STRUKTURAL/ : .
FUNGSIONAL g
1 DEDI SETIADI, 5.E. Flt, Kepala Bidang Penegakan |Penanggung
© | NIP. 198607221988101001 Peraturan Daerah Jawab
NELLYANA, S.STP., M.SI. ] Koordinator
2. | NIP. 198302142001122001 Kepala Seksi Penegakan || oo |
5 | FERDOHUTKRIANTO, S.H. Kepala Seksi Pengawasan | Koordinator
" | NIF. 198508172010011008 CRAS SR Fer Lapangan Il
A, ‘rflf‘l;" ﬁ‘aﬁgﬁgé’}?&s i Polisi Pamong Praja Ahli Madya| Anggota
T oo L — 006 Polisi Parmong Praja Ahli Madya| Anggota
FRANYADI, A.Md. o J i
6. NIP. 19690404 19':5138[}3 1007 Folisi Famang Praja Penyelia Anggola
;| HATNO PRANOTO, S. Sos. Palisi Pamong Praja Ahli Muda (-
© | NIP. 197304212007011014 selaku PPNS nggota
3 SATELIT, 5.50s. Polisi Famong Praja Ahli Muda |
© | NIP. 197312232007011017 selaku PPNS 9g
. :Lgﬁgg;ﬁ;ﬁgé? DET 1008 Polisi Pamong Praja Ahli Muda Anggota |
; . |
A [l N— Pengadministrasi Umum | Anggota |
11. ::;;N? E:I;"ﬁ?m 02007011026 Polisi Pamong Praja Terampil Anggota |J
ARMO. o L ‘
12.| Nip. 197411062007011011 Pengecrminiairas Umum' | Anggota
8. Hrﬁﬁrg;aonhzzznnﬁmmm | Polisi Pamong Praja Pelaksana | Anggota
14, | RIZKI AULIA SYAHBANI, 5.Sos, Polisi Pamong Praja Ahli <
* | NIP. 199103042025041001 Pertama nggota
i | GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H, Polisi Pamong Praja Ahii i
| NIP, 189303052025041003 Pertama nggota
18 ADITIA ARISTA, S.H. Polisi Pamong Praja Ahli A
" | NIP. 199711182025041003 Pertama nggota
MUHAMMAD AL, 5.1.Kom. , -
17, NIP. 199908162025041006 Pranata Humas Ahli Pertama Anggnta
1g | HUMAIDL, S.H. Polisi Pamang Praja Ahll Koisdiath

; Du_i:l.rmen inl tedah difandatangani secara elektronik mengeunakan serifikat elokironik
vang dilerbitkan olek Balai Besar Serfiflkasi Elekirenik {BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM),




MUHAMMAD ANDI AL H., S.H.

Palisl Pamong Praja Ahli

NIFPPK. 199902092025212002

Pengadministrasl Perkantoran |

19| NIP. 20004242025041005 Pertama Anggota
20, DIKO DWI DAﬁMAWAM, S.H. Polisi Pamong Praja Ahll Anggota
NIP. 20010425202504 1004 Pertama
21, mﬁﬁc":g;‘a;%g&uﬁzd 1002 Polisi Pamong Praja Pemula Anggota
22 ﬁ;ﬁ;ﬂ"ﬂ;;?m 320211016 Penata Layanan Operasional Anggota
23, Hﬁgpiﬂ:";ﬁ';?; 159'26252 11024 Penata Layanan Operasional | Anggota
L
24 :FPTJ::HISQ;%%S,ESE;;E;EHUEE Penata Layanan Operasional | Anggota
25, H:PK;?{E 1";;3%:@2%&552?203 4 Penata Layanan Operasional | Anggota
26. ﬁﬁ;&ﬁ;&;‘;’;‘;&;; 1618 Penata Layanan Operasional | Anggota
27, ﬁ:;‘;EKM?; ;}SBT:E 025212007 Pengelola Trantiburn Anggota
2| erf E}Eﬁ‘:ggr;:;?g:ﬁ 1021 Frahela Tranihdm Anggota
|
24 rﬂﬁ:ﬁ:ﬁg:?gﬁlz_;ﬁznzﬂm e e
30. ﬁfﬁggﬂﬁfgg%ﬁ:;;;;ﬁ%gq Pranata Trantibum Anggota
i g%@:ﬁ?ﬁéﬁﬂﬂﬂdmﬁm 1011 Pranata Trantibum Anggota
e mal:'rgfchggm?ﬂzzuzsm 1010 Frsinet Tramitim G
3. | NIPPPK, 199802222025212004 Pranata Tranbum | A"99Cta
3 ﬁ:ﬁ::m?wﬂggeﬁzﬂzszmw Feansta Trantibum | P
R T Pranata Trantibum | Agsta
o | R, oo | et | o
7 | wenme g?;:gggdznz 5211003 Fiaeeitel Tranibuen S
38. ﬁﬁiﬁﬂrg'ggg;gg;%g?g&; Pengadministrasi Perkantoran ‘ Anggata
1o, | OPVIE HELMIA JELITA PUTRI. i —

: Dokuman ini telah ditandatangani saoera elektronik miEngounakan sarlifikat elekironik
yang diterbltkan cleh Balai Besar Sertilkasi Elaktranik {BSrE), Badan Slber dan Sand| Megara (BSSH),




Palangka Raya, 15 Desember 2025
KEPALA SATUAN,

R
T o 4

BARU, S.Pd., M.5i
Pembina Wtama Madya (IV/d)
NIP. 197002281998031007

Diokurnen ini talah ditindatangan] secara slekironik mengaunakan serifkat elekironik
yang diterbitkan olah Balai Besar Sertiikasi Elekironik [BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSH),



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat - JI. Yos Sudarsa No. 008 Palangka Raya 73112

website ; hitps.satpelpp kalteng.go.id email | gak kalten mall.com
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LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN  UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH

KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins| Kalimantan

Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025 perihal melaksanakan
kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamaong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan

b.

Pelindungan Masyarakat,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong

Praja;
e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat

dan Pelindungan Masyarakat,
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor €0 Tahun 2024 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
h. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013 tentang

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah,
Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januari 2021,



i, Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pemong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025
perihal melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya, Provins| Kalimantan

Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan tugas inl sebagai Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
sebagai penegak perda sesuai peraturan perundang-undangan melalui Surat
Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
300/220/POL.PP, tanggal 15 Desember 2025 perihal melaksanakan kegiatan
Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang
Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan,
Sosialisasi, serta Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kota
Palangka Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada
tanggal 15-16 Desember 2025. Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan,
seluruh anggota mengikuti pengarahan di Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Pengarahan ini bartujuan untuk memberikan
pemahaman terkait teknis pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, serta rute
patroli yang akan dilalui. Kegiatan pengarahan dipimpin oleh unsur Pimpinan pada
Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Pengarahan ini unsur pimpinan
menyampaikan hal-hal yang menjadi SOP dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan
kegiatan, dalam pengarahan tersebut Ibu Nellyana, 5.8TP., M.Si oleh Pit. Kepala
Bidang Bpk.Dedi Setiadi, SE. untuk mengatur dan membagi anggota sebagai
pelaksana dilapangan ke dalam 2 (dua) tim serta menetapkan rute kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing tim dengan pendampingan langsung dari
unsur pimpinan yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Sebelum pelaksanaan kegiatan utama berupa Patroli Pengawasan, Sosialisasi,
Serta Penanganarn, anggota Bidang Penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu
melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan pihak Kecamatan Sebangau,
Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan Jekan Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyamakan persepsi, membangun komunikasi yang efektif, serta
mendiskusikan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan, termasuk pola
patroli, metode sosialisasi kepada masyarakat, dan langkah-langkah penanganan
di lapangan. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan secara tertib, terkoordinasi, sesuai kewenangan masing-masing serta
tidak terkesan mendahului pihak terkait.

Setelah koordinasi dengan Pihak Kecamatan, Anggota Bidang Penegakan
Peraturan Daerah melanjutkan pelaksanaan kegiatan Patroli Pengawasan,

Sosialisasi, Serta Penanganan atas bebsrapa media luar ruang yang dipasang
tidak sesuai ketentuan, Dalam kegiatan tersebut anggota menemukan beberapa
media luar ruang atau reklame yang tidak sesuai ketentuan, seperti terpasang
pada pepohonan, tiang listrik, serta yang telah kedaluwarsa. Adapun rute yang
dilalui oleh tim seksi penegakan adalah pada ruas-ruas jalan Protokol dan jalur



jalan utama penghubung dengan Kabupaten yang masih masuk dalam lingkup
dalam Kota Palangka Raya seperti di Jalan Imam Bonjol terdapat & reklame yang
ditertibkan, di Jalan Patih Rumbih 1 reklame yang ditertibkan, di Jalan Uria Mapas
2 reklame, di sepanjang ruas Jalan RTA Milono ditertibkan 50 reklame, dilanjutkan
dengan arah Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar berhasil menertibkan 62 reklame
dan anggota juga mengamankan reklame dan Umbul-umbul salah satu Rumah
Makan dan Mini Market yang dipasang tidak pada peruntukannya. Berdasarkan
hasil dari seluruh kegiatan ini anggota berhasil menertibkan dan mengamankan
sebanyak 121 buah reklame yang melanggar aturan dan yang sudah kedaluwarsa.

4. Selain kegiatan Penanganan Penertiban Reklame di Wilayah Kota Palangka
Raya, Anggota juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memasang
reklame atau pun media luar ruang lainnya seperti di pepohonan dan pada tiang-
tiang listrik, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang
Tertib dan Tenteram Tata Ruang bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan
ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa IZin
dan Pasal 27 tentang tentang tertib dan tenteram jalur hijau, taman dan tempat
umum bahwa setiap orang dilarang memasang, menempelkan dan
menggantungkan benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada,
pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada ditempat umum, Harapannya
dari kegiatan ini Satpol PP ikut serta sebagai garda terdepan dalam menciptakan
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang tertib dan tenteram dan
tercipta sebagal kota yang bersih dan indah.

5. Selain kegiatan penertiban media luar ruang, anggota juga menegur secara
humanis kepada beberapa pedagang asongan yang berada di lampu merah di
jalur jalan Protokol serta beberapa oknum masyarakat yang berjualan di jalur jalan
RTA. Milono yang menempatkan lapak jualan yang berada bahu jalan yang
termasuk jalur hijau, anggota meminta masyarakat untuk memindahkan
dagangannya dari area tersebut dan respon masyarakat cukup baik dan pada saat
tersebut memindahkan sendiri lapak dagangannya.

C. Hasil yang dicapai
Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan ketertiban di wilayah Kota Palangka

Raya, para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telan
melaksanakan kegiatan pengawasan, sosiglisasi, serta penanganan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut, para anggota berhasil menertibkan dan mengamankan
sebanyak 121 buah reklamef/media luar ruang yang telah kedaluwarsa serta yang
dipasang pada pohon dan tiang-tiang listrik. Jenis pemasangan tersebut dinyatakan
melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021,

Selain tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, keberadaan reklame-reklame tersebut
juga dinilal mengganggu kenyamanan, keindahan, serta keselamatan lingkungan
perkotaan di Kota Palangka Raya. Penertiban ini menjadi bagian dari komitmen
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan ruang publik yang tertib,
aman, dan estetik.



D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa patroli

pengawasan, sosialisasi, dan penanganan ketertiban umum oleh anggota Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik
dan sesuai sasaran. Anggota berhasil menertibkan sebanyak 121 buah reklame/media
luar ruang yang melanggar ketentuan, khususnya pemasangan pada pohon, tiang
listrik, serta reklame yang telah kedaluwarsa, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2021. Kegiatan ini juga disertai dengan imbauan langsung kepada masyarakat
agar tidak melakukan pemasangan reklame secara sembarangan demi menjaga
estetika dan kenyamanan kota. Selain itu, anggota juga menghimbau masyarakat untuk
tidak melanggar aturan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

E. Penutup
Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan

laporan kepada Pimpinan serta sebagai tindaklanjut bentuk pelaksanaan tugas yang
diberikan Pimpinan dan selanjutnya dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk

pelaksanaan lebih lanjut.

Dibuat di . Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Kepala Seksi Penegakan,

LYANA, S.STP., M.Si
Péribina (IV/a)
NIP. 198302142001122001
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KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pelaksana Kegiatan |: MNELLYANA, S.STP., M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan
pada Satuan PO|IEI Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan

Daerah.
Hari/Tanggal : | Senin - Selasa / 15-16 Desember 2025.
Pukul I 08.00 WIB s.d. 13.30 WIB

Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Sosialisasi serta
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai
wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Nama Kegiatan 2 Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah.

Tempat . Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran : Foto Pelaksanaan Kegiatan.




i e




A TN GG
T e (=L

T RN










PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat - J| Yos Sudarso Mo. 008 Palangka Raya 73112
website : hittps. satpolpp.kalteng.go.id email : gakda polppkalen mail.com

LAPORAN
TENTANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN DAN SOSIALISAS| SERTA
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN  UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan
1. Umum

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor: 300/220/POL PP, tanggal 15 - 16 Desember 2025 Perihal
Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas
FPelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Frovinsi
Kalimantan Tengah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerath,
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 16 Tahun 2018 tentang Satuan

Paolisi Pamong Praja;

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat;

e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan
Masyarakat;

f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomeor B0 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahur
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera
Perangkat Daerah;

g. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor @ 188.44/49/2013 tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamang Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,

h, Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021, Tanggal 4 Januan 2021,



I.  Berdasarkan Sural Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor: 300/220/POL.PP Perihal Melaksanakan Kegiatan Patroli
Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomaor § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 15 - 16 Desember 2025;

3. Maksud dan Tujuan
Pelaksanaan tugas ini sebagai langkah menindakianjuti Perintah Pimpinan melalul
Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamaong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
300/220/POL.PP, Tanggal 15 - 16 Desember 2025.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang
Penegakan Peraturan Daerah yang terlampir dalam surat tugas Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/220/POL. PP Melaksanakan
Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarzan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) harl dari tanggal 15 — 16 Desember 2025,
Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan seluruh anggota mengikuti pengarahan
dipimpin oleh unsur Pimpinan di Halaman Kanter Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah, Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait
teknis pelaksanaan kegiatan pembagian tugas, serta rute patroli yang akan dilalui.
Kegiatan pengarahan dipimpin oleh unsur Pimpinan pada Bidang Penegakan
Peraturan Daerah. Pengarahan ini unsur pimpinan menyampaikan hal — hal yang
menjadi SOP dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengarahan
tersebut Ibu Nellyana, S.STP., M.Si oleh Pit. Kepala Bidang Bapak Dedi Setiadi, SE
diminta untuk mengatur dan membagi anggota sebagai pelaksana dilapangan ke
dalam 2 (dua) tim serta menetapkan rute kegiatan yang akan dilaksanakan cleh
masing - masing tim dengan pendampingan langsung dari unsur pimpinan yang ada
di Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Tim dengan menggunakan 2 (dua)
Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
yaitu Truk. Tim Seksi Penegakan yang dipimpin oleh lbu Nellyana, §.5TP., M.Si
selaku Kepala Seksi Penegakan dan Tim Seks) Pengawasan yang dipimpin oleh
Bapak Ferdo Hukrianto, SH selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Ibu Sarah, S.E
selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya sekaligus Komandan Regu Tim Seks
Pengawasan.

3. Kegiatan ini difokuskan kepada Aset Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta
Media Luar Ruang yang berada di posisi yang tidak pada peruntukannya. Tim Seksi
Pengawasan yang dipimpin oleh Bapak Ferdo Hukrianto, SH selaku Kepala Seksi
Pengawasan dan Ibu Sarah, S.E selaku Polisi Pamong Praja Ahli Madya sekaligus
Komandan Regu Tim Seksi Pengawasan, Melakukan Patroli di Wilayah Kota Palangka
Raya diseputaran jalur jalan protokol dalam kota seperti di Jalan S.Parman, Jalan
Kahayan, Jalan Tjilik Riwut, Jalan Beliang, Jalan Garuda, Jalan Antang, Jalan Rinjani,
Jalan Arut, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dipenegoro, Jalan G.Obos, Jalan Galaxy, dan

Jalan Yos Sudarso.



4 Tim Seksi Pengawasan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasl
serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagal wujud Penegakan
Peraturan Daerah Provinel Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan
Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15
- 16 Desember 2025, Dalam melaksanakan penertiban Media Luar Ruang Tim
Pengawasan mendapatkan sebanyak 105 buah spanduk yang kedaluwarsa yang
tertempel pada pohon maupun tiang listrik,

5 Beberapa jalur jalan protokol yang dilalui seperti Jalan S. Parman terdapat & buah
spanduk, Jalan Kahayan terdapat 14 buah spanduk, Jalan Tjilik Riwut sebanyak &
buah spanduk, Jalan Beliang terdapat 5 spanduk, Jalan Garuda berjumlah 11
spanduk, Jalan Antang sebanyak 8 buah spanduk, Jalan Rinjani sebanyak 3 spanduk,
Jalan Arut terdapat 10 spanduk, Jalan Ahmad Yani sebanyak 15 spanduk, Jalan
Diponegoro terdapat 7 buah spanduk, Jalan G.Obos sebanyak 7 spanduk, Jalan
Galaxy terdapat 7 spanduk dan Jalan Yos Sudarso terdapat 6 buah spanduk.

6. Tim Seksi Pengawasan juga melaksanakan Sosialisesi kepada 14 pedagang buah
yang berjualan tidak pada tempatnya yaitu di atas trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani
depan SMPN 1 Palangka Raya sampai dengan depan GPU Tambun Bungai.

7. Anggota Tim Seksi Pengawasan melakukan Patroli di sekitaran area Rumah Jabatan
Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah dan area Pesanggrahan Tjilik Riwut

8, Pelaksanaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat
dan Pelindungan Masyarakat Paragraf 5 tentang Tertib dan Tenteram Lingkungan
Pasal 12 Setiap Orang dilarang huruf d Mencoret-coret, menulis, melukis,
menggambar, memasang/menempel iklanfreklame di dinding/tembok, jembatan
lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum
dan sarana lainnya.

o Dari hasil Patroli yang dilakukan anggota menertibkan Media Luar Ruang yang
terpasang di Tiang Listrik dan Pohen dikarenakan Pemasangan yang cukup tinggi
serta pengikat yang menggunakan kawat membuat beberapa media luar ruang yang
cukup sulit dilepas. Anggota menertibkan media luar ruang dengan menggunakan
peralatan yang dibawa seperti Linggis, Palu dan Tang.

10. Dari Hasil Kegiatan yang dilakukan anggota berhasil menertibkan sebanyak 105
Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.

. Hasil yang dicapai

Angaota melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan Sosialisasi serta Penanganan
Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota
Palangka Raya, Frovinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat
terciptanya Kota Palangka Raya yang Aman, Tertib, Bersih dan Indah.

. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari Tim Seksi Pengawasan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan
Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagal wujud
Penegakan Peraturan Daerah Pravinsi Kalimantan Tengah Nomor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan
Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil
menertibkan sebanyak 105 Media Luar Ruang yang terpasang tidak pada peruntukannya.
Tim Seksi Pengawasan melaksanakan sosialisasi kepada 14 pedagang buah yang



berjualan tidak pada tempatnya yaitu di atas trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani depan
SMPN 1 Palangka Raya sampai dengan depan GPU Tambun Bungai.

. Penutup

Demikian Llaparan pe!aksanaan tugas ni dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan
kepada Pimpinan serta sebagai tindaklanjut bentuk pelaksanaan tugas yang dibenkan

Pimpinan dan selanjutnya semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk pelaksanaan lebih fanjut

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Kepala Seksi Pengawasan,

Fe ianto, SH,
Penafta Tingkat | (IIlid)
NIP. 198508172010011008
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KEGIATAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
Pelaksana Kegiatan |: Ferdo Hutkrianto, SH selaku HKepala Seksi Pengawasan
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah bersama Anggota Bidang Penegakan Peraturan

Daerah.
Hari/Tanggal 4 Senin - Selasa, 15 - 16 Desember 2025.
Pukul - 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB

Melaksanakan Kegiatan Patroli Pengawasan dan
Sosialisasi serta Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagai wujud Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Nama Kegiatan :
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tempat Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran - Foto Pelaksanaan Kegiatan.

Lampiran : Foto Pelaksanaan Kegiatan.










KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-
Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai jadwal yang
telah ditentukan.

Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam
menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mengacu pada tugas pokok,
fungsi dan wewenang yang ftelah diberikan, sekaligus sebagai suatu upaya
pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan sosial dan keamanan yang
terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga
ketertiban umum, keamanan masyarakat dan pelindungan masyarakat. Oleh
karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota
satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga lkut
berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara
keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula
dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan
Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin
Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 197301221999031006



I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengemban tugas yang sangat
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni
sebagai garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, menjaga keamanan, ketertiban umum, serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat. Tugas tersebut tidak hanya menuntut kemampuan
teknis dan operasional yang baik, namun juga integritas, keteladanan, serta
kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat.
Dengan demikian, keberadaan Satpol PP bukan hanya sebagai pelaksana
kebijakan, melainkan juga sebagai representasi pemerintah daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, aman, dan berlandaskan
kepastian hukum.

Untuk menjamin terlaksananya tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut
secara optimal, diperiukan peningkatan dari sisi kelembagaan maupun kualitas
Sumber Daya Aparatur (SDA). Anggota Satpol PP dituntut memiliki kemampuan
yang komprehensif, mulai dari penguasaan teknis lapangan hingga pemahaman
terhadap regulasi yang menjadi landasan hukum tindakan mereka. Salah satu
aspek yang sangat penting dalam rangka penguatan kapasitas aparatur adalah
pemahaman yang mendalam mengenai tata perundang-undangan.
Pengetahuan mengenai proses penyusunan, hierarki, asas-asas pembentukan,
hingga teknik analisis peraturan perundang-undangan menjadi fondasi utama
agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor
hukum yang benar.

Pemahaman yang baik terhadap proses pembentukan peraturan
perundang-undangan juga memberikan manfaat signifikan bagi aparatur Satpol
PP dalam melaksanakan fungsi penegakan peraturan. Dengan keterampilan
tersebut, aparatur tidak hanya mampu memaharni isi regulasi, tetapi juga dapat
menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara proporsional,
berkeadilan, seria sesuai dengan prinsip legalitas, akuniabilitas, dan
profesionalitas. Hal ini sangat penting mengingat dinamika sosial dan
perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah mengikuti
kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan daerah maupun nasional.

Namun demikian, kondisi fakiual di lapangan masih memperlihatkan
beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Tantangan
tersebut antara lain masih kurangnya pemahaman mendalam mengenai regulasi

Laporan Keglawn Bimbingan Teknis Perundang Undangan bagt angzota Satuan Polisi Pamang Praja
Provinst Kaltmantan Tengah TA 2025 I



tertentu, terbatasnya koordinasi antar instansi penegak aturan, serta perlunya
peningkatan kemampuan dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan
proporsional. Selain itu, dinamika peraturan perundang-undangan yang terus
berkembang menuntut aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan dan
keterampilannya.

Sesuai dengan program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kaliamantan Tengah tahun 2025, dilakukan
pengembangan kemampuan aparatur melalui Bimbingan Teknis Perundang-
Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi aparatur dalam meningkatkan
pemahaman teknis maupun konseptual terkait regulasi, mulai dari pengenalan
struktur peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik,
teknik penyusunan peraturan, hingga analisis implementasi regulasi dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam memahami hierarki, mekanisme penyusunan,
dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan kompetensi yang
semakin meningkat, setiap pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan dapat
berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, serta berorientasi pada
pelayanan publik yang humanis. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu
mendorong peningkatan kemampuan analitis aparatur agar dapat menanggapi
setiap permasalahan hukum dengan lebih tepat, cepat, dan efektif

TUJUAN DAN SASARAN

Adapun fujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan
bagl anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini
adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas
dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang
menjadi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja yang handal dan
profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

2, Meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi, secara
khusus dalam hal tata perundang-undangan.

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis PenandangUndangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Proinsi Kalimanran Tengah TA 2025 2



I PELAKSANAAN

DASAR

1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan
Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,
Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong
Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188),

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 Nomor 60);

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa,
18 November 2025 s.d Rabu, 19 November 2025 bertempat di Balai Pelatihan
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

PESERTA

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan berjumlah 40
(empat puluh) orang yang seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah.

NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan
terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 13 (tiga
belas) orang;
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2. Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan
Tengah sebanyak 1 (satu) orang, dan
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1

{satu) orang.

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri atas:

-1

2

Visi, Misi dan Program Gubemur Tahun 2025 - 2030.

Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan
Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan
Patroli.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai
Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

10. Pelindungan Masyarakat dan Pelaksanaannya.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal, dengan metode:;

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber; Pemberian materi
melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada
peserta.

2. Diskusitanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang
kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

Lapovan Keglaran Bimbingan Teknis Perundang Undangan bagi angeota Satuan Molisi Pameng Praja
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SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-
Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkal Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor
DPPA/A 3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oklober 2025;

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum
kegiatan Bimbingan Teknls Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah
dilaksanakan dengan sesuai target, mulai darl pembukaan, pemberian materi
oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab peserta Bimtek dengan narasumber
sampal pada penutupan kegiatan. Kepada peserta diharapkan dapat
mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga visi dan misi
Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

Laporan Kegiatan Bimhingan Teknis Penundang Undangan bagi angeote Satuan Polisi Pameong Praja
Provingt Kaltmantan Tengah TA 2025 3



. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 telah
dilaksanakan sesual rencana, yang diikuti oleh 40 orang peserta yang
seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 18 - 19
November 2025 bertempat di Balal Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun
2025 - 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk
Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah; Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakal dan
Pelindungan Masyarakat, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan,
Pengawalan dan Patroli; Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Neger Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi
Pamong Praja; Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; serta
Pelindungan Masyarakal dan Pelaksanaannya.

3. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua
peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan.
Peserta memperlihatkan antuasiasme yang tinggi dengan bertanya secara
aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Laporan Kegatan Bimbingan Teknis Perundang Unitangan bugi anggota Satuan Polisi Pamong Prajo
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Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serla
sebagai hahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan
datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan. Qleh karena itu kami mengharapkan saran dan
masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat
bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpatisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan

lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

h -
--E:J——"'
LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP. 187301221999031006
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.3.5.3/86/POL PP
TANGGAL : 14 November 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERUNDANG-UNDANGAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

[.
PANGKAT
NO. NAMA s pratd KETERANGAN
1. | BARU, 5.Pd., M.5i. Pembina Utama KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
NIP. 19700228 199803 1 007 Madya PRAJA PROVINSI KALTMANTAN
(v/d) TENGAH
2. | SUDARSONO, S.H., M.AP Anpggota Dewan DEWAN PERWARKILAN RAKYAT
NIK. 6207041711640001 Perwakilan Raloyat DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
Daerah TENGAH
3. | RIO JENERIO, 5.H., M.H. Penata Th] BIRO HUKUM SETDA PROVINS]
NIP. 19800508201101 1 001 (1/d) KALIMANTAN TENGAT
4, | MIKELSON DAMERK, 8.T., M.T. Pemhina Tkl FLT.SEKRETARIS
NIP. 19690107 199603 1 002 (IV/b)
5. | LUGIKAETER, 5 Hut,, M.50 Pembina Tk.l KEPALA BIDANG PEMEBINAAN
NIP. 19730122 199903 1 006 (IV/b) MASYARAKAT
| 6. | ERICDOVICO L. LAMPE, 5.80s., Pembina Th.l KEPALA BIDANG KETERTIBAN
1 M.Si. (IV/b) UMUM DAN KETENTERAMAN
NIP. 19790717 200312 1 006 MASYARAKAT
7. | DENDISETIADI, S.E, Pembina PLT.KEPALA BIDANG PENEGAKAN
NIP. 19660722 198910 1 001 (IV/a) PERATURAN DAERAH
8. | NELLYANA, 5.5TP., M.SL Pembina KEPALA SEKSI
MNIF. 19830214 200112 2001 [[V/a) PENEGAKAN
9. | YOSSI M. M, HUTAJULLU, SE., M.Si. Pembina PLT. KEPALA SEKSI]
NIP. 19810908 200501 2 017 (IV/a) PENGEMBANGAN KAPASITAS
10. | LINDUNG 5P, SIJABAT, S.H. Pembina POLIS] PAMONG PRAJA
NIP.19670323 1990031011 (IV/a) AHLI MADYA
11 | DANIEL, S.Kom, Penata Tkl KEPALA SEKSI
NIP. 19740404 200604 1 009 {111/d) BINA PELINDUNGAN MASYARAKAT
12. | ABRAHAM AGUSTD RAHAIL, 5.H. Penata Thl POLISI PAMONG PRAJA
NIP. 19841030 201001 1 006 {11 /d] AHLI MUDA
12. | SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, Penata KEPALA SEESI OPERASIONAL DAN
s P, MAP (/) PENGENDALIAN
NIP. 19930916 201507 2 001
14. | SATELIT, 8.50s. ~ Penata PENYIDIE PEGAWAI
NIP. 19731223 200701 1 017 {Hi/c) NEGERI SIPIL
15, | HATNO PRANOTO, 5.50s. Penata PENYIDIE PEGAWAI
NIP. 19730421 2007011014 (Il /c) NEGERI SIPIL

KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 0O7

Dosumen mi ielah ditandatangan secara elektronik menggurakan sardifkat elektronik
yang dderbitkan oleh Balai Besar Sertfikas Elektrondk (BSrE), Bagan Siber dan Sand Megara (BSSN),




LAPORAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh ¢
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, Desember 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

PENEGAK PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Palisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penegak Peraturan Daerah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas
dan jumlah PPNS yang memiliki kompetensi anggota Polisi Pamong Praja dalam
menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan :

1. Menyediakan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PPNS
agar memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum daerah.
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2. Meningkatkan jumlah PPNS Penegak Perda aktif di Satuan Palisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu mendukung
pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.

3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PPNS Satuan Polisi Pamong
Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
yang membutuhan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan
pendekatan humanis.

4. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di fingkat Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Kalimantan Tengah melalui penguatan peran PPNS.

5. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaan Perda
dan Perkada dengan lebih cepat dan tepat.

C. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri Jalan Mega Mendung Cipayung Bogor, Jawa
Barat dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 4 Desember 2025.

D. JADWAL KEGIATAN

Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan
selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025
sampai dengan 4 Desember 2025. Jadwal kegiatan terlampir

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp.
47.135.800.-

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik
dan lancar sampai berakhirnya kegiatan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang
Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan
sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya.
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SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Diklat Pembentukan PPNS
Penegak Perda selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan jumiah
PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk
menjalankan tugas dalam hal menegakkan Peraturan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat seria
Perlindungan Masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan PAD di Provinsi
Kalimantan Tengah.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai
bahan bagi pengembangan kapasitas dan karir PPNS anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,

b

LUGIKAETER, S.Hut.M.Si.
Fembina Tingkat |
NIP. 18730122 199903 1 006
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya Lapaoran Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
dalam rangka pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur dapat diselesaikan
sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen
pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan
Misi Satuan Paolisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang
mengacu pada tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan scsial dan keamanan yang
terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga
ketertiban umum, keamanan masyarakat dan pelindungan masyarakat. Oleh
karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota
satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga ikut
berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara
keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula
dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Se-Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan Misi
Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin
Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Qﬁ%——ulx

q—h
LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat |

NIP. 197301221999031006



l. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis
dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya
dalam pelaksanaan lugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah, penjagaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan
pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Satpol PP
dituntut tidak hanya menguasai kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga
mampu membaca dinamika sosial, memahami potensi kerawanan, serta
melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat, tepat, dan terukur,

Sebagai garda terdepan dalam penanganan gangguan keterliban umum
dan perlindungan masyarakal, kemampuan Deteksi Dini menjadi kompetensi
yang sangat penting bagi setiap anggota Satpol PP. Deteksi dini diperlukan untuk
mengidentifikasi potensi gangguan ketentraman, konflik sosial, ancaman
keamanan lingkungan, serta dinamika masyarakat yang berpotensi berkembang
menjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan penguasaan kemampuan
tersebut, aparatur Satpol PP dapat mengambil tindakan preventif sebelum
gangguan terjadi, sehingga tercipta situasi yang lebih kondusif dan terkendali,

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan peningkatan
kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Aparatur Satpol PP dituntut memiliki
kemampuan analisis situasi, pemahaman terhadap indikator-indikator
kerawanan sosial, keterampilan komunikasi lapangan, serta kemampuan
membangun jejaring informasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pelatihan deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat
kesiapsiagaan aparatur, sehingga mereka mampu merespons setiap dinamika
masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat
sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap metode deteksi
dini, minimnya kemampuan pemetaan kerawanan di tingkat daerah, serta belum
optimalnya koordinasi informasi antar instansi. Selain itu, perubahan sosial
masyarakat yang terjadi dengan cepat menuntut aparatur untuk selalu
memperbarui pengelahuan dan meningkatkan kecakapannya dalam membaca
situasi.

Sebagal bagian dari program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan
Polisi Pamang Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dilakukanlah
Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-
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Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman
koemprehensif mengenai konsep, teknik, dan langkah-langkah deteksi dini, mulai
dari identifikasi indikator kerawanan, analisis situasi, teknik pengumpulan
informasi lapangan, strategi komunikasi, hingga penyusunan rekomendasi
tindakan preventif.
Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan peserta memiliki kemampuan
yang lebih baik dalam:
1. Mengidentifikasi potensi kerawanan serta gejala awal gangguan
ketertiban umum dan keamanan lingkungan
2. Melakukan pemetaan kondisi sosial secara sistematis sebagai dasar
pengambilan tindakan preventif.
3. Membangun sistem informasi lapangan dan koordinasi antar
kelembagaan untuk memperkuat jaringan deteksi dini.
4. Menganalisis perkembangan situasi secara cepat dan memberkan
rekomendasi langkah antisipatif yang proporsional dan tepat sasaran.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pelaksanaan tugas Satpol PP
diharapkan semakin profesional, responsif, dan humanis. Selain itu, kegiatan
pelatihan ini dibarapkan menjadi sarana memperkuat kesiapsiagaan,
meningkatkan integritas, serta membangun pola kerja yang berorientasi pada
pencegahan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di
seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah inl adalah meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi sasaran
kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Temiptanya sumber daya aparatur Pollsi Pamong Praja yang handal dan
profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

2. Secara khusus meningkatkan kemampuan pengumpulan informasi,
analisis, serta pembuatan Rencana Tindak Lanjut. Selain itu secara umum
dapat meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi,
secara khusus dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.

Laporan Keglatan Pelatihan Deteksi Dint bagt anggotet Satuan Polisi Pamong Praja
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I PELAKSANAAN

A. DASAR

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

3. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan
Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,
Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong
Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemor 1188);

5. Peraturan Gubermur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 Nomor 60);

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan
selama 3 (tiga) hari yaitu pada Selasa, 25 November 2025, s.d kamis, 27
November 2025 bertempat di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. PESERTA
Peserta kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah berjumlah sebanyak 60 (enam puluh)
orang. dengan rincian 31 (tiga puluh satu) erang dari Satuan Polisi Pamong Praja
kabupaten/kota dan 29 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah.

D. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota satuan

Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengabh, terdiri dari 11 (sebelas belas) orang
yang berasal dari:

Laporan Kegiatun Pelarhan Detekst Dind bagl anggoea Satuan Palisi Pamong Praja
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. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 3 (tiga)

orang,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan
Tengah sebanyak 1 (satu) orang; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak
1 {salu) orang, dan

Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Palangka Raya sebanyak 6 (enam)

orang narasumber.

E. MATERI
Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdin atas:

1. Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 — 2030.

2. Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan
Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam Menjaga

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja.

Teori Dasar Intelijen.

Pembentukan dan Pembinaan Jaringan.

Penyelidikan Intelijen.

Administrasi Intelijen.

O A

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kiasikal, dengan metode;

1

Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber, Pemberian maten
melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada
peserta.

Diskusiftanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang
kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-

Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dari Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor
DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
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H.

HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum
kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-
Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sesuai target; mulai
dari pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab
peserta dengan narasumber hingga penutupan kegiatan. Kepada peserta
diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing,
sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

Lapovan Keglatun Pelatihan Deteksi Dini bagi angeote Satnan Polisi Pamong Praja
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. PENUTUP

KESIMPULAN

1

Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Se-Kalimantan Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai rencana, yang
diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja
kabupaten/kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 25 - 27
November 2025 bertempat di Aula Barigas Balai Pelatihan Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubemur Tahun
2025 — 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk
Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah; Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam
Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah;
Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja; Teon Dasar
Intelijen; Pembentukan dan Pembinaan Jaringan; Penyelidikan Intelijen,
serta Administrasi Intelijen.

Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua
peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan.
Peserta memperlihatkan antuasiasme yang tinggi dengan bertanya secara
aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Laporan Kegiatan Pelatihan Deteksi Dind bagl angpota Satuan Polisi Pamong Praja
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Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serta
sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan
datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan
masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat
bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirmya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpatisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan

lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

"'qhﬁ

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat |
NIP. 197301221999031006
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DOKUMENTASI KEGIATAN
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR

: 400.3.5.3/95/POL PP

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

PAMONG PAMONG PRAJA

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NRP. 04120298

POLISI DUA

TAHUN ANGGARAN 2025
PANGEAT/ -
NO. NAMA GCOLONGAN KETERANGAN
1. | BARU, 5.Pd., M.5i. Pembina lltama KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
MNP, 19700228 199803 1 007 Madya PRAJA PROVINSI
(Iv/d) KALIMANTAN TENGAH
2. | Drs. YOHANES FREDDY Anggota Dewan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ERING, M.5i. Perwakilan Rakyat DAERAH PROVINSI
NIK. 6271030407 610004 Daerah KALIMANTAN TENGAI
3. LUGIKAETER, S.Hut, M.5i. Pembing Tkl KEFALA BIDANG PEMBINAAN
NIP. 19730122 199903 1 006 (IV/b) MASYARAKAT SATUAN POLISI
PAMONG PRA[A PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
4. | LINDUNG SP. SIJABAT, 5.1 Pembina POLIST PAMONG FRAJA AHLT MADYA
NIP. 19670323 199003 1 011 [IV/a) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. | FENI CATRIANI UTAMI, S H. Ponata Tl | PLT. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN |
MIP. 19870221 201101 2 002 (1isd) NASIONAL DAN PERANG KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI
EALIMANTAN TENGAH
6. | AKP. SUBARJD AJUN KOMISARIS KASAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR
NRP. 79120990 FOLISI KOTA PALANGKA EAYA
7. | IPDA.SUPRIYANTO INSPEKTIR KANITISAT INTELKAM KEPOLISIAN
NRP. 771207449 FOLISI DUA RESOR KOTA PALANGKA RAYA
H. | AIPTU. BAMBANG MANGIKU AJUN INSPEKTUR KAUR BIN OFS SAT INTELKAM
NRP. 81010532 POLISISATU KEPOLISIAN RESOR KOTA
B PALANGKA RAYA
9. | AIPTU. LATIP PANGH! USMAN AJUN INSPEKTUR KASUBNIT IIUNIT IV SAT INTELEAM
NRP.B10O50215 POLISI SATU KEPOLISIAN RESOR KOTA
L PALANGEA BAYA
10. | BRIPTW. ILHAM YAHYA BRIGADIR BASUBMNIT I UUNIT I SATINTELKAM
NRP. 98040047 POLISI SATU KEPOLISIAN RESOR KOTA
PALANGKA RAYA
11, | BRIPDA. ANDRIAN KASPARY HRIGADIR BASUBNIT I UNIT III SAT INTELKAM

KEPOLISIAN RESOR KOTA
PALANGEA RAYA

KEPALA SATUAN,

BARU, 5.Pd., M.5L
Pembina Utama Madya
NIF. 19700228 199803 1 007

Buodurmen in telah ditandelangan secara slexranik menggunakan sartifkat elekironik
yang diterbitian oleh Balal Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber das Sandi Neaara (BSSN)




LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS (PBB)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh -

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Rava, Juni 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan perlindungan-Nya sehingga program dan kegiatan Bidang Pembinaan
Masyarakat khususnya seksi Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan
Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Laporan kegiatan ini disusun untuk menggambarkan secara umum
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan Baris-
Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 bertempat di
halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan
jumiah peserta sebanyak 100 (seratus) orang.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini guna
membentuk sikap dasar dan perilaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan kapasitas,
kemampuan, pengetahuan, kapabilitas dan kualitas individu anggota Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan ini. Semoga
dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

=
-‘;
LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat |

NIP. 19730122 199903 1 006



1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga
hasil yang diperoleh tidak maksimal. keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya
kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja periu
dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya
adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara
berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan
tugas, pokok dan fungsi yang sesuai dengan visi dan misi Polisi Pamong Praja yaitu
menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan
Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat seria Menyelenggarakan
perlindungan masyarakat menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja agar tanggung jawab dapat terlaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak
terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta
pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan
kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-
pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan
instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan
instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga
kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana
minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh
karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang
tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Laporan Pelatihan Pevaturan Bavis Berbiis angsoti Sutpol PP Prow Kalteng TA 2025 |



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Agar para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik

itu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja maupun Tenaga Kontrak dapat menerima manfaat dari kegiatan

Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) sebagai bagian dari pengembangan kapasitas untuk

meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja anggota.

Tujuan :

: 8

Laporan Pelatihan Perutuseint Bavis Berhaaris angeota Sacpol PP Prov. Kalteng T4 2025

Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kerapian anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal Baris-Berbaris.
Membentuk sikap, perilaku dan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan
untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
Menyelenggarakan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta
Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerja sama antar sesama
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan
profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam
pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

kJ



I PELAKSANAAN
A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.

5. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomaor
DPAJA.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang
Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025.

7. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 341/227/POL.PP/2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana dan Pengajar
dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan
Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 1
(satu) hari yaitu pada hari Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah - Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan pelatihan baris-berbaris ini befjumlah 100 (seratus) orang, yang

terdiri dari :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

2.  Pegawsai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 54 (lima puluh
empat) orang, dan

3. Tenaga Kontrak sebanyak 15 (lima belas) orang.

Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.
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D. PANITIA PELAKSANA DAN PENGAJAR

1. Panitia Pelaksana
NO. NAMA / NIP/ PANGKAT Jamazan | FEOROCEAR
1. | BARU, S.ﬁ&: M.Si Kepala Satuan Penanggung
NIP. 19700228 199803 1 007 Jawab
Pembina Utama Madya
2. | LUGIKAETER, 5.Hut., M.5i. Kepala Bidang Ketua
NIP. 19730122 199903 1 006 Pembinaan
Pembina Tingkat [ Masvarakat
3. | YOS5l MARIA MARINTAN HUTAJULU, S.E., | Plt. Kasi Sekretaris
M.S1. Pengembangan
NIP. 19810908 200501 2 017 Kapasitas
Pembina
4, | HERRY PRIADY JAYA, S.E. Kasi Anggota
NIP. 19780420 200501 1 012 Bimbingan
Penata dan
Penyuluhan
5. | ANITA RAHMAN, Si& Penelaah Angpoia
NIP. 19860122 201903 2 007 Teknis
Penata Mudsa Tingkat | Kebijakan
6. | LINDUNG SAHAT PARDOMUAN SIJABAT, JFT Pol PP Anggota
S.H. Ahli Madya
NIP. 19670323 199003 1 011
Pembina -
7. | SYAHRILNUR, S H. JFT Pol PP Anggota
NIP. 19680412 200701 1 060 Ahli Muda
Penata
8, | SUYANTO JFT Pol PP Anggota
NIP. 19770410 200604 1 021 Pelaksana
Pengatur N
9. ARIANIE Stafl Bidang Anggota
Pembinaan
Masyvarakat
10. | NATALIA SAKANTININGRUM, 8.T. Stafl Bidang Angpota
Pembinaan
Masvarakat
2. Pengajar
RO. NAMA / NIP/ PANGEAT JABATAN HEETERANGAN
1. | JULIUS SAPUTRA Tenaga Pengajar
Kontrak
2, | GAZALI RAKHMAN, S.E. Tenaga Pengajar
Kontrak
3. | ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA, A.Md,Pnb. Tenaga Pengajar
Kontrak
4, | GUSTI MOHAMAD FADLY Tenaga. Pengajar
Kontrak
3. | N1 KADE LIONA DWI CHAHYANI, S.H. Tenaga Pengajar
Kontrak
6. | DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D Tenaga Pengajar
Kontrak
L —
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E. MATERIDAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelatihan sebagaimana terlampir.

F. METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara :

1. Pengarahan singkat dari Ketua Panitia Pelaksana ;
Pemberian materi melalui pengarahan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Pengajar
dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada peserta
disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang
dipahami atau dimengerti oleh peserta pelatihan.

2. Praktek lapangan.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) berasal dari
DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah
dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh pengajar
yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai
pada kegiatan penutupan pelatihan yang diakhiri dengan pelaksanaan apel sore oleh
peserta pelatihan yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menutup pelaksanaan kegiatan pelatihan baris-
berbaris. Secara umum peserta dapat menerima dengan baik materi dan dapat
memprakiekan kegiatan pelatihan Baris-Berbaris dengan baik. Sebagai bentuk
apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada peserta diberikan
Surat Keterangan mengikuti Pelatinan Baris-Berbaris.
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. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan. Dilaksanakan
dengan baik yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas 31 orang CPNS,
54 orang PPPK dan 15 orang Tenaga Kontrak anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 1 hari yaitu tanggal 12
Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah.

2. Materi yang diberikan terdiri atas sikap dasar baris-berbaris serta pelaksanaan
praktek baris-berbaris dan tata upacara di lapangan.

3. Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua peserta
secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan dan
mempraktekkannya.

B. SARAN

Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong

Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan penyediaan
anggaran yang cukup.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan pelatihan peraturan baris-berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. Sebagai panitia
pelaksana kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat
kekurangan, karena itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan
evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
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DOKUMENTAS| KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Palangka Raya, 12 Juni 2025
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LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh :
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya,  Desember 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR PENYELENGGARAAN

¢ i

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang
Instrumen Penegakan Perda dan Perkada.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
Nomor DPPAJA.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelancaran
pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah baik di kantor maupun di lapangan, maka dibutuhkan sarana penunjang
berupa acuan pelaksanaan tugas di lapangan dalam bentuk buku saku.

Tujuan :

1. Memperbanyak buku saku anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
acuan dan sarana penunjang tugas di lapangan agar anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
telah ditetapkan.

2. Menyediakan buku saku dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan
kapasitas anggota Polisi Pamong Praja dalam hal wawasan, kemampuan
dan pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga

anggota Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai
ketentuan yang berlaku.

C. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan pelaksanaan cetak Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Bidang Pembinaan

Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada
bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui beberapa

tahap, antara lain:

1. Memperbarui dasar hukum dan beberapa materi yang terdapat pada buku saku
sebelumnya pada Tahun 2024.

2. Mencetak Buku Saku Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2025 sebanyak 185 eksemplar yang akan didistribusikan ke Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

3. Mendistribusikan Buku Saku Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor
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DPPAJA.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp.
13.357.750,-

. HASIL PELAKSANAAN
1.

Kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah ini dilaksanakan sebagal dasar untuk menunjang pelaksanaan tugas
anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas baik di kantor maupun di
lapangan sesual dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang
berlaku.

Buku saku yang disusun oleh tim penyusunan buku saku Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

b) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksaan Pengaturan,
Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;

c) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petujuk Pelaksanaan Baris-Berbaris.

Buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

didistribusikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan
Tengah.

. KESIMPULAN
!

Dari kegiatan tersebut dapat diketahui masih banyak anggota Satuan Polisi
Pamong Praja yang belum memahami tentang Peraturan Baris-Berbaris, Standar
Operasional Prosedur dan Pelaksanaan tugas Pengaturan, Penjagaan,
Pengawalan dan Patroli yang menjadi visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
Diharapkan dari kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja dapat
menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan tugas baik di kantor

maupun di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

SARAN
Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan Buku Saku Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar semua anggota Polisi Pamong Praja

se-Kalimantan Tengah dapat memiliki buku saku tersebut sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.
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J. PENUTUP
Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan cetak Buku Saku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan
kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang
akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,

;—i

LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat |
NIP. 19730122 199903 1 008
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DOKUMENTASI KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN GUNUNG MAS
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KABUPATEN KABUPATEN LAMANDAU
KOTAWARINGIN BARAT

KABUPATEN PULANG PISAU
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LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh ¢
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, Desember 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polis| Pamong
Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
Peraturan  Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 400.3.5.3/13/POL.PP Tanggal 29 September 2025 tentang
Penetapan Peserta Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 400.3.5.3/16/POL.PP Tanggal 1 Oktober 2025 tentang
Penunjukkan Pengajar Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025,

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :

Latihan Beladiri merupakan Latihan atau Teknik yang dirancang untuk melatih
kemampuan bertahan dan melindungi diri dalam situasi berbahaya. Pelatihan
Beladiri merupakan program pembekalan fisik dan mental yang dirancang untuk
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meningkatkan kesiapsiagaan aparatur khususnya Satuan Polisi Pamong Praja
dalam menghadapi situasi di lapangan yang berisiko.

Tujuan :

i

Meningkatkan kemampuan beladiri anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah.

Membentuk kedisiplinan, keberanian dan pengendalian emosi sebagai bekal
penting dalam menjalankan tugas di masyarakat.

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong
Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
yang membutuhan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan
pendekatan humanis.

Meningkatkan kesiapsiagaan fisik dan mental anggota dalam menghadapi
situasi konflik.

Melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui Latihan Beladiri Kuntao yang
merupakan beladiri khas Kalimantan Tengah.

C. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan pelaksanaan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di halaman kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan
sebanyak 21 (duapuluh satu) kali pertemuan dimulai pada tanggal 6 Oktober 2025
sampai dengan 20 November 2025.

D. JADWAL KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN LATIHAN BELADIR!
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO. | HARI TANGGAL WAKTU TEMPAT
1. |SENIN |6 OKTOBER 2025 | 15.00—17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
2. | RABU | 8 OKTOBER 2025 15.00-17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
3. | KAMIS |9 OKTOBER 2025 15.00-17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
4. | SENIN | 13 OKTOBER 2025 15.00-17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
5 | RABU | 15 OKTOBER 2025 15.00 - 177.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
6. | KAMIS | 16 OKTOBER 2025 1500 - 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP |
7. | SENIN |20 OKTOBER 2025 15.00 - 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
8. | RABU | 22 OKTOBER 2025 15.00-17.00WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
8. | KAMIS |23 OKTOBER 2025 15.00 - 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
10. | SENIN |27 OKTOBER 2025 15.00 - 17.00 MIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
11. | RABU | 28 OKTOBER 2025 15.00—17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
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12. [KAMIS |30 OKTOBER 2025 1500~ 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
13. | SENIN |3 NOVEMBER 2025 | 1500 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL BF
4. | RABU | 5NOVEMBER 2025 | 1500-17.00WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
5. | KAMIS | 6 NOVEMBER 2025 | 15.00-17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL BP
16. | SENIN | 10NOVEMBER 2025 | 15,00 -17.00 WiB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
7. | RABU | 12NOVEMBER 2025 | 15.00—17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PR
18. | KAMIS | 13 NOVEMBER 2025 | 15.00-17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL BP

| 19. | SENIN | 17 NOVEMBER 2025 | 15.00 — 17.00 Wig HALAMAN KANTOR SATPOL PP
20. | RABU |19NOVEMBER2025 | 1500-17.00WiB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP
21. | KAMIS | 20 NOVEMBER 2025 | 15.00- 17.00 WIB | HALAMAN KANTOR SATPOL PP

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPPA SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah  Nomor
DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp.
41.306.000,-

F. PESERTA
Peserta pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah berjumiah 30 (tiga puluh) orang sebagaimana dafiar
terlampir.

DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO. NAMA/NIP BIDANG
1. | INGE MAWARNY, SE PERLINDUNGAN MASYARAKAT
| NIP. 19821006 200801 2 018
2. | ANITA RAHMAN, SE, PEMBINAAN MASYARAKAT

NIP. 19880122 201903 2 007
3. | GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H
NIP. 19930305 202504 1 003

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

4. | DAHLIL IMRAN, S 1P PEMBINAAN MASYARAKAT
NIP. 19910808 202504 1 003 1
5. | MUHAMMAD HARYADI PEMBINAAN MASYARAKAT

NIP. 20010725 202504 1 002
B. | RUSNANDA A HADI
NIP_19910108 202504 1 002
7. | IRFAN ABIYYURAHMAN, S.1P
NIP. 20000606 202504 1 003

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8. | GALA OKTOFRIN SEKRETARIAT
NIP. 1891009 202504 1 005
8. | MUHAMMAD ILHAM RIANDI SEKRETARIAT
NIPPPK. 19980311 202521 1 001 _
10. | GUJALI RAHMAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NIPPPK. 18970501 202511 017,
11. | PANDI PURNAMA SAPUTRA, S.Pd PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NIPPPK. 18960320 202521 1 014 o =
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12. | MUCHLIS ANSORI | PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NIPPPK. 186870527 202521 1 020
13. | DEBBYANA DEBORA NATALIA UD PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NIPPPK.19871204 202521 1 008
14. | GLEN DENNYS VITALLD. S Pd PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|| NIPPPK. 19940322 202521 1 021
15. | EFREN ADI SAPUTRA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NIPPPK. 19851127 202521 1 013
16. | ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA PEMBINAAN MASYARAKAT
NIPPPK. 19850107 202521 1 005
17. | OKTAVIYANTI KETERTIBAN UMUM DAN
| | NIPPPK. 19911128 202521 1019 KETENTERAMAN MASYARAKAT
18. | HARYATI PEMBINAAN MASYARAKAT
NIPPPK. 18950907 202521 1 004
19. | MUHAMMAD RIZKY KETERTIBAN UMUM DAN
2 NIPPPK. 20000811 202521 1 003 KETENTERAMAN MASYARAKAT
20, | KHAIFA KHAIRUNISA MARLIA KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 18960318 202521 1 015 KETENTERAMAN MASYARAKAT
21, | GINA WULANDAR KETERTIBAN UMUM DAN
| | NIPPPK. 19890302 202521 2 020 KETENTERAMAN MASYARAKAT
22 | ABDUSSANI KETERTIBAN UMUM DAN
NIFPPK. 18800817 202521 1 052 KETENTERAMAN MASYARAKAT
23, | AHMAD TONI ADIWIJAYA KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 1985005 202521 1 025 KETENTERAMAN MASYARAKAT
24, | NOVRY YANDI KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 19871130 202521 1 015 KETENTERAMAN MASYARAKAT
25. | SYAHRIL KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 19900322 202521 1 022 KETENTERAMAN MASYARAKAT
26. | JAKA PUTRA PRATAMA KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 199613 202521 1 007 KETENTERAMAN MASYARAKAT
27. | MUHAMMAD JULIANSYAH KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 19930701 202521 1 029 KETENTERAMAN MASYARAKAT
28. | AULIA RAHMAH KETERTIBAN UMUM DAN
NIPPPK. 20000116 202521 2 0089 KETENTERAMAN MASYARAKAT
29, | TEGAR ARYA WINATA PEMBINAAN MASYARAKAT
| | NRPK. 36.1.2022.0287 .
30. | RUSTIANA ARIYENI KETERTIBAN UMUM DAN
NRPK.36.1.2021.0287 KETENTERAMAN MASYARAKAT
G. PENGAJAR

Pengajar pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari eksternal

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR NAMA PENGA.JAR KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025
NO. NAMA JABATAN KETERANGAN
1. ANTHONIUS LIMPAL PENGAJAR MASTER KUNTAW
SURVIVAL FIGHTING
Z HERI PRATAMA. P PENGAJAR PELATIH BELADIRI
KUNTAW

H. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar, namun memang
terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:
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% Kurangnya minat anggota dalam mengikuti Latihan beladiri,

% Jadwal Latihan yang terbentur dengan jadwal pengamanan aset dan tugas
kedinasan yang lain.

% Kurangnya kedisiplinan anggota yang melaksanakan Latihan beladiri.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang
Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan motivasi
bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk
mengikuti Latihan Beladiri guna menunjang tugas setiap anggota di lapangan.

SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Latihan Beladiri selanjutnya
sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keinginan anggota Satuan Polisi
Pamang Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Latihan beladiri sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan
kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang
akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,

LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat |
NIP. 19730122 199903 1 006
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LAPORAN

PELAKSANAAN
KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh ;
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Rava, September 2025



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
mengemban tugas yang sangat penting dalam perannya menegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan masyarakat, menjaga
ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini
menjadi tugas yang lebih komplek lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat
dan perkembangan zaman, dimana masyarakat juga semakin kritis dalam
menyikapi sesuatu hal dan semakin berani menyampaikan kepada publik. Hal ini
merupakan hal yang sangat wajar jika dilihat dengan perkembangan masyarakat
yang terjadi dewasa ini. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sedemikian
pesatnya sehingga informasi dengan cepat pula dapat diketahui publik.

Penyampaian pendapat ini terkadang dapat menimbulkan permasalahan
terfjadinya situasi yang tidak terkendali sehingga mengancam keamanan dan
ketertiban masyarakat secara umum. Untuk itu aparat keamanan termasuk Satuan
Polisi Pamong Praja, wajib untuk memiliki kemampuan lebih untuk dapat
mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan program kegiatan tahun 2025, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah berupaya melakukan peningkatan kapasitas
anggotanya melalui Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi
peningkatan kemampuan pengendalian massa sehingga dapat lebih meningkatkan
kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Q
=
~J
LUGI ER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat |

NIP. 197301221998031006



I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala
sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat
kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi
Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan
teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini.
Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua
anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting Satpol PP untuk menegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil
Satpol PP agar tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Sehingga
diharapkan tugas utama dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertban umum dan
ketenteraman, serta menyelengarakan perlindungan masyarakat dapat
terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak
terdapat kekurangan dan tantangan, seperti jumlah yang kurang dibandingkan
kebutuhan yang tinggi sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait di
lapangan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan serta adanya
persoalan terkait dengan profesionalistasnya sebagai Polisi Pamong Praja.
Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumiah personil, namun
juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan
prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian
penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan
dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan
yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Agar para peserta dapat Meningkatkan kemampuan pengendalian massa dan
kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah.

Tujuan :

a)

Meningkatnya kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal
kemampuan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa oleh
Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah.

Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan
profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Meningkatnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan
keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam
pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja.
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A.

Il PELAKSANAAN

DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan
Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,
Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong
Praja.

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001 /2025 tanggal
5 Mei 2025.

9. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor B/400.3.5.3/18/POL.PP/2025 tentang Pembentukan Panitia
Pelaksana Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 400.3.5.3/2/Pol.PP tentang Penunjukkan Pengajar Kegiatan
Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025,

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini
diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu, 17 September 2025
sampai dengan Kamis, 18 September 2025 bertempat di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
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NIPPPK. 19971204 202521 2 003
KELAS V

PERKANTORAN

C. PESERTA
Peserta kegiatan pelatihan berjumiah 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari :
1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 38
orang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
sebanyak 22 orang.
Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.
D. PENGAJAR
DAFTAR NAMA PENGAJAR YANG BERASAL
DARI LUAR DAN DALAM SKPD PENYELENGGARA
KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
NO. NAMA / NRP/ NIP/ PANGKAT JABATAN KETERANGAN
1. | KAJLI MUZIPAR, S.H. KABAGJARLAT SPN | Sekolah Polisi Negara
NRP. 68090101 Tjilik Riwut Kepolisian
AKBP Daerah Kalimantan
Tengah
2. | MUNDOFIR, S.Pd., M.M. P.S. Sekolah Polisi Negara
NRP. 74120488 KASUBBAGPATUN | Tjilik Riwut Kepolisian
AKP KORSIS SPN Daerah Kalimantan
_ Tengah
3. | SUNARTO, S.Pd. PAUR EVADASI Sekolah Polisi Negara
NRP. 72120608 BAGJARLAT SPN Tjilik Riwut Kepolisian
IPTU Daerah Kalimantan
Tengah
4. | AKHMADIE RIHADY BAURLOG Sekolah Polisi Negara
NRP. 74120512 SUBBAGYANUM SPN | Tjilik Riwut Kepolisian
BRIPKA Daerah Kalimantan
- Tengah
5. | FADHIL YUSUF BAHREIZY BAURLOG Sekolah Polisi Negara
NRP. 99030550 SUBBAGYANUM SPN | Tjilik Riwut Kepolisian
BRIPTU Daerah Kalimantan
5 _ Tengah
6. | ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA PENGADMINISTRASI] | Satuan Polisi Pamong
NIPPPK. 18950107 202521 1 005 PERKANTORAN Praja Provinsi
. KELAS V B Kalimantan Tengah
7. | DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D. PENGADMINISTRASI Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi
Kalimantan Tengah
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MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu materi Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa disampaikan oleh Tim Sekolah Polisi Negara
Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang meliputi teknis
pelaksanaan negosiasi, pengendalian massa awal dan pengedalian massa
lanjutan baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Jadwal pelatihan sebagaimana terampir.

METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara -

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari pengajar:
Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh
pengajar kepada peserta disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila
terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta
pelatihan.

2. Praktek lapangan.
Praktek lapangan terhadap

SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa dari DPA-SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.

HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah
dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh
pengajar baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
maupun dari Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan
Tengah, pemberian materi dan praktek Pengendalian Massa oleh pengajar
Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sampai pada
kegiatan penutupan pelatihan. Kepada peserta diberikan Teknik dasar negosiasi
dan pengendalian massa dan secara umum peserta dapat menerima dengan
baik materi dan dapat mempraktekkan kegiatan pengendalian massa. Sebagai
bentuk apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada
peserta diberikan Surat Keterangan mengikuti Palatihan Pengendalian Massa.

Contoh surat keterangan sebagaimana terlampir.
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.  PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan baik yang
diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri atas 38 orang anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan 22 Orang anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dilaksanakan
selama 2 hari yaitu tanggal 17 — 18 September 2025 bertempat di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Materi yang diberikan terdiri atas materi Pengendalian Massa serta
pelaksanaan praktek pengendalian massa di lapangan.

Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua
peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan
dan mempraktekkannya.

B. SARAN

1

Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi
Pamong Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun
dengan penyediaan anggaran yang cukup.

Koordinasi periu dilakukan dengan pihak SPN Tjilik Riwut Polda Kalteng
untuk penyusunan rencana anggaran tahun 2026.
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DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

L. RABU, 17 SEPTEMBER 2025

i ¥ =
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Il. KAMIS, I8 SEPTEMBER 2025
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LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh :
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya. Desember 2025



KATA PENGANTAR

Salam sejahters,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat
dan penyertaan-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan "Pendataan
Kebutuhan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-
Kalimantan Tengah" ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban sekaligus rangkuman
dari seluruh proses identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas personel Satuan
Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendataan ini
dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan, guna memastikan bahwa
program pelatihan yang akan disusun di masa mendatang tepat sasaran, efektif,
dan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Melalui laporan ini, disajikan data komprehensif mengenai profil kompetensi
anggota, jenis pelatihan yang mendesak untuk dilaksanakan, serta rekomendasi
strategis bagi pengembangan sumber daya manusia Satpol PP agar selaras
dengan visi misi Pemerintah Provinsl Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang berwibawa dan melayani.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas
dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Tengah, atas arahan dan kebijakan dalam
pengembangan aparatur daerah.

2. Seluruh jajaran pimpinan dan anggota Satpol PP se-Kalimantan Tengah,
atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan data yang akurat,

3. Tim Pelaksana dari Bidang Pembinaan Masyarakat, yang telah bekerja
keras menghimpun dan mengolah data hingga menjadi informasi yang
bermanfaat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena
itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan
kegiatan serupa di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi
referensi berharga dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

LUGIKAETER, S.Hut.,, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 187301221999031008



1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang
memiliki peran vital dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mengingat
kompleksitas tantangan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk
memiliki personel yang tidak hanya disiplin, tetapi juga kompeten secara teknis dan
administratif.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap anggota Satpol PP terutama anggota
baru atau yang belum menempuh pendidikan formal kepamongprajaan waijib
mengikuti Pelatihan Dasar. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk standar
kompetensi minimum, kesamaptaan, serta pemahaman mendalam mengenai standar
operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas kedinasan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan
tantangan sosial yang beragam di setiap Kabupaten/Kota. Saat ini, distribusi kualitas
dan kuantitas anggota Satpol PP di tingkat provinsi maupun daerah masih
memerlukan sinkronisasi data yang akurat. Tanpa data yang valid mengenai jumiah
anggota yang belum mengikuti pelatihan dasar, perencanaan anggaran dan
pengembangan SDM menjadi tidak tepat sasaran.

Kegiatan pendataan ini dilaksanakan sebagai langkah awal (pre-assessment)
untuk memetakan kesenjangan kompetensi (competency gap) di seluruh wilayah
Kalimantan Tengah. Dengan adanya data yang komprehensif, Pemerintah Provinsi
dapat menyusun strategi dikiat yang lebih terukur, efektif, dan efisien untuk tahun
anggaran mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak
terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta
pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan
kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-
pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutunkan koordinasi yang baik dengan
instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan
instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga
kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana
minimal Satpol PP, pembinaan teknis oparasional dan pemberian penghargaan. Oleh

karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang
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tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar
anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi baik
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
dan Tenaga Kontrak (Tekon).

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pameng Praja yang telah dan
belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau
Pendidikan dan Pelatihan dasar lainnya di seluruh Kabupaten/Kota dan
Provinsi sebagai bagian upaya peningkatan serta pengembangan kapasitas
melalui penyediaan data.

2. Menyiapkan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan

kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan
pelatihan.

Laporan Pendataan Kehutuhon Desar anggota Satpol PP Prov. Kalteng T4 2025
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L. PELAKSANAAN
DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang
Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025,

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenali
rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas
Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan di Triwulan | dan IV mulai dari
tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 yang berlokasi di 13
(tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barite Utara,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan
personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

Kabupaten Katingan : 3 orang
Kabupaten Kotawaringin Timur : 5 orang
Kabupaten Seruyan : 3 orang
Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
Kabupaten Sukamara : 4 orang

Kabupaten Lamandau : 5 orang
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e Kabupaten Barito Selatan 5 orang
e Kabupaten Barito Timur 5 orang
= Kabupaten Barito Utara 3 orang
» Kabupaten Murung Raya 3 orang
e [Kabupaten Kapuas 5 orang
¢ Kabupaten Pulang Pisau 3 orang
e Kabupaten Gunung Mas 3 orang
= Kota Palangka Raya : 5 orang
e BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah : 5 orang

Jumilah : 60 orang

D. JADWAL PENGAMBILAN DATA

k.
1

© B NP AW N

—
L=

13

12.

13.
14.
15.
186.
17.
18.
18.
20.

Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari tanggal 26 — 28 Februari 2025,
Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari tanggal 26 — 28 Februari 2025.

Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari tanggal 26 — 28 Februari 2025,
Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari tanggal 4 — 6 Maret 2025.

Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 — 6 Maret 2025.
Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 — 6 Maret 2025,

Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari tanggal 27 — 28 Oktober 2025.
Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari tanggal 27 — 28 Oktober 2025.
Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 — 29 Oktober 2025.
Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 — 29 Oktober
2025,

Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 —
1 November 2025.

Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 — 1 November
2025.

Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 - 5 November 2025,
Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 — 5 November 2025.
Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 — 8 November 2025.
Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 — 11 November 2025.
Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 — 12 November 2025.
Kabupaten Murung Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 — 15 November 2025,
Kota Palangkaraya selama 1 (satu) hari tanggal 10 Desember 2025.

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 11 Desember
2025.
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F.

1.

PEMBIAYAAAN

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025
ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pendataan Kebuiuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025
dilaksanakan pada 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota yang ada di
Kalimantan Tengah.

Sinkronisasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong
Praja se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada
baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data Pendidikan dasar
masing-masing satuan.

Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga
data yang ada benar-benar valid.

Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam database Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam bentuk
buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah.
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. PENUTUP

KESIMPULAN

Keberhasilan Sinkronisasi Data

Kegiatan pendataan telah berhasil menghimpun data terbaru mengenai profil
kompetensi anggota Satpol PP dari 13 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah
Kalimantan Tengah. Tingkat partisipasi daerah dalam pengiriman data mencapai
80% - 90%, yang menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam pengembangan
SDM aparatur.

Identifikasi Kesenjangan Kompetensi

Ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah signifikan anggota Satpol PP—
khususnya tenaga kontrak/non-ASN dan anggota baru yang belum pernah
mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sesuai standar Kepolisian Pamong Praja. Hal
ini berpotensi menghambat profesionalisme penegakan Perda di lapangan jika
tidak segera ditangani melalui program diklat yang terstruktur.

Pemetaan Prioritas Pelatihan

Hasil pendataan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan dasar tidak hanya
terbatas pada aspek kesamaptaan fisik, tetapi juga pada penguatan pemahaman
hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan teknik negosiasi/komunikasi publik.
Validitas Basis Data (Database)

Telah tersusun database digital yang akurat yang mencakup nama, NIP/NIK, unit
kerja, dan riwayat pelatihan anggota. Data ini akan menjadi acuan utama
(baseline) dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat (RKD) dan pengusulan
anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil pendataan kebutuhan pelatihan dasar anggota

Satpol PP se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, maka disampaikan beberapa
saran sebagai berikut;

1.

Pelaksanaan Pelatihan Secara Bertahap (Skala Prioritas)

Mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang cukup banyak,
disarankan agar pelaksanaan Pelatihan Dasar dilakukan secara bertahap.
Prioritas utama diberikan kepada anggota yang telah memiliki masa kerja di atas
2 tahun namun belum pernah mendapatkan pelatihan formal, guna menjamin
legalitas dan profesionalisme tindakan di lapangan.

Pengalokasian Anggaran yang Terintegrasi

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro/Badan terkait
dapat mengintegrasikan data hasil pendataan ini ke dalam rencana anggaran
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tahunan. Periu adanya koordinasi intensif antara Satpol PP Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal sharing anggaran (APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten/Kota) untuk penyelenggaraan Diklat.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Disarankan agar kurikulum pelatihan dasar nantinya tidak hanya mengacu pada
standar nasional, tetapi juga menyisipkan materi mengenai kearifan lokal
Kalimantan Tengah (seperti penanganan konflik berbasis adat) dan penguatan
kapasitas dalam menghadapi tantangan spesifik wilayah (misal: pencegahan
Karhutla),

Digitalisasi Sistem Pemantauan Kompetensi

Untuk menjaga akurasi data secara berkelanjutan, disarankan agar Satpol PP
Provinsi mengembangkan sistem informasi atau dashboard pemantauan
kompetensi anggota yang diperbarui secara berkala (real-time). Hal ini akan
memudahkan pemetaan kebutuhan diklat di masa mendatang tanpa harus
melakukan pendataan manual yang memakan waktu.

Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Perlu dibangun kerja sama formal (MoU) dengan pihak kepolisian (Polda Kalteng),
TNI, atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara diklat, agar standar sertifikasi yang
dihasilkan diakui secara nasicnal.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar
anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini
disusun. Besar harapan kami agar hasil pendataan ini dapat menjadi landasan sirategis
dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi SDM Satpol PP yang lebih
profesional dan responsif. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan

kegiatan ini, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan
untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Hormat Kami,
Kepaija Bidang Pembinaan Masyarakat,

LUGMAETER, S.Hut.,, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 1973012219989031006
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DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

s

4. KAB. KATINGAN

6. KAB. LAMANDAU

5. KAB. KOTAWARINGIN
TIMUR
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10. KAB. BARITO UTARA

11. KAB. SERUYAN

~

| 13. KAB. PULANG PISAU 14. KAB. MURUNG RAYA |
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LAPORAN KEGIATAN BIDANG TRANTIBUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan
tugas pengamanan pada acara Tumbuk Hatampar Championship yang
digelar di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya,
pada Minggu (22/6/2025). Sebanyak 10 personel Satpol PP dikerahkan
dalam kegiatan ini sebagai bagian dan dukungan terhadap penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketente raman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
bertindak cepat merespons laporan masyarakat terkait seorang pria diduga
mengalami gangguan jiwa (ODGJ) yang meresahkan warga di sekitar Masjid
Al Unkuwah, Jalan Seth Adji, Palangka Raya, Kamis malam (19/6/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan tugas pengamanan pada acara Tabligh Akbar Kebangsaan
dalam rangka HUT Rl ke-80 Kalteng Berkah Kalteng Berdakwah yang
digelar di Istana |sen Mulang, Kamis malam (21/6/2025).

Satuan F'ﬂhSl Pamﬂng Praja (Satpol PP] Prown5| Kalimantan Tengah
melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka menjaga ketertiban umum
dan perlindungan aset pemerintah daerah saat berlangsungnya Aksi Damai
yang digelar oleh Aliansi Dayak Bersatu (ADB), Senin (04/8/2025), di depan
Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan pengamanan kegiatan Car Free Night bertajuk "Huma Betang

Night” yang digelar di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat,
pada Sabtu malam (02/6/2025).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan patroli cipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
di Kota Palangka Raya, Senin (15/9/2025). Patroli yang berlangsung dari
pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB ini melibatkan 22 personel.



Suasana aman, damai, dan kKondusif terus dijaga di Kalimantan Tengah
melalui pelaksanaan Patroli Cipta Kondisi yang digelar pada Selasa
(2/9/2025) di Kota Palangka Raya. Patroli im dipimpin langsung oleh
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil
Gubermnur, Pit. Sekretans Daerah, serta jajaran Forkopimda.
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Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenieraman masyarakat,
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan
kegiatan patroli malam pada Kamis (23/10/2025) pukul 22.00 WIB hingga
selesal. Keglatan ini merupakan bagian dan upaya deteksi dini dan cegah
dini terhadap potensi gangguan ketertiban, khususnya di sekitar Rumah
Jabatan Gubemnur Kalimantan Tengah dan kawasan sekitamya.
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah turut
ambil bagian dalam kegiatan Sistem Pengamanan Kota (SISPAMKOTA)
yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda
Kalteng). Latihan tersebut digelar di halaman Bangas Mapolda Kalteng pada
Rabu hingga Kamis, 15—16 Oktober 2025.

il

Sebagal bentuk perhatian serius Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar
Sabran ferhadap keselamatan lalu lintas serta perlindungan infrastruktur
jalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan inspeksi
mendadak (sidak) terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)
di kawasan Lingkar Luar Selatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Rabu (1/10/2025).



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
menunjukkan perannya yang straiegis dalam menjaga keterfiban umum,
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat melalui
pengawalan kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar
Sabran, S.lkom ke 5Sekolah Menengah Atas NMNegeri (SMAN) 1 Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (2/10/2025).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinst Kalimantan Tengah melaksanakan
pengamanan pada acara Opening Ceremony Pesta Paduan Suara Gerejani
Katolik Pertama (Pesparani Katolik 1) Provinsi Kalimantan Tengah, yang
berlangsung di GOR Indoor Serbaguna Tjilik Riwut Km. 5.5 Palangka Raya,
Jumat (21/11/2025).



S A%

H'HHNI u1r|:'|1|.wl -,
¥ "Hl-l-l-l Mmru b A, }
L N
|

=

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
melakukan pengamanan pada Opening Ceremony Tumamen Gubernur Cup
Tenis Lapangan 2025 yang digelar di Lapangan Tenis Sanaman Mantikei,
Palangka Raya, Jumat (21/11/2025).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinst Kalimantan Tengah melaksanakan
pengamanan Turnamen Catur Kategon lll Tingkat Nasional Gubernur Cup
Tahun 2025 yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di
Gedung GOR Indoor Serbaguna Jalan Tjilik Riwut KM 5, Palangka Raya.



o= N i i = N e = .. , S,
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan pengamanan kegiatan Parade Natal 2025 vyang
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan
Bundaran Besar Palangka Raya dan sekitarnya, pada Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan tersebul berlangsung tertib, aman, dan lancar, serta mencerminkan

semangat kebersamaan dalam keberagaman.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A!amat JL "|"ns Sudarsu MNo. 008 Palangka Raya 73112
website : s satpolpp kallena go Id email ; kalteng polppi@gmail.com

LAPORAN

Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Han/Tanggal Selasa, 2 Desember 2025

Waktu Pukul 08.00 WIB — 13.30 WIB

Melaksanakan Patroi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Kegiatan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota
Falangka Raya Tahun 2025

TIM 1:

Mikelson Damek, S T.. M. T. ({Penanggung Jawab)
Sumamo {Koodinator [)
Warkin Sanjaya, S.50s.

Irfan Abyyurahman, 5.1P.

Bio Setia Pratama

Glen Dennys Vitallo, 5.Pd.

Lefviana Cornelia Anjelina

Gujali Rahman

MNoprian Bery Safutra

0. Rahmat

1
2
3
4
Anggota yang bertugas | 5.
6.
i
8
9.
1

» Kendaraan Roda 2

Sarpras
e HT (Handy Talky)

Lokasi Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan sekitarmya

—

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menten Dalam MNegen Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor & Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah MNomor 60 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013
tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/392/Bid.IV/Pol PP tanggal 2

Dasar Pelaksanaan
Tugas




Juni 2025 tentang Perubahan Pertfama Surat Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Nomor. 188.44/01.3/Bid. IV/Pol.PP
tanggal 6 Januan 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
{TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

kKalimantan Tengah MNomor ;@ 300.1.4/207/POL PP tanggal 1
Desember 2025 Penhal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir
di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Hasil kegiatan

. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas,

Tim TRC melakukan bniefing singkat guna pengecekan kesiapan
anggota, yang dipimpin langsung oleh Kasi Bina Pelindungan
Masyarakai Bapak Daniel, 5. Kom. 5elaku Pengawas kegiatan.

. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Kelurahan Palangka

guna berkoordinasi sebelum terjun ke lokasi pemantauan daerah
rawan banjir.

. Kemudian Tim bergerak menuju Komplek Mendawai dan

berdasarkan keterangan dari warga di dapatkan informasi bahwa
kondisi debit air sudah mengalami penurunan dari beberapa han
sebelumnya, yang sempat mengalami kenaikan.

Kemudian Tim bergerak ke Kelurahan Pahandut Seberang unfuk
berkoordinasi, setelah u Tim bergerak ke Kawasan Wisata
Pahandut Seberang yang berada di pinggiran Sungai Kahayan.
sama halnya seperti di Komplek Mendawai, berdasarkan
keterangan dan warga bahwa debit airr sudah mengalami
penurunan dan han sebelumnya.

. Tim kemudian bergeser ke Flamboyan Bawah dan sama seperti di

lokasi sebelumnya, debit air juga sudah mengalami penurunan.
Mengingat ke 3 (tiga) lokasi Patroli tersebut berada di DAS
Kahayan, sehingga jika volume/debit air Sungai Kahayan
mengalami peningkatan. Maka akan berdampak pada ke 2 (tiga)
lokasi tersebut, yaitu Komplek Mendawai, Pahandut Seberang dan
Flamboyan Bawah.

Disela-sela patroli, Tim juga tidak lupa memberikan himbauan
kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan di
sungail, pengaringan dan selokan, yang dapat mengakibatkan
tenadinya bencana banjir karena tersumbatnya aliran air.

. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor

Satpol PP Prov. Kalteng

Mengetahui,

Yang melaporkan,

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat, Koordinator |,

%

MIKELSON DAMEK, ST., M.T SUMARNO

Pembina Tingkat | (IV/b)

Pol PP Pelaksana

NIP. 18690107 199603 1 002 NIP. 18700812 200701 1 034




Dokumentasi Kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarse Mo. 008 Palangka Raya 73112

wehbsite : hitps saipolop kallena go Id email : kalteng polpp@gmail.com
LAPORAN
Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Han/Tanggal Kamis, 11 Desember 2025
Waktu Pukul 08.00 WIB — 13.30 WIB
Melaksanakan Patroi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Kegiatan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota

Falangka Raya Tahun 2025

Anggota yang bertugas

TIM 1:

1. Mikelson Damek, 5T. M.T. (Penanggung Jawab)
2. Sumamo (Koodinator 1)

3. Warkin Sanjaya, S.50s.

4. Irfan Abyyurahman, S.1P.

5 Rizki Aulia Syahbani, S Sos.

6. Bio Setia Pratama

7. Rachmat Setiady

8. Glen Dennys Vitallo, 5.Pd.

9 Lefwiana Cornelia Anjelina

. Gujali Rahman

. Noprnian Bery Safutra
. Rahmat

. Handi Winata

Sarpras

Kendaraan Roda 4 (Mobil Patroli)
HT (Handy Talky)

Lokasi

JI. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan sekitamya

Dazar Pelaksanaan
Tugas

1

Undang-undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 16 Tahun 2018

tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menten Dalam MNegeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja,

. Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keiertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor & Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188 44/49/2013
tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (S50P)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;




. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/392/Bid.IV/Pol. PP tanggal 2
Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Nomor. 188.44/01.3/Bid.IV/Pol PP
tanggal 6 Januan 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
(TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi
kalmantan Tengah Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

kalimantan Tengah Nomor - 3001 4/222/POL PP tanggal 10
Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir
di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Hasil kegiatan

. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas,

Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan
anggota, yang dipimpin langsung cleh Kepala Bidang Pelindungan
Masyarakat Bapak Mikelson Damek, ST., MT. selaku
Penanggung Jawab kegiatan.

_ Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Komplek |l.

Mendawai dan mendapatkan informasi dari warga, bahwa kondisi
debit air Sungai Kahayan pada saat ini mengalami kenaikan
sefinggl 20cm dan han sebelumnya.

. Kemudian tim bergerak ke Kawasan Wisata Pahandut Seberang

yang berada di pinggiran Sungai Kahayan. Sama halnya seperti di
Komplek Mendawal, berdasarkan dan keterangan warga bahwa
debit air mengalami kenaikan.

. Tim kemudian bergeser ke Flamboyan Bawah dan sama seperti di

lokasi sebelumnya debit air juga mengalami kenaikan.

. Mengingat letak ke 3 (tiga) wilayah tersebut berada di pinggiran

sungai Kahayan, yang mana jika debit air Sungai Kahayan meluap
atau mengalami kenaikan volume air. Maka akan berdampak ke 3
{tiga) wilayah tersebut, yaitu Wilayah Komplek Mendawai,
Pahandut Seberang dan Flamboyan bawah.

. Berdasarkan dan pantauan kondisi debtt air yang semakin

meningkat yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di hulu
sungai, Tim tidak lupa memberikan himbauan kepada warga, agar
selalu waspada dengan tingginya intensitas curah hujan yang
dapat menyebabkan meluapnya debit air Sungai Kahayan. Tim
juga mengingatkan warga, agar tdak membuang sampah
sembarangan di sungai, pengaringan dan selokan, yang dapat
menyebabkan penyumbatan aliran air.

. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor

Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui

Yang melaporkan,

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat, Koordinator |,

3

MIKELSON DAMEK, ST., M.T SUMARNO

FPembina Tingkat | {IV/b)

Fol PP Pelaksana

NIP. 19690107 199603 1 002 NIP. 19700812 200701 1 034




Dokumentasi Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A!amat JL "|"ns Sudarsu MNo. 008 Palangka Raya 73112

website : s satpolpp kallena go Id email ; kalteng polppi@gmail.com
LAPORAN

Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Han/Tanggal Sabtu, 25 November 2025
Waktu Pukul 08.00 WIB — 13.30 WIB

Melaksanakan Patroi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Kegiatan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota

Falangka Raya Tahun 2025

TIM 1:

1. Mikelson Damek, 5 T. M.T. (Penanggung Jawab)

2. Widyo Knswahjono, S E. {(Koordinator 1)
3. Sumamo
4 Warkin Sanjaya, 5.50s.
Anggota yang berfugas | 5 Irfan Abyyurahman, S.IP.
6. Glen Dennys Vitallo, 5.Pd.
7. Lefwiana Cornelia Anjelina
8. Gujali Rahman
9. Nopran Bery Safutra
1

0. Rahmat

s Kendaraan Roda 2

Sarpras
« HT (Handy Talky)

JI. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah, Pelabuhan

Lokasi Rambang dan sekitarnya

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintah
Daerah;

2. Peraturan Pemernntah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Paolisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menten Dalam MNegen Momor 54 Tahun 2011 tentang
Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi PFamong Praja;

4. Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor & Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan
Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerna Perangkat Daerah;

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013
tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor. 188 .44/392/Bid. IV/Pol PP tanggal 2

Das=ar Pelaksanaan
Tugas




Juni 2025 tentang Perubahan Pertfama Surat Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid. IV/Pol.PP
tanggal 6 Januan 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
{TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor - 300.1.4/205/POL PP tanggal 31
Oktober 2025 Perhal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir
di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Hasil kegiatan

. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas,

Tim Patroli melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan
anggota.

. Setelah selesail briefing, Tim bergerak menuju JI. Mendawai dan

Pahandut Seberang, dari keterangan warga sekitar kondisi debit air
mengalami kenaikan, disebabkan oleh curah hujan yang cukup
finggi pada hari sebelumnya. bahkan ada beberapa titik jalan/lokasi
di Komplek Mendawai yang terendam air setinggi lutut orang
dewasa, tetapi fidak sampal mengganggu akiivitas keseharian
warga.

. Tim kemudian bergerak menuju, Pelabuhan Rambang dan

Flamboyan Bawah, berdasarkan keterangan dan warga di
dapatkan informasi bahwa kondisi debit air mengalami kenaikan
yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh hujan deras beberapa
har terakhir.

. Mengingat ke 4 (empat) lokasi Patroli tersebut berada di DAS

kKahayan, sehingga jika wvolume/debit air Sungal Kahayan
mengalami peningkatan. Maka akan berdampak pada ke 4 (empat)
lokasi tersebut, yaitu Komplek Mendawai, Pahandut Seberang,
Flamboyan Bawah dan Pelabuhan Rambang.

_ Disela-sela patroli, Tim memberikan himbauan kepada warga agar

tidak membuang sampah sembarangan di sungai. pengaringan
dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana
banjir karena tersumbatnya aliran air. Tim juga ftdak lupa
mengingatkan kepada warga, agar meningkatkan kewaspadaan
jika sewaktu-waktu terjadi hujan deras.

. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kemball ke kantor

Satpol PP Frov. Kalteng.




Dokumentasi Kegiatan

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, 5T., M.T
Pembina Tingkat | (IV/b)
MNIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator [,

WIDYO KRISWAHJONO, S.E.
Pol PP Ahli Madya
MNIP. 18651106 198603 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarse Mo. 008 Palangka Raya 73112

wehbsite : hitps saipolop kallena go Id email : kalteng polpp@gmail.com
LAPORAN
Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Han/Tanggal Selasa, 30 Desember 2025
Waktu Pukul 13.00 WIB — 15.30 WIB
Melaksanakan Patroi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Kegiatan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk

Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025

Anggota yang bertugas

Lo OA NS

Inge Mawamy, S.E (Danru)
Titiek Maryani, S H

Toto

Irfan Abiyyurahman, S.IP.
WarkinSanjaya, 5.50s.

Rizky Pranata Oetama Putra
Rachmat Setiady

F. X Marvin Setiawan

Efren Adi Saputra

. Rizky Fikriansyah

. Gujali Rahman

. Frengki Rei Rangkai

. Sagita

. Lefviana Cornelia Anjelina

Sarpras

Kendaraan Roda 4 (Truck Dalmas)
HT (Handy Talky)

Lokasi

Kelurahan Petuk Katimpun

Dazar Pelaksanaan
Tugas

1

2.

3

Undang-undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menten Dalam MNegeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja,

. Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keiertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor & Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188 .44/49/2013
tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (S50P)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;




. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/392/Bid.IV/Pol. PP tanggal 2
Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Nomor. 188.44/01.3/Bid.IV/Pol PP
tanggal 6 Januan 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
(TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi
kalimantan Tengah Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

kalimantan Tengah Nomor - 3001 4/249/POL PP tanggal 30
Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir
di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025

Hasil kegiatan

. Pada pukul 13.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas,

Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan
anggota, yang dipimpin langsung cleh Kepala Seksi Bina Potensi
Masyarakat |bu Inge Mawarny, 5.E selaku Komandan Regu.
Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Kel. Petuk Katimpun
guna pengecekan ketinggian debit air pada ruas jalan yang menuju
kawasan Dermaga Petuk Katimpun. Dari pantauan anggota,
didapat ada sebagian ttikiruas jalan yang terendam air,
dikarenakan debit air yang meningkat dengan titik terdalam
mencapai 40cm.

Meningkatnya ketinggian debit air ini, disebabkan oleh tingginya
curah hujan di sekitaran wilayah Kota Palangka Raya dan
meningkatnya volume permukaan air Sungail Kahayan disebabkan
oleh curah hujan yang cukup tinggi di hulu sungai.

. Pada saat patroli, tim juga membantu mengarahkan warga yang

ingin melintasi ruas jalan yang terendam air.
Tim akan melanjutkan pemasangan tali pembatas jalan pada esok
hari Habu, 31 Desember 2025

. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor

Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,

Yang melaporkan,

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat, Komandan Regu,

AN

MIKELSON DAMEK, ST., M.T INGE MAWARNY, SE

Pembina Tingkat | (IV/b)

Fenata Tingkat | (lll/d)

NIP. 186390107 199603 1 002 NIP. 18821006 200801 2 016




Dokumentasi Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat . JI. Yos Sudarso Mo. 008 Palangka Raya 73112

website : hifps saf

olpp kallena go |d email ; kalteng polpp@gmail.com

LAPORAN
Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Han/Tanggal Rabu, 31 Desember 2025
Waktu Pukul 08.00 WIB — Selesai
Melaksanakan Patrohi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Kegiatan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petfuk

Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025

Anggota yang bertugas

Inge Mawarny. S E (Danru)
Titiek Maryani, S H

Herwandie S.E.

Sumarno

Rudy Dhaniyanto

Toto

Irfan Abiyyurahman, S.1P.
WarkinSanjaya, S.50s.
Rusnanda A Hadi

. Rizky Pranata Oetama Putra
. Bio Setia Pratama

- Pandi Purnama Saputra, 5 Pd.
. Sagita, S5_Pd.

_F. X Marvin Setiawan

. Efren Adi Saputra

- Rizky Fikriansyah

Gujali Rahman

. Frengki Rei Rangkai

. Lefviana Cornelia Anjelina
.Hengki Pranajaya A. Paneo

Sarpras

Kendaraan Roda 4 (Truck Dalmas)
HT (Handy Talky)

Lokasi

Kelurahan Petuk Katimpun

Dasar Pelaksanaan
Tugas

1.

2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja,

. Peraturan Menten Dalam Negerni Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keiertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat:

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat,

. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan




Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Orgamisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,;

. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Momor 188.44/459/2013

tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOF)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

kalimantan Tengah Nomor. 188 44/392/Bid IV/Fol PP tanggal 2
Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Momor: 188 44/01 3/Bid. IV/Pol PP
tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat
(TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjr di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor - 300.1.4/253/POL PP tanggal 31
Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat
FPenanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir
di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Hasil kegiatan

. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas,

Tim TRGC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan
anggoia, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bina Potensi
Masyarakat |lbu Inge Mawarmy, S.E selaku Komandan Regu.
Kegiata kali ini membuat tanda dengan batang bambu yang diikat
dengan tali rafia sebagal penanda pinggran jalan agar
masyarakat yang melewati jalan tersebut tetap berada di badan
jJalan karena badan jalan yg terendam air akibat bencana banjir.

. Setelah selesal briefing, anggota menylapkan bambu beseria tali

rafia serta alat pemukul (kayu dan bambu) untuk mempermudah
pengerjaan.

. Kemudian, anggota berangkat menuju arah Kelurahan Petuk

Ketimpun. Sesampai di daerah ruas jalan yang terendam banjir
anggoia melakukan peruncingan bambu terlebih  dahulu,
kemudian menancapkannya di pinggiran badan jalan yang sudah
di tentukan titik lokasinya, kemudian mengencangkan tali sebagai
penandanya.

. Anggota juga membantu mengarahkan warga yang ingin melintasi

ruas jalan yang terendam air.

. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembal ke

kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,

Yang melaporkan,

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat, Komandan Regu,

oA

W

MIKELSON DAMEK, ST., M.T INGE MAWARNY, SE

Pembina Tingkat | (IV/b)
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